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Puji syukur kepada Allah SWT karena kuasa-Nya, kami dapat 
merampungkan penyusunan bunga rampai “Dinamika HAM Di 
Indonesia”. Terima kasih kepada dekan Fakultas Hukum Untag 
Surabaya, Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., yang memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa menuliskan ide dan menjadikannya 
buku. Terima kasih pula pada seluruh rekan yang mendukung 
diterbitkannya buku ini. 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, merupakan tonggak diakuinya HAM di 
Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi seluruh rakyat 
Indonesia untuk mendapatkan pemenuhan HAM. Baik mereka yang 
menjadi korban maupun rentan akan kejahatan dan pelanggaran 
HAM. Penegakan HAM berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat baik untuk kejahatan masa lampau maupun yang sedang 
terjadi. Perjalanan penegakan HAM penting untuk dipelajari seiring 
dengan mempelajari norma dana teorinya. 
Buku ini merupakan kumpulan tulisan mahasiswa yang 
mengikuti Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku ini 
adalah bunga rampai dengan seri “Dinamika HAM Di Indonesia”. 
Tentu buku ini tidak lepas dari kekurangan dan penulis 
membutuhkan masukan untuk perbaikan ke depan. Buku ini sangat 
berguna sebagai bahan baca mahasiswa, bermanfaat bagi masyarakat 
untuk memotret penegakan HAM padaa diri mereka, maupun 
praktisi pembela HAM. Karena buku ini sederhana dan tersaji sesuai 
dengan topik.  
Terakhir penulis sampaikan terima kasih atas segala kerja 
keras tim, selamat membaca dan selamat menegakkan hak asasi 
manusia! 
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PERKEMBANGAN PENGATURAN HAM DI INDONESIA 
Adinda Permata Leonora1 
 
Abstrak 
Di saat sekarang perkembangan HAM telah merubah semua yang ada. 
HAM itu sendiri sudah ada sejak lama,karena setiap manusia memilikinya. 
Sehingga setiap orang di muka bumi ini selalu berjuang untuk mendapatkan 
hak yang sama Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukan merupakan 
masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah 
mulai dilontarkan semenjak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 
1215 sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak 
Asasi Manusia yaitu “Universal Declaration of Human Right” pada tanggal 10 
Desember 1948. Sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelaksanaan 
HAM merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah 
Negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, 
sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan 
ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. 
Dengan demikian, HAM sebagai suatu prinsip memang sifatnya universal, 
tetapi sebagai suatu sistem nilai, hak asasi manusia akan berbeda antara 
Negara yang satu dengan yang lainnya, karena dipengaruhi oleh kondisi 
dan situasi Negara yang bersangkutan. 
Kata kunci: hak asasi manusia, negara, hak 
A. Pendahuluan 
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia 
yang dianugerahkan Tuhan sejak lahir. Pengertian ini mengandung 
arti bahwa HAM merupakan karunia Tuhan Yang Maha Pencipta 
kepada hambanya. Mengingat HAM itu adalah karunia Tuhan, maka 
tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan 
pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun diperkenankan 
untuk merampasnya. Sebenarnya masalah hak asasi manusia 
bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena 
isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya 
Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 sampai lahirnya Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Un-
iversal Declaration of Human Right” pada tanggal 10 Desember 1948.  
Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-
348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya 
hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat 
untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan 
tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-
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322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya 
pada kemauan dan kehendak warga negaranya. 
Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia 
yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi 
kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut 
tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil 
disusun dan disahkan.  
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya 
tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan 
secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-
hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa 
sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha 
Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak 
hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. 
John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika 
manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam 
keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut 
dengan status civilis, Locke berpendapat bahwa manusia yang 
berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi 
oleh negara. 
Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam 
suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan 
untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut 
dikenal dengan Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen yaitu 
pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. 
Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak 
atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan 
(liberte, egalite, fraternite). Lafayette merupakan pelopor penegakan 
hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika 
Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya 
Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 
1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di 
dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi 
pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 
1795. revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti J.J. 
Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. 
HAM sangat penting bagi kehidupan manusia karena agar 
memperoleh jaminan HAM, agar semua masyarakat bisa 
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melaksanakan hak asasi manusia dengan baik agar tidak terjadi 
penyelewengan hak asasi manusia. kenyamanan hidup manusia di 
atur di dalam HAM. sekarang saja meskipun sudah diatur dalam UU, 
masih banyak orang yang menyelewengkan HAM, jadi kesadaran 
melaksanakan HAM harus ada pada diri manusia. 
B. Pembahasan 
Sejarah hak asasi manusia tumbuh dan berkembang pada saat 
hak asasi manusia  mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap 
serangan ataupun bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu 
masyarakat atau Negara. pada hakikatnya persoalan mengenai hak 
asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu 
dan masyarakat. Sebab, manakala sesuatu Negara semakin kuat dan 
meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak- hak 
pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. 
Perkembangan.pemikiran.Hak Asasi Manusia bermula dari 
lahirnya Magna Charta yang memuat pandangan bahwa Raja yang 
sebelumnya memiliki kekuasaan absolut (Raja yang menciptakan 
hukum,tetapi dia sendiri tidak terikat dengan hukum yang 
dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai diminta 
pertanggungjawabannya di muka umum..Sejak itu mulai diprak-
tikkan jika Raja melanggar hukum harus diadili dan mempertang-
gungjawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlementer. Se-
lanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration Of 
Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesqiueu. 
Mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di perut 
ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir harus dibelenggu. 
Perkembangan. yang .lebih signifikan adalah dengan kemun-
culan The Four Freedoms dari presiden Roosevelt pada tanggal 6 
Januari 1941, yang berbunyi: hak kebebasan berbicara dan 
menyatakan pendapat. hak. Kebebasan. memeluk agama dan beriba-
dah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya; hak kebebasan 
dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai 
tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya; hak 
kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan dalam 
posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara 
lain. 
Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan 
keluarnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak 
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Asasi Manusia dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.perkembangan hak asasi 
manusia di Indonesia semakin pesat,hal ini ditunjukkan lagi dengan 
semakin banyaknya instrumen PBB tentang hak asasi manusia yang 
diratifikasi dan diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasi-
onal. 
Dalam upaya pengembangan HAM di Indonesia kita selalu 
berpegang prinsip: 
a. Ratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia 
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
b. Hak asasi manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, 
moral, keamanan, dan ketertiban umum (Tap MPR No 
XVII/MPR/1998) 
Oleh karena itu,sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelak-
sanaan HAM adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab 
setiap pemerintah Negara dengan memperhatikan sepenuhnya 
keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, ting-
kat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang 
dimiliki bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, HAM sebagai 
suatu prinsip memang sifatnya universal, tetapi sebagai suatu sistem 
nilai, hak asasi manusia akan berbeda antara Negara yang satu 
dengan yang lainnya, karena dipengaruhi oleh kondisi dan situasi 
Negara yang bersangkutan. 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain 
dari hak asasi manusia. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manu-
sia adalah tidak mungkin terlaksana dan tentang tegaknya HAM 
.Oleh karena itu, pelaksanaan HAM seseorang harus dibatasi oleh 
kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Dalam pasal 
ini,masalah perlindungan hak-hak wanita dan hak-hak anak ternyata 
telah mendapat perhatian yang lebih besar. Undang-undang ini telah 
mengadopsi beberapa pasal dari konvensi tentang hak-hak wanita 
dan konvensi hak-hak anak ke dalam pasal-pasalnya. 
Seperti kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 hanya me-
muat lima pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu pasal 27- pasal 
31. Apabila hal ini kita bandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan 
UUDS 1950,ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir, lebih 
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maju dalam mengatur hak asasi manusia karena kedua konstitusi ini 
sudah mengaturnya secara rinci dalam banyak pasal. Konstitusi RIS 
1949 mengaturnya dalam 35 pasal, yaitu pasal 7- pasal 41. Sedangkan 
UUDS 1950 mengatur dalam 37 pasal yaitu pasal 7- pasal 43. 
Perkembangan ini adalah merupakan akibat dari dide-
klarasikannya “Universal Declaration of  Human Right”oleh PBB pada 
tahun 1948 yang telah mempengaruhi kedua konstitusi tersebut. 
Dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 1998-2003 
telah ditetapkan program kegiatan yaitu:  
1. Menetapkan beberapa perangkat internasional hak asasi manusia 
yang perlu mendapat prioritas untuk segera di ratifikasi ber-
dasarkan rekomendasi dari institusi pemerintah dan LSM. 
2. Harmonisasi perundang-perundangan nasional. 
Sesuai dengan tahapan-tahapannya sebagian dari rencana aksi ini 
sudah jalan,terbukti dengan diratifikasinya beberapa konvensi 
internasional tentang hak asasi manusia dan diundangkannya UU 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Harmonisasi 
perundang-perundangan nasional di bidang hak asasi manusia dila-
kukan antara lain dengan merevisi perundang-undangan yang ber-
laku dan merancang undang-undang yang baru sesuai isi instrumen 
internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Dalam hal ini 
upaya yang dilakukan adalah: 
 melakukan amandemen kedua atas Undang-Undang Dasar 1945, 
berkenaan dengan HAM dengan menambahkan bab XA dengan 
judul hak asasi manusia. Bab ini terdiri dari 10 pasal yaitu 28 A 
sampai 28 J. Rumusan pasal-pasal tersebut adalah rumusan yang 
bersifat konsepsional, sehingga untuk penerapannya diperlukan 
rumusan yang bersifat operasional dengan menjabarkannya ke 
dalam peraturan undang-undang lainnya. Sebaiknya amandemen 
UUD 1945 harus dilakukan secara menyeluruh dan konprehensif. 
Idealnya penyusunan rancangan perubahan undang-undang da-
sar itu tidak dilakukan sendiri oleh MPR tetapi dilakukan oleh 
komisi konstitusi, suatu badan independen yang anggotanya 
terdiri dari pakar berbagai ilmu. Kita tahu bahwa kewenangan 
menetapkan dan mengubah Undang-Undang adalah kewenangan 
MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,namun hal itu tidak 
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berarti bahwa MPR harus mengerjakan segalanya. Agar undang-
undang dasar tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan aspirasi 
warga masyarakat serta mampu menjangkau jauh ke masa depan, 
proses penyusunannya harus dilakukan secara demokratis, par-
tisipatif, dan aspiratif. Dengan demikian, melibatkan komisi kons-
titusi dalam penyusunan rancangan perubahan undang-undang 
dasar, akan lebih baik daripada sepenuhnya dikerjakan MPR. 
 Menetapkan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia: 
a. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan 
seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegak-
kan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada 
seluruh masyarakat. 
b. Menugaskan kepada Presiden serta DPR untuk segera mera-
tifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM sepan-
jang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 
 Mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. 
 Mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Dalam upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia 
di samping diperlukan instrumen hukum, baik instrumen hukum 
internasional (berupa konvensi) maupun instrumen hukum nasional 
(berupa peraturan perundang-undangan) juga diperlukan instrumen 
yang bersifat kelembagaan. Tujuan dibentuknya Komnas HAM 
adalah untuk: 
- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM 
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan 
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia 
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan 
(Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) 
Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan 






- Mediasi tentang HAM 
Selanjutnya dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang HAM menyebutkan bahwa Komnas HAM dalam melaksa-
nakan fungsinya berwenang melakukan: 
• Fungsi Pengkajian dan Penelitian 
- Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen 
internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan 
saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasi 
- Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan 
perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi menge-
nai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM  
- Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. 
- Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi 
banding di Negara lain mengenai HAM  
- Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan de-
ngan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM  
- Melakukan kerja sama pengkajian dan penelitian dengan 
organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, 
regional maupun internasional dalam  bidang HAM. 
• Fungsi Penyuluhan  
- Melakukan penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada 
masyarakat Indonesia 
- Melakukan peningkatan upaya kesadaran masyarakat tentang 
HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta 
berbagai kalangan lainnya. 
- Melakukan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak 
lainnya,baik tingkat nasional, regional maupun internasional 
dalam bidang HAM. 
• Fungsi Pemantauan 
- Melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan 
laporan hasil pengamatan 
- Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa 
yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. 
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- Melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban 
maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar 
keterangannya. 
- Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar 
kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan 
bukti yang diperlukan. 
- Melakukan peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya 
yang dianggap perlu. 
- Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk membe-
rikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen 
yang diperlukan sesuai dengan aslinya, dengan persetujuan ke 
pengadilan 
- Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, 
bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak 
tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan 
- Melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua 
pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses 
peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelang-
garan HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh 
pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut 
wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 
• Fungsi Mediasi 
- Melakukan perdamaian kedua belah pihak 
- Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, nego-
siasi, konsiliasi, dan penilai ahli 
- Melakukan pemberian saran kepada para pihak untuk menye-
lesaikan sengketa melalui pengadilan 
- Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelang-
garan HAM  kepada pemerintah 
- Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelang-
garan HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti. 
Menurut ketentuan UU No. 39 Tahun 1999, anggota Komnas HAM 
berujumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas usulan dari Komnas 
HAM dan diangkat oleh Presiden selaku kepala negara. Masa jabatan 
anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM dipimpin oleh seorang 
ketua dan 2 wakil ketua yang dipilih oleh anggotanya. Oleh karena 
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itu, untuk menjaga independensi Komnas HAM sebaiknya Sekretaris 
Jenderal Komnas HAM dipilih dari dan oleh anggota Komnas HAM 
sama hasilnya dengan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM. 
Menurut Pasal 90 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang atau 
sekelompok orang berhak mengajukan laporan dan pengaduan baik 
secara lisan maupun tertulis kepada Komnas HAM apabila memiliki 
alasan yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Pengaduan 
melalui perwakilan Komnas HAM dilakukan melalui prosedur yang 
sama dengan yang berlaku di Komnas HAM. Pemeriksaan atas 
pengaduan dapat diberhentikan apabila: 
1. Tidak mempunyai bukti awal yang memadai 
2. Materi pengaduan bukanlah masalah pelanggaran hak asasi 
manusia 
3. Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau tidak ada ke-
sungguhan dari pengadu 
4. Adanya upaya hukum yang lebih efektif untuk penyelesaian 
materi pengaduan atau 
5. Sedang berlangsung penyelesaian melaui upaya hukum yang 
tersedia sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
Selanjutnya menurut Pasal 94 UU No. 39 Tahun 1999, pihak pengadu, 
korban, saksi atau pihak lainnya yang terkait dalam pelanggaran 
HAM wajib memenuhi permintaan Komnas HAM. Apabila pihak 
tersebut tidak memenuhi pemanggilan atau menolak member 
keterangan maka Komnas HAM dapat meminta ketua pengadilan 
melakukan pemanggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Menurut Undang-Undang 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak 
Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di 
lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah kabu-
paten atau kota. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang meme-
riksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 
Menurut ketentuan undang-undang ini dapat dibentuk 
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc atas usul DPR berdasarkan 
peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. UU No. 26 Tahun 
2000 memberi alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, 
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diluar pengadilan HAM yaitu melalui Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi yang dibentuk dengan Undang-Undang.2 
C. Penutup 
HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak dasar yang melekat 
pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai 
anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak- hak seperti 
hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, 
hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak keamanan, 
dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan 
atau dirampas oleh siapapun. Konsep Hak Asasi Manusia sendiri 
adalah sebagai hak yang melekat pada diri manusia, hak yang harus 
dihormati dan dilindungi,pada awalnya bermula pada lahirnya 
Magna Charta, kemudian lahirnya The American Declaration of 
Independence, selanjutnya diikuti dengan Deklarasi Perancis dan The 
four freedoms. Sesuai dengan kesepakatan Internasional,pelaksanaan. 
Perkembangan HAM di Indonesia telah berlangsung seiring berdi-
rinya Negara Indonesia. Pada periode setelah kemerdekaan yaitu 
1945 sampai 1966 pemikiran HAM terus membaik karena pada peri-
ode ini dikenal dengan masa demokrasi parlementer. Apabila hal ini 
kita bandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, 
ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir lebih maju dalam 
mengatur hak asasi manusia karena kedua konstitusi ini sudah 
mengaturnya secara rinci dalam banyak pasal.  
Daftar Pustaka 
Rozali Abdullah, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM 










                                                          
2 Rozali Abdullah, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di 
Indonesia, hlm. 16-33. 
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KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT HAM DI INDONESIA 
Leomarch Ilham M3 
 
Abstrak 
Kebebasan Berpendapat merupakan dasar dari di akui Hak Asasi Manusia , 
dimana dalam negara yang mengakui adanya Hak Asasi Manusia dapat di 
lihat dari indikasi adanya kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, 
dimana dalam kebebasan berpendapat ini ada batasan batasan dalam 
menjalankannya, agar tidak terjadi adanya pelanggar hak terhadap pihak 
pihak lain. Di Indonesia tidak jarang terjadi sebuah kasus yang melibatkan 
adaya pelanggaran hak seseorang ketika ingin menyampaikan pendapatnya 
di hadapan umum hal tersebut sering sekali di langgar bukan hanya oleh 
masyarakat umu tetapi pihak berwajib bahkan pada era 90-an banyak kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi tetapi hingga saat ini belum terselesaikan, 
hal ini menyebabkan tidak berjalannya hukum sesuai dengan tujuan negara. 
Lebih lanjut kebebasan berpendapat diatur dalam Universal Declaration of 
Human Rights, Internasional Covenant on Civil and Political Rights, Pancasila, 
Dalam Undang Undang Dasar 1945, Tap MPR RI Nomor XVII/1998 tentang 
Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam atauran 
aturan di atas menyebutkan dan menjamin adanya kebebasan berpendapat, 
bukan hanya secara lokal, ataupun nasional, tetapi juga secara internasional. 
Dimana dalam aturan aturan ini juga mengatur adanya batasan batasan 
dalam berpendapat secara jelas, sehingga dengan adanya peraturan tersebut 
diharapkan agar Hak Asasi Manusia dapat berjalan sesuai dengan nilai 
moral, sosial, dan nurani 
Kata kunci: hak, kebebasan berpendapat  
A. Latar Belakang  
Hak asasi manusia merupakan anugerah dari tuhan yang 
melekat kepada setiap manusia sejak berada dalam kandungan 
hingga meninggal dunia, dimana anugerah tersebut memberikan 
kebebasan kepada individu untuk melakukan semua yang mau dia 
lakukan, akan tetapi hal tersebut tetap dibatasi oleh norma-norma 
yang berlaku, Menurut Pluto bahwa hukum muncul sebagai 
pelindung bagi hak setiap manusia, dimana hukum baru akan 
muncul setelah hak sudah terlahir lebih dahulu, dan hukum 
dikatakan sebagai pemisah antara hak individu yang satu dengan 
individu atau kumpulan individu yang lain. Indonesia berdasarkan 
pada Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa 
“Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal tersebut 
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”,  
                                                          
3 Leomarch.ilham.mubarak@gmail.com. 
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Dengan ditegakkannya hak asasi manusia (HAM) maka 
negara tersebut telah memenuhi salah satu indikasi dari  negara 
hukum. Munurut Hans Kelsen, semakin dekatnya kesempurnaan 
negara hukum dalam suatu negara dapat dilihat dengan semakin 
banyaknya warga negara yang sadar tentang keinsyafan hukum 
(indentieit der Staatsordnung mit der rechtsordnung). Dalam masa ini 
banyak sekali terjadi permasalahan yang timbul akibat berpendapat 
yang berlebihan atau melanggar aturan yang berlaku, bahkan tidak 
jarang berujung pada pidana.  
Salah satu kasus yang terjadi ialah Kekerasan fisik oleh aparat 
Kepolisian kembali terjadi. Dalam aksi damai buruh yang tergabung 
dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya 
yang menuntut penyelesaian kasus-kasus perburuhan di Tangerang 
yang belum terselesaikan oleh pemerintahan Kota Tangerang, 
dibubarkan secara paksa. Pembubaran ini diwarnai tindakan 
kekerasan oleh aparat Kepolisian Resort Tangerang dan anggota 
Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. Terlihat jelas dalam video yang 
sedang viral tersebar, Kasat Intel Polres Metro Tangerang Kota 
menampar Sekjend GSBI Emelia Yanti yang sedang membela aksi 
damai buruh dari pembubaran paksa. Tak hanya itu, beberapa 
anggota buruh peserta aksi damai pun dihujani cacian dan makian 
berupa kekerasan verbal untuk memaksa membubarkan aksi 
tersebut. Aksi damai ini adalah aksi piket yang dilakukan di Tugu 
Adipura Tangerang, salah satu tuntuntannya adalah pemenuhan 
hak-hak buruh yang belum dibayarkan terkait PHK 1.300 orang 
buruh PT. Panarub Dwikarya yang sudah berjalan lima tahun.  
B. Pembahasan 
Kebebasan berbicara (freedom of speech) adalah kebebasan 
seseorang yang mengacu pada pada sebuah hak untuk 
menyampaikan isi pikiran/ide dengan tujuan untuk mempengaruhi 
orang lain agar sependapat dengan dirinya, dimana pendapat 
tersebut dapat dinyatakan di muka umum tanpa adanya sensor atau 
pembantasan dalam bentuk lainnya, tetapi walaupun sesorang 
memiliki kebebasan untuk berbicara perlu digarisbawahi bahwa di 
dalam kebebasaan seseorang berpendapat terdapat juga batasan 
batasan yang harus di jaga agar tidak melanggar hak orang lain yang 
ada di sekitarnya atau hak negara. Dimana kebebasan berpendapat 
juga membuka adanya kebebasan untuk memberikan informasi 
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dalam bentuk apa pun juga kebebasan untuk mengetahui, mencari 
dan menerima semua informasi yang diangggap tidak melenceng 
dari aturan yang berlaku, seperti menyebarkan kebencian. 
Dalam masa modern ini Hak Asasi Manusia telah 
berkembang bukan hanya sebagai hukum lokal maupun nasional, 
tetapi sudah diakui sebagai hukum Universal dan harus di patuhi 
san di junjung tinggi oleh semua negara, hal ini tercapai berkat 
adanya 3 instrumen yang di cetuskan oleh PBB, dimana yang 
memuat lebih rinci tentang kebebasan berpendapat ialah Universal 
Declaration of Human Rigts dan kovenan yang berjudul International 
Covenant on Civil and Political Rights, di dalam kedua instrumen 
tersebut dengan jelas menyatakan setiap negara wajib menjamin hak 
hak warga negara, tertumana yakni kebebasan berpendapat, dimana 
dalam instrumen ini seseorang tidak hanya di beri kebebasan 
berpendapat di muka umum tetapi juga melalui segala media massa 
yang ada, dan negara juga harus membantu bagi siapa saja yang 
berusaha untuk dapat mendengarkan pendapat orang agar 
memperoleh berbegai macam manfaat darinya. Akan tetapi dalam 
Intrumen ini juga mengatur tentang batasan batasan dalam 
menjalankan Hak Asasi setiap individu sehingga tidak terjadi 
bentrokan antar hak warga negara dan mencegah agar tidak 
perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. 
Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik 
beserta protokolnya dan kovenan Intenasional tentang Hak Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Merupakan 2 perjanjian internasional 
yang memuat tentang Hak Asasi Manusia di tambah juga dengan 
Deklarasi Univeral HAM, yang saat ini digunakan sebagai Instrumen 
Hak Asasi Manusia dalam skala Internasional, hal ini merupakan 
hasil pemikiran dari Davidson (1992) yang di di tulis ulang oleh 
Prayitno (2004) dalam karyanya yang berjudul Pendidikan Kebang-
saan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1948 Majelis 
umum PBB membentuk suatu skema yang yang menjelaskan 
mengenai hak dasar manusia yang sesungguhnya, yang berdasakan 
pada hak dasar  manusia yang melekat pada setiap manusia di muka 
bumi ini, dimana hal ini dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia yang digunakan sebagai pandangan oleh komunitas 
internasional. 
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Hak Manusia Untuk menjalani suatu kehidupan yang layak, 
kebebasan, kesempatan, dan dukungan yang dibutuhkan individu 
untuk tetap hidup, penghargaan terhadap martabat manusia 
individu. Merupakan Hak Hak Manusia yang tercantum dalam 
Deklarasi Universal. Dimana dan hak untuk mendapatkan 
penghargaan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia, 
kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, dan hak untuk 
mengekspresikannya terhadap orang lain merupakan berbagai hak 
yang dinyatakan didalamnya. Hak turut ambil bagian dalam 
penyelenggaraan masalah masalah umum dan pemilihan umum 
yang benar benar demokratis, hak budaya terhadap populasi 
minoritas, perlindungan dari campur tangan sewenang wenang 
dalam keluarga, rumah ataupun reputasi seseorang, kebebasan dan 
keamanan personal, larangan penangkapan sewenang-wenang atau 
penahanan pengadilan yang adil dalam kasus kriminal, perbudakan, 
akses mendapatkan perawatan terhadap pelanggaran hak. Dimana 
hak-hak tersebut merupakan isi dari perlindungan terhadap siksaan 
dan kekejaman, baik yang merendahkan ataupun memperlakukan 
tidak manusiawi atau hukuman, kebebasan hati nurani, kepercayaan, 
membentuk pergerakan dan perkumpulan secara damai, yang 
tercantum dalam hak sipil dan hak politik. 
Dalam intrumen hukum internasional yang paling berpe-
ngaruh dalam memperjuangkan hak asasi manusia salah satunya 
ialah International Bill of Rights yang juga merujuk pada 3 instrumen 
pokok berserta opsional protokol yang rancang PBB, yakni: 
Dalam intrumen hukum ini menyatakan bahwa diakuinya 
secara alamiah dan mengenai kesetaraan hak hak yang sama 
dan mutlak dari semua orang dalam keluarga yang 
memegang prinsip keadilan dan perdamaian di dunia yang 
menentang adanya diskriminasi. hak untuk hidup, hak untuk 
menyampaikan pendapat, hak untuk dipersamakan di depan 
hukum hak mendapatkan penghidupan yang layak adalah 
hak hak tercantum dalam instrumen hukum ini. Dengan 
intrumen ini diharap dapat menciptakan tempat di mana 
seseorang merasa aman dan tenang ketika ingin 
menyampaikan pendapatnya yang merupakan kenikmatan 
tertinggi dari rakyat biasa untuk menikmati kebebasan 
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berbicara dan berpendapat demi untuk memperjuangkan hak-
haknya maupun untuk memajukan negara dan bangsa.  
Dalam konterks kebebasan berpendapat tercantum dalam 
article 19 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan 
bahwa:  
“Freedom to hold opinion without interference and to seek, receive 
and impart information and ideas through any media and regardless 
of frontiers are includes on right of freedom of opinion and 
expression to everyone”. 
Dalam pasal tersebut mengakui bahwa dalam menjunjung tinggi hak 
asasi manusia maka, kebebasan berpendapat dan kebebasan akan 
mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan mela-
lui media apapun harus diakui secara internasional. Dimana kebe-
basan berpendapat ini juga diberikan dengan melalui berbagai ma-
cam media yang ada. Sedangkan dalam article 20 Universal Declaration 
of Human Rights menyatakan bahwa: 
“Freedom of peacefull assembly and association is the right of 
everyone. No one may be compelled to belong to an association.” 
Dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap orang diberikan 
hak untuk berserikat atau berkumpul dengan tenang, dimana dalam 
suatu perkumpulan tentu saja akan terjadi penyampaian pendapat 
dan pertukaran ide antar anggota, dimana dalam hal ini seseorang 
diperbolehkan menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan 
maupun lisan, tanpa adanya gangguan. Sehingga dalam article 19 dan 
20 Universal Declaration of Human Rights memuat tentang kebebasan 
berpendapat bagi seseorang, baik di muka umum maupun dalam 
forum suatu perkumpulan. Sedangkan batasan batasan dalam ber-
pendapat dalam intrumen ini terdapat dalam article 29 Universal 
Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa: 
“Everyone has duties to the community in which alone the free and 
full development of his personality is possible. In the exersice of his 
rights and freedoms, everyone shall be subject only to such 
limitations as are determined by law solely for the purpose of 
securing due recognition and respect for the rights and freedom of 
others and of meeting the just requirements of morality, public order 
and the general welfare in a democratic society. These rights and 
freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and 
principles of the United Nation.” 
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Untuk dapat mendeklarasikan dan mewujudkan adanya 
pengakuan hak asasi manusia secara mendunia maka diperlukan 
adanya suatu alat pengikat yang haru dipatuhi oleh semua negara 
walau harus diakui tidak ada suatu alat yang dengan sempurna 
dapat mengikat semua negara, malainkan hanya gagasan yang 
disebarluaskan dengan harapan bahwa warga negara atau kepala 
negara yang mengetahui atau memahami arti dari hak asasi manusia 
setelah melihat atau mengetahui hal tersbut mau menerapkan prinsip 
prinsip dalam hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Maka demi mencapai hal tersebut PBB dengan usahanya 
memuat suatu kovenan (perjanjian internasional) yang harus di taati 
apalagi negara negara telah menyepakati perjanjian internasional 
tersebut. Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil Politik tentang 
Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya ini berisikan tentang bagaimana 
suatu negara menjalankan hubungannya dengan warga negara yang 
sesuai dengan prinsip prinsip hak asasi manusia secara universal, 
dimana dalam konvenan ini juga mengatur tentang kebebasan 
berekpresi dan politik yang merupakan dasar dari demokrasi dan 
kebebasan politik suatu negara, dengan harapan bahwa warga 
negara diberi kebebasan dalam menjalankan haknya untuk dipilih 
dan memilih serta dalam upayanya dalam memajukan negara. 
Dalam konterks kebebasan berpendapat tercantum dalam 
article 19 Internasional Covenant on Civil and Political Rights yang 
menyatakan bahwa:  
1) Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 
2) Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall 
include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all 
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the 
form of art, or through any other media of his choice. 
3) The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article 
carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be 
subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided 
by law and are necessary for respect of the rights or reputations of others; 
and for the protection of national security or of public order (order 
public), or of public health or morals. 
Dalam Pasal 1 dan 2 tersebut menyatakan bahwa negara 
harus menjamin warga negara untuk memiliki hak untuk menyam-
paikan pendapatnya tanpa ada ganguan dari pihak manapun, dan 
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juga jaminan atas kebebasan berekspresi; dimana ekspresi sendiri ini 
harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan mem-
berikan informasi dan ide-ide dari semua jenis, terlepas dari batasan, 
baik secara lisan, tertulis atau dicetak, dalam bentuk seni, atau 
melalui media lain yang dipilihnya. Sedangkan dalam Pasal 3 
menjelaskan tentang batasan batasan dalam menyampaikan 
pendapat, dimana pendatap yang akan disampaikan tersebut harus 
menghormati hak atau reputasi orang lain; perlindungan keamanan 
nasional atau ketertiban umum (ketertiban umum), atau kesehatan 
atau moral masyarakat, sehingga tidak terjadi betrokan antar hak 
asasi manusia. 
Sedangkan dalam article 20 Internasional Covenant on Civil and 
Political Rights menyatakan bahwa:  
(1.) Any propaganda for war shall be prohibited by law. 
(2.) Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes 
incitement to  discrimination, hostility or violence shall be prohibited by 
law. 
Dari pasal di atas menyatakan bahwa, semua perbuatan yang 
sebelumnya di perbolehkan menurut hak asasi manusia terutama 
dalam menyampaikan pendapat, dapat menjadi perbuatan yang 
dilarang apabila penggunaan hak tersebut mencangkup tentang 
propaganda untuk perang, pembelaan kebencian nasional, rasial atau 
agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan 
atau kekerasan, dan negara harus membuat hukum yang 
menyatakan tentang di larangnya perbuatan tersebut. Dari deklarasi 
dan kovenan yang buat oleh PBB dan telah dijabarkan di atsa, maka 
dapat terlihat bahwa hak asasi manusia bukan hanya di lindungi 
secara hukum nasional tertapi juga dilindungi secara hukum 
internasional, dimana hal ini bersifat mengikat negara negara yang 
ada di dalamnya, dan dalam hak asasi manusia ini hal yang paling 
menjadi tonggaknya ialah kebebasan berpendapat, sehingga dalam 
deklarasi dan kovenan ini secara jelas mengatu apa saja yang di 
perbolehkan ketika seseorang akan menyapaikan pendapatnya, dan 
apa saja perbuatan yang dilarang apabila seseorang ingin 
menyampaikan pendapatnya, baik di muka umum dalam suatu 
perkumpulan, maupun secara individu. 
Dalam perkembangannya Indonesia telah melakukan upaya 
pemajuan Hak Asasi Manusia, termasuk terciptanya hukum positif 
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yang aplikatif. Dilihat dari segi hukum, tekad bangsa Indonesia 
tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), isi dari Undang Undang 
Dasar yang telah di amandemen, Ketetapan Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 
Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 dan PPRI tahun 2010 
tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang Undang RI 
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan 
Etnis, PP RI Nomor 56 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan 
Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, PP RI No 
2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan 
Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP RI 
Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi 
Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang Berat. Dan Undang Undang lain yang bertujuan mengatur 
tentang hukum di Indonesia, semua ketentuan hukum positif yang 
mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia itulah yang 
disebut dengan instrumen Nasional.  
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas 
menyatakan  bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan 
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 
Dalam pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 terdapat sila “kemanusiaan yang adil dan 
beradab”. Sila ke dua yang masih relevan untuk disimak, yaitu 
bahwa “dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia 
diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya 
seabgai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang 
sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, 
keturunan, agama dan sebagainya Dalam P4 meskipun sekarang 
sudah tidak dipakai lagi, namun ada penjelasan. Oleh karena itu, 
seharusnya kita menumbuhkan sikap saling mencintai sesama 
manusia, sikap tenggang rasa dan tepa selira serta sikap tidak 
semena-mena kepada orang lain. 
Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum 
dalam instrumen utama Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu 
Declaration Universal of Human Rights, Konvenan hak sipil dan politik, 
19 
konvenan hak, ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perem-
puan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan. Undang-
undang ini selain memuat mengenai Hak Asasi Manusia dan 
kebebasan dasar manusia, juga berisi bab bab mengenai kewajiban 
dasar manusi, komnas Hak Asasi Manusia, partisipasi masyarakat 
dan peradilan Hak Asasi Manusia, 
Dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Peradilan Hak Asasi Manusia khususnya dalam bab II dinyatakan 
bahwa pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang 
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia 
berat (kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan). Kejahatan 
Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud 
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 
bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, antara lain dengan 
cara yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 
terhadap anggota kelompok yang di maksud. Sedangkan kejahatan 
terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai 
bagian dan serangan meluas atau sistematis yang ditujukan secara 
langsung kepada penduduk sipil, antara lain berupa perbudakan, 
penyiksaan, perbudakan seksual dan pelacuran secara paksa, dan 
kejahatan apartheid. Dalam bab VII di atur pidana mati bagi pelaku 
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat adalah hukuman mati atau 
penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun dan paling 
singkat 10 tahun. 
Sangat jelas dalam uraian tersebut menyebutkan bahwa hak 
asasi manusia merupakan hal yang di anggap sakral oleh berbagai 
kalangan, dimana dalam hal ini terbukti dengan menyebutkan bahwa 
hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian dari tuhan, 
sehingga tidak ada siapa pun yang berhak untuk merenggutnya, 
dalam negara Indonesia hak asasi manusia dijadikan sebagai dasar 
dalam pembuatan aturan aturan yang ada, salah satunya yaitu 
KUHAP dimana dalam KUHAP sangat jelas sekali menekankan 
adanya perlindungan hak asasi manusia untuk pelaku tindak pidana, 
padalah sudah sangat jelas bahwa pelaku tindak pidana merupakan 
warga negara yang tidak patuh atau bahkan perbuatannya itu 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi negara meng-
anggap bahwa ketika seseorang melanggar hak asasi manusia milik 
orang lain, tidak menghapus hak asasi manusia milik pelaku, 
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Indonesia juga telah memasukkan konsep hak asasi manusia 
internasional yang dimuat dalam Declaration Universal of Human 
Rights, Konvenan hak sipil dan politik, konvenan hak, ekonomi, 
sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan 
konvensi anti penyiksaan kedalam undang undnag negara, dimana 
hak ini juga membuktikan bahwa negara Indonesia ikut serta atau 
mendukung adanya perlindungan hak asasi manusia secara univer-
sal atau mendunia. 
Dalam perkembangannya Pancasila di anggap sebagai 
mahakarya bangsa Indonesia, dimana Pancasila ini tidak hanya di 
agungkan oleh masyarakat Indoensia tetapi juga berbagai bangsa lain 
di dunia, hal ini menjadi bukti bahwa Pancasila mempunyai nilai 
tersediri yang dapat di terima secara universal. Bahkan dalam 
konversi yang antar negara yang dilakukan di kota Bandung 
pancasila sangat dikagumi oleh para pemimpin dari negara lain, 
bukan hanya itu Pancasila juga sering dijadikan patokan oleh para 
pemimpin negara lain sebagai patokan dalam membuat dasar negar, 
maka sangat jelas bahwa pancasila merupakan dasar hukum tertinggi 
di Indonesia dan sebagai warga negara maka kita harus bisa 
memahami dan meresapi isi dari kandungan pancasila. Dalam 
Pancasila sila ke empat yang berbunyi “kerakyatan yang di pimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, 
dalam sila ke empat tersebut menitik beratkan kepada perwakilan 
dalam system demokrasi di negara Indonesia, tetapi dalam sila 
tersebut juga mengatur tentang adanya sistem musyawarah mufakat, 
dimana dalam musyawarah itu sendiri jelas akan terjadi pertukaran 
pendapat antar peserta musyawarah, sehingga dalam sila ke empat 
tersebut dapat dikatakan juga menjamin adanya kebebasan 
berpendapat dalam forum demi kepentingan bersama terutasam 
kepentingan Bangsa dan Negara. 
Dalam Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa seseorang 
diberikan kebebasan berpendapat dalam tataran akademik artinya 
negara menjamin agar seseorang mendapatkan pendidikan akademik 
dimana negara dalam upayanyauntuk mengembangkan negara, 
maka negara memiliki kewajiban untuk mendidik warga negara nya 
dengan memberikan pendidikan dan juga seseorang diperbolehkan 
untuk mendengarkan orang lain dalam rangka memperoleh manfaat 
dari ilmu dalam bidang teknologi, seni, budaya yang bertujuan untuk 
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meningkatkan kualitas hidup dan dipergunakan demi kesejahteraan 
umat manusia, sehingga warga negara tersebut mampu untuk 
mengetahui apa saja haknya dalam bernegara dan juga batasan salam 
penyampaikan pendapat, karena apabila warga negara tidak 
mengetahui apa saja haknya dan juga batasan dalam menyampaikan 
pendapatnya secara bebas, maka pastinya akan menyebabkan 
kekacauan dalam negara, karena akan menyebabkan bentrokan antar 
kepentingan masyarakat, baik antara warga negara dengan negara 
maupun antara warga negara dengan pemerintahan. 
Dalam Pasal 28C ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga  
negara memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam rangka 
memperjuangkan haknya secara kolektif, dimana hak tersebut juga 
dapat di gunakan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi 
juga dapat digunakan agar seseorang dapat ikut serta dalam 
usahanya membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang hanya 
dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat, karena apa 
bila warga negara tidak di berikan hak untuk memajukan dirinya, 
maka akan menyebabkan negara tertiggal dengan negara lain dari 
sudut sumber daya manusia maka secara otomatis akan berdampak 
pada negara, maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi 
dan mendukung warga negara yang ingin memajukan diri demi 
kepentingan negara sana bangsa. Dan dalam rangka memperjuang-
kan haknya hal ini bertujuan agar setiap warga negara tidak merasa 
di tindas, karena apabila warga negara merasa di tindas maka akan 
menyebabkan munculnya pemberontakan yang akan berujung pada 
hancurnya negara Indonesia. 
Kemudian dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) berbunyi: 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan 
pendapat. 
Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang diper-
bolehkan oleh negara untuk menyampaikan pendapatnya, dimana 
dalam menyampaikan pendapatnya ini, warga negara harus 
dilindungi dan di dukung secara nyata oleh pemerintah yang dapat 
dilakukan secara kolektif melalui perserikatan dan/atau perkum-
pulan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan 
berbagai cara, seperti melalui media cetak, media elektronik dan 
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lisan, tetapi dalam aturannya tujuan dari menyempaikan pendapat di 
muka umum untuk memperngaruhi orang lain ini harus berdasarkan 
pada kepentingan bersama, karena apabila dalam menyampaikan 
pendapat ini digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi untuk 
menentang pemerintahan, maka pemerintah mempunyai hak untuk 
menahan dan menjatuhkan sanksi, sebagai efek jera dan peringantan 
kepada warga negara yang lain agar tidak melakukan hal yang sama, 
dalam rangkah menjamin keamanan negara dan ketentraman 
masyarakat. 
Dalam Pasal 28F menyatakan bahwa “setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengem-
bangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan me-
nyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia.”  
Berdasarkan isi pasal tersebut dapat di maknai sabagai hak 
masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah bentuk 
interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, 
sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk 
komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal 
ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi, dimana dalam komu-
nikasi ini juga, warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi 
secara rahasia, dimana yang dimaksud dengan rahasia disini, yaitu 
ketika seorang warga negara diberikan hak untuk berkomunikasi 
dengan seseorang yang memiliki hubungan tertentu yang di anggap 
memang layak untuk diberi ruang olehh negara, dimana negara 
bahkan mengancam siapa yang tidak memiliki wewenang untuk 
berusaha mengetahui atau mengorek informasi tersebut. Selain 
berkomunikasi, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi 
yang berguna dalam pengembangan diri lingkungan sosialnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan informasi harus 
ada. Dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengelolah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. saluran yang 
tersedia dapat dimaknai sebagai media yang ada untuk menca-
painya. Hak hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi,  
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Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-
undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokrasi. 
Dari pasal tersebut menyatakan bahwa kita sebagai warga 
negara tidak hanya diberikan hak yang sebebas bebasnya tetapi 
negara memberikan kita batasan dalam menjalankan hak kita agar 
tidak mengganggu hak orang lain karena ketika kita melanggar hak 
asasi manusia milik orang lain maka kita telah melakukan 
peranggaran terhadap hukum yang mengatur tentang hak asasi 
manusia yang dapat menyebabkan pelakunya dikenai sanksi, di 
mana batasan ini ini berupa menghormati hak asasi orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan 
memenuhi tuntutan yang adil bagi setiap warga negara dengan 
pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban 
umum dalam satu masyarakat demokrasi. Karena apabila dalam 
menjalankan hak asasi manusia kita melanggar hak milik orang lain, 
hak tersebut sama saja kita tidak menjalankan konsep hak asasi 
manusia sesuai dengan sebagaimana konsep tersebut di buat, bahkan 
negara memiki kewajiban untuk membantu apabila terjadi bentrokan 
kepentingan antar warga negara, sehingga tidak menimbulkan 
adanya perpecahan dalam warga negara yang dapat mengakibatkan 
hancurnya negara Indonesia 
Dalam Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak 
manusia ini di buat sebagai dasar pondasi mengenai jaminan dan 
batasan hak asasi mansia warga negara di Indonesia, dimana tap 
MPR tersebut juga mengatur tetang kebebasan berpendapat di 
Indonesia, yakni terdapat dalam pasal dalam bagian Piagam Hak 
Asasi Manusia yakni: 
Pasal 14 yang berbunyi: “kebebasan menyatakan pikiran dan sikap 
sesuai hati nurari merupakan hak setiap orang”. 
Pasal 19 yang berbunyi: “kemerdekaan untuk berserikat, berumpul, 
dan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang.” 
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Pasal 20 yang berbunyi: “Berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya adalah hak 
setiap orang.” 
Pasal 21 yang berbunyi “Dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia  untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi merupakan hak setiap 
orang. 
Pasal 42 yang berbunyi: “Negara menjamin dan melindungi warga 
negaranya untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi terha-
dap setiap warga negaranya. 
Dalam pasal pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap warga 
negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menyampaikan pikiran 
yang dimiliki, dimana ide atau pikiran yang dimaksud ialah 
pemikiran yang bertujuan untuk memajukan bangsa dan negara, 
karena dalam proses perkembangan negara pada era tersebut, 
banyak sekali kasus yang dianggap sebagai pelanggar hak asasi 
manusia yakni berupa kebebasan pendapat baik melalui forum 
musyawarah, melalui media tulis, lisan, ataupun segala jenis media 
yang ada, hal tersebut tentu saja pada awal proses berdirinya negara 
Indoensia ini dianggap sanagat berbahaya atau memilki potensi 
untuk terjadinya makar atau pemberontakan tetapi negara Indoenisa 
disini memberanikan diri karena hak manusia di anggap sebagai hal 
yang mutlak tidak dapat direnggut apa pun alasannya dan negara 
juga menjamin bagi warga negara yang ingin membentuk perseri-
katan atau perkumpulan tanpa adanya larangan, negara juga menja-
min kebebasan warga negara untuk mendengarkan pendapat orang 
lain dan saling tukar pendapat demi mendapatkan informasi. 
Sedangkan aturan dalam Tap  MPR tersebut yang mengatur 
tentang larangan atau batasan batasan yang ada dalam menyam-
paikan pendapat terdapat dalam: 
Pasal 34 yang berbunyi: “dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara maka setiap orang lain harus di hormati 
oleh setiap orang.” 
Pasal 36 yang berbunyi: “Di dalam menjalankan hak dan kebeba-
sannya setiap orang wajib tunduk kepada batasan batasan yang di 
tetapkan oleh undang undang dengan maksud semata mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
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pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam salah 
satu masyarakat demokrasi.” 
Pasal 43 yang berbunyi: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab 
pemerintah. 
Pasal 44 yang berbunyi: “untuk menegakkan dan melindungi hak 
asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, 
maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, di atur, dan di 
tuangkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Dengan adanya pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 
warga negara di haruskan menghormati hak asasi orang lain bukan 
hanya secara garis besar tetapi juga dimulai dari kehidupan sehari 
hari, mulai dari interaksi antar warga negara sampai dengan dalam 
proses mewujudkan negara yang lebih baik, baik dalam tertib 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta negara wajib 
melindungi, memajukan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia 
dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain, dengan tuntutan yang adil dengan 
melihat nilai nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
bentuk Undang-Undang, dalam Pasal 44 juga menyebutkan bahwa 
negara melindungi hak asasi mausia maka, dengan adanya dasar 
aturan ini maka negara membentuk lembaga perlindungan hak asasi 
manusia, tidak hanya itu negara juga mengatur tentang apa saja 
perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak 
asasi manusia orang lain di sertai dengan sanksi bagi siapa pun yang 
melanggar tanpa pandang bulu. 
Berdasarkan dalam pasal (3) Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1998 terdapat 5 asas yang merupakan landasan kebebasan 
bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyam-
paikan pendapat di muka umum, yakni asas keseimbangan antara 
hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian 
hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, serta asas mufakat.  
Dalam asas ini warga negara Indonesia diberi kebebasan 
untuk berpendapat dan menyampaikannya di muka umum di mana 
asas ini diatur dalam  pasal (5) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. 
Tetapi perlu diingat bila dalam setiap hak yang dimiliki terdapat 
kewajiban yang harus di penuhi, dimana dalam hak yang diberikan 
negara untuk berpendapat dan menyampaikannya di depan umum, 
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warga negara juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak 
hak orang lain yang ada di sekitarnya, dalam prakteknya sering 
sekali kita menjumpai penyampaian pendapat yang menyinggung 
atau keluar dari aturan yang berlaku, sehingga menyebabkan adanya 
bentrok hak antar warga negara yang satu dengan yang lain. 
Dalam asas ini warga negara diberikan hak untuk melakukan 
musyawarah yang artinya warga negara di berikan ruang untuk 
berkumpul untuk menyelesaikan masalah dengan cara menyam-
paikan pendapatnya dalam forum guna mencapai kesepakatan 
bersama atau mufakat, tetapi hak ini terkadang disalahgunakan 
yakni dengan munculnya beberapa oknum yang menggunakannya 
untuk menyebarkan kebencian, dimana kebencian ini tidak jarang 
bukan hanya mengancam hak orang lain tetapi juga mengancam 
keamanan negara. 
Dalam asas ini negara memberikan jaminan kepada warganya 
bahwa hukum yang berlaku akan bersifat merata dan tidak pandang 
bulu, dalam menyampaikan pendapat negara melindungi adanya 
pembedaan pendapat dan melarang adanya diskriminasi kepada 
golongan, ras, suku, atau agama tertentu selama hal tersebut di akui 
oleh negara dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang 
berlaku di negara Indonesia, dimana dalam menyampaikan pendapat 
ini juga apabila terjadi suatu kasus akibat dari menyampaikan 
pendapat di muka umum, maka Negara harus bertindak dengan 
cepat, yakni dengan segera mengusut dan menentukan atau 
menemukan siapa pelakunya, agar setiap warga Negara yang akan 
menyampiakan pendapatnya dimuka umum akan memilki rasa 
nyaman dan aman, tanpa khawatir akan adanya ancaman salaam 
proses penyampaian pendapat. 
Dalam asasi ini warga negara yang berpendapat diharapkan 
mempunyai landasan yang kuat sehingga tidak terjadi salah tafsir 
yang nantinya dapat menimbulkan massalah yang sebenarnya tidak 
perlu terjadi dan di harap warga negara yang akan berpendapat di 
muka umum mampu melepaskan segala bentuk pemisah antara 
warga negara yang satu dengan yang lain seperti politik, perbedaan 
ras, kulit, dan agama. Sehingga dengan menggunakan asas ini warga 
negara diharap lebih waspada dan berhati hati terhadap pendapat 
yang dikeluarkannya, sehingga tujuan dari pendapat yang ingin 
disampaikan pun dapat dicapai tanpa harus menyebabkan adanya 
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bentrokan hak asasi manusia antar warga Negara, karena apabila 
terjadi bentrokan antar hak asasi manusia warga Negara, akan 
menyebabkan terjadi perselisihan dan menyebabkan permasalahan 
baru yang berakibat tidak tercapainya tujuan dari menyampainkan 
pendapat di muka umum, dan malah memberikan masalah baru. 
Dalam asas ini diharap setiap warga negara dalam 
menyampaikan pendapatnya harus menyadari fungsi dari pendapat 
yang dikemukakannya terlebih dahulu karena apabila manfaat ini 
dari menyampaikan pendapat di muka umum ini tidak diper-
hitungkan hanya akan menyebabkan ketidak saling pahaman antara 
warga Negara yang satu dan yang lain, sehingga seseorang diharap 
mampu menilai perlu atau tidaknya menyampaikan pendapatnya 
dimuka guna kepentingan bersama, sehingga diharapkan dengan 
adanya kebebasan  berpendapat ini tidak akan membelah negara 
atau menimbulkan adanya perpecahan melainkan digunakan untuk 
kepentingan bersama dalam memajukan dan menjalankan pemerin-
tahan yang baik dan sesuai dengan prinsip prinsip Pancasila. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa batasan  batasan dalam 
menyampaikan pendapat yang di atur secara rinci dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum adalah asas keseimbangan antara asas hak 
dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian 
hukum dan keadilan, asas profesionalitas, asas manfaat.  
Dalam sejarah perkembangan Negara Indonesia harus diakui 
bahwa masih terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia hal ini 
merupakan bukti bahwa masih jauhnya hukum di Indonesia yang 
mengatur tentang hak asasi manusia dari kata sempurna, salah satu 
kasus yang cukup fenomenal dalam perkembangan hukum hak asasi 
manusa ialah kasus marsinah, sudah bukan menjadi rahasia umum 
bahwa kasus marsinah merupakan sejarah kelam dalam perjalanan 
negara Indonesia dalam upayanya untuk memajukan Negara, bah-
kan kasus Marsinah tidak jarang masih digunakan dalam beberapa 
ahli sebagai dasar atau acuan dalam perkembangan hak asasi 
manusia. 
Marsinah merupakan aktivis buruh pada tahun 90-an kasus 
Marsinah ini bermula dari ketidak puasa buruh di salah satu 
perseroan terbatas yang berada di daerah Sidoarjo, dimana dalam 
ketidakpuasan buruh yang bekerja di perseroan terbatas ini yakni PT. 
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Catur Surya maka para buruh berinisiatif untuk melakukan unjuk 
rasa dengan tujuan untuk menuntut agar upah buruh dalam 
perseroan terbatas itu agar di naikkan sebagaimana yan telah di 
tetapkan oleh pemerintah daerah, bahwa buruh berhak mendapatkan 
kenaikan upah yang layak, kemudian para puruh dari perseroan 
terbatas tersebut sepakat setelah melakukan demo untuk melakukan 
perundingan dengan PT. Catur Surya, dimana perundingan tersebut 
dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, namun terjadi hal yang tak 
terduga, yakni pada tanggal 6 Mei Marsinah menghilang begitu saja 
secara misteriu, yang kemudian pada tanggal 8 Mei Marsinah di 
temukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka memar di 
sekujur tubuhnya akibat benturan dari benda tumpul dan 
berlumuran darah. 
Dari kasus tersebut terlihat bahwa terdapat perlanggaran Hak 
Asasi Manusia, yakni karena marsinah merupakan aktivis bagi rekan 
buruhnya di PT. Catur Surya, dimana sangat jelas bahwa alasan 
pembunuhan yang dilakukan kepada Marsinah karena pihak 
perusahaan berusaha untuk  mencegah Marsinah dan pihak buruh 
lainnya untuk menuntut kenaikan upah lewat Hak Asasi Manusia  
yaitu kebebasan menyampaiakan pendapat di muka umum. padahal 
dalam  Undang Undang Dasar No. 28 E ayat (3)  yakni “Setiap orang 
atau warga negara dapat mengemukakan pendapat pikiran dengan 
bebas.” maka berdasarkan pasal salam Undang Undang Dasar di atas 
maka Negara menjamin bahwa setiap warga memiliki hak 
menyampaikan  pendapatnya dimuka umum,  tanpa adanya batasan 
atau aturan yang mengengkan dalam menyampaikan pendapat.  
Sedangkan dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar ayat (2) yakni 
“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperju-
angkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan negaranya.” Dari pasal tersebut bahwa Negara menja-
min warga negaranya ketika sedang berusaha untuk memajukan 
dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif, dimana 
dalam kasus Marsinah ini seharusnya aparatur Negara mampu 
menyadari adanya ancaman bagi Marsinah dalam upayanya untuk 
meminta kenaikan upah buruh di PT Catur Surya, sehingga peristiwa 
yang dialami oleh Marsinah ini dapat di hindari, dan dapat 
menciptakan rasa nyaman dan tenang kepada warga Negara ketika 
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berupaya dalam memperjuangkan haknya sebagai warga Negara 
Indonesia. 
Dalam perkembangan kasus Marsinah ini sampai sekarang 
belum di tetapkan atau di umumkan sejarah terang siapa pelakunya, 
padahal dalam teorinya seseorag yang dilanggar haknya seharusnya 
Negara dengan aktif mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut, 
padalah dalam Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang 
memuat tentang asas kepastian hukum dan keadilan, dimana apabila 
dikaitkan dalam asas ini, maka seharusnya pemerintah memper-
lakukan kasus Marsinah ini sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa 
pandang bulu, mengenai siapa yang melakukan perbuatan tersebut, 
karena apabila asas dalam Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum ini tidak di tegakkan dengan baik, maka hal ini akan 
melanggar Declaration of Human Rights, sehingga Negara Indonesia 
secara langsung telah melanggar perjanjian internasional, dimana 
apabila hal ini tidak di perbaiki maka akan menyebabkan buruknya 
reputasi bangsa Indonesia di maya dunia dan dapat menyebabkan 
ketidak percayaan bangsa lain kepada bangsa Indonesia, dalam asas 
ini juga memuat tentang apabila ada pihak atau oknum yang 
berusaha untuk menghalangi atau mencegah seseorang untuk 
meyampaikan pendapatnya di muka umum, dengan syarat yakni 
penyampaian pendapat tersebut tidak bertetangan dengan Undang-
Undng yang mengatur tentang batasan batasan dalam menyampai-
kan pendapat, maka negar harus memberikan sanksi yang tergas, 
agar dalam terjamin hak hak warga Negara. 
Yang dimiliki karena apabila hak Negara tersebut tidak 
dipenuhi maka akan menyebabkan munculnya pelanggaran hak 
asasi manusia yang dapat berujung pada pemberontakan warga 
Negara akibat merasa tekah ditindas oleh pemerintahan yang 
berwenang, dalam asas musyawarah dan mufakat kasus Marsinah ini 
dapat di katakan sebagai contoh nyata dari pelanggaran asas 
musaywarah dan mufakat tersebut, karena dalam kasus Marsinah 
ini. Marsinah sedang berusana menggunakan haknya untuk me-
nyampaikan pendapat dimuka umum, dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan buruh di Sidoarjo, maka ketika terjadi  kasus ini sengat 
jelas bila pihak Perseroan Terbatas tersebut enggan atau merasa 
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bahwa musyawarah mufakat ini terlalu lama dan menghabisakan 
banyak biaya, maka seharusnya pihak Negara mengatur lebih lanjut 
tentang hak warga Negara yang bekerja sebagai buruh, dimana 
dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa antara buruh dengan 
perusahaan, harusnya di selesaikan dengan cara kekeluargaan yakni 
sesuai dengan asas musyawarah dan mufakat, agar tidak terjadi hal 
hal yang tidak di inginkan dan permasalahan yang terjadi dalam 
perusahaan dapat selesai denga menguntungkan kerdua belah pihak 
dan tidak melanggar hak asasi manusia dari pihak buruh maupun 
perusahaan.  
Kasus lain yang juga merupakan pelanggaran kebebasan 
berpendapat HAM, yakni Kekerasan fisik oleh aparat Kepolisian 
kembali terjadi. Dalam aksi damai buruh yang tergabung dalam 
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang Raya yang 
menuntut penyelesaian kasus-kasus perburuhan di Tangerang yang 
belum terselesaikan oleh pemerintahan Kota Tangerang, dibubarkan 
secara paksa. Pembubaran ini diwarnai tindakan kekerasan oleh 
aparat Kepolisian Resort Tangerang dan anggota Polisi Pamong Praja 
Kota Tangerang. Terlihat jelas dalam video yang sedang viral 
tersebar, Kasat Intel Polres Metro Tangerang Kota menampar Sekjend 
GSBI Emelia Yanti yang sedang membela aksi damai buruh dari 
pembubaran paksa. Tak hanya itu, beberapa anggota buruh peserta 
aksi damai pun dihujani cacian dan makian berupa kekerasan verbal 
untuk memaksa membubarkan aksi tersebut. Aksi damai ini adalah 
aksi piket yang dilakukan di Tugu Adipura Tangerang, salah satu 
tuntuntannya adalah pemenuhan hak-hak buruh yang belum 
dibayarkan terkait PHK 1.300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya 
yang sudah berjalan lima tahun. Dimana sama seperti kasus sebe-
lumnya kasus ini juga merupakan pelanggaran kebebasan berpen-
dapat. 
C. Penutup 
 Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh 
manusia sejak dia berada dalam kandungan, dimana hak ini muncul 
bukan karena pemberian negara, masyarakat, atau pun pemerintan, 
melaikan hak ini melekat pada setiap individu karena mereka 
menyandang gelar manusia, sementara aturan yang mengatur tetang 
hak asasi manusia yakni kebebasan berpendapat terdapat dalam 2 
intrument yakni pertama instrumen hukum Internasional yang 
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diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration of Human Rights) dan Kovenan Internasional tentang Hak 
Sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil and Political Rights), 
sedangkan intrumen yang kedua adalah instrumen hukum nasional 
yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Tap 
MPR RI Nomor XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum. Dimana intrumen hukum nasional ini 
merupakan Ratifikasi dari Intrumen hukum Internasional, sehingga 
isinya tidak jauh berbeda yakni, bahwa kebebasan berpendapat 
merupakan hak setiap orang dan negara wajib untuk melindungi dan 
menjamin keamanan dari warga negara yang ingin menyampaikan 
pendapatnya, dan juga mencegah adanya perampasan hak tersebut 
dari pihak-pihak lain. Tetapi dalam menyampaikan pendapat 
terdapat batasan-batasan yang diatur dalam UU No 9 Tahun 1998, 
dimana tujuan dari negara memberikan batasan tersebut agar dalam 
menyampaikan pendapat tidak menyebabkan kerugian kepada pihak 
lain maupun memecah belah bangsa, sehingga dalam menyampaikan 
pendapat warga negara tetap harus memperhatikan aturan-aturan 
ada demi keutuhan NKRI. 
 Dalam perkembangan negara kita masih saja ada pelanggaran 
hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat, salah satunya 
adalah kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 90-an dimana dalam 
kasus ini Marsinah dibunuh setelah menjadi wakil bagi para buruh di 
PT. Catur Surya yang menuntut untuk kenaikan upah para buruh, 
kamudian dalam tahun 2018 terjadi kasus pelanggaran kebebasan 
berpendapat yang termasuk kategori pelanggaran HAM lainnya 
yakni Kekerasan fisik oleh aparat Kepolisian. Dalam aksi damai 
buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia 
(GSBI) Tangerang Raya yang menuntut penyelesaian kasus-kasus 
perburuhan di Tangerang yang belum terselesaikan oleh pemerin-
tahan Kota Tangerang, dibubarkan secara paksa. Dari beberapa kasus 
tersebut jelas terlihat bahwa di Indonesia sendiri masih banyak sekali 
kasus yang tergolong pelanggaran HAM dalam kebebasan berpen-
dapat, dimana walaupun sudah meratifikasi instrumen internasional 
menjadi instrumen nasional tetapi tetap saja hal tersebut tidak efektif 
sehingga perlu di buat adanya trobosan baru guna mencegah 
pelanggaran HAM tersebut. 
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HAK MELAKUKAN ABORSI OLEH  KORBAN PEMERKOSAAN 
BERDASARKAN KONVENSI KESEHATAN 
Danis Eka Putri Budiyanto4 
 
Abstrak 
Di dalam UU HAM, sudah jelas disebutkan bahwa aborsi merupakan 
perbuatan ataupun tindakan yang melanggar hak asasi manusia walaupun 
aborsi itu sendiri dilakukan oleh korban pemerkosaan yang hamil akibat 
pemerkosaan. anak sejak mulai dalam kandungan/janin  juga memiliki hak 
untuk hidup dan aborsi itu sendiri juga melanggar hak asasi seorang wanita 
terkait dengan hak reproduksi. Jika terjadi pelanggaran terhadap keduanya, 
maka akan diutamakan hak yang paling penting. Dengan banyaknya 
kejadian yang dialami oleh korban pemerkosaan yang mengalami 
kehamilan akibat pemerkosaan tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang 
secara langsung ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Legalisasi aborsi dalam PP 61/2014 mengacu pada UU 36/2009 pasal 75 
ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua orang dilarang untuk melakukan 
tindakan aborsi kecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan 
akibat perkosaan yang bisa merusak masa depan korban. Tujuan legalisasi 
aborsi oleh korban pemerkosaan itu sendiri ialah untuk melindungi masa 
depan korban pemerkosaan tersebut.  
Kata kunci: aborsi, korban pemerkosaan, konvensi kesehatan 
A. Pendahuluan 
Kesehatan bagi kehidupan manusia merupakan hal yang 
sangat penting untuk melakukan segala aktivitas dengan lancar 
tanpa gangguan apapun. Bisa dikatakan kesehatan merupakan 
kebutuhan pokok bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang 
sehat dan teratur. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang ingin 
sakit, karena hal tersebut bisa menghambat aktivitas yang akan 
dilakukan. Ketika seseorang sakit maka orang tersebut pasti akan 
melakukan segala upaya untuk bisa sembuh dan meningkatkan 
kesehatannya seperti semula. Seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan 
bahwa kesehatan merupakan salah satu hak bagi semua orang. 
Dalam bidang kesehatan aborsi sering kali menimbulkan pro dan 
kontra. Karena aborsi itu sendiri merupakan tindakan yang sangat 
berisiko tidak hanya pada waktu berlangsungnya aborsi, tetapi 
tindakan aborsi juga akan menimbulkan efek samping dikemudian 
hari. Banyaknya Pemberitaan mengenai orang yang melakukan 
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tindakan aborsi sangat mengkhawatirkan. Dalam perundang-
undangan di negara kita ada beberapa tindakan aborsi yang 
dilegalkan contohnya tindakan aborsi yang dilegalkan karena adanya 
indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan itu 
memang pantas atau wajar dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti 
yang sudah tertuang dalam perundang-undangan. Yang lebih 
memperihatikan lagi yaitu banyaknya tindakan aborsi yang 
dilakukan akibat hubungan diluar nikah hal ini sering terjadi karena 
ingin menutupi aib yang telah mereka perbuat, tanpa berpikir 
panjang dan memikirkan konsekuensinya. 
Tindak pidana pemerkosaan akhir-akhir ini menjadi kejahatan 
yang marak terjadi di negara kita dan menjadi perhatian di tengah 
kalangan masyarakat. Berita tentang terjadinya pemerkosaan Sering 
kali di tayangkan atau yang sering kali kita lihat di televisi, majalah 
maupun pemberitaan melalui media sosial tentang adanya kasus 
pemerkosaaan yang telah terjadi. Yang menjadi korban pemerkosaan 
bukan hanya perempuan dewasa saja, namun remaja bahkan anak-
anak di bawah umur juga sering kali menjadi korban pemerkosaaan. 
Akhir-akhir ini yang banyak menjadi pemerkosaan terjadi pada anak-
anak yang masih dibawah hal ini disebabkan karena kurangnya 
pendidikan moral pelaku yang sampai memperkosa anak di bawah 
umur. Hal ini juga sangat memperihatinkan karena anak-anak yang 
seharusnya masih menikmati masa kanak-kanaknya justru malah 
dirusak dan dibuat trauma sejak dini karena perbuatan yang sangat 
tidak pantas tersebut. Hal ini sangat melanggar hak asasi manusia. 
Banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia 
sangat-sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman bagi kaum 
wanita. Terutama yang sering kita lihat dalam pemberitaan di televisi 
yang kerap kali menjadi pelaku pemerkosaan bisa saja orang terdekat 
korban contohnya pacar, keluarga maupun teman. Dan ada juga 
yang menjadi pelaku pemerkosaan orang yang tidak dikenal oleh 
korban. Sering kali para pelaku pemerkosaan biasa menggunakan 
berbagai motif untuk mengelabui korban. Seperti yang marak terjadi 
saat ini, salah satu contohnya ialah Kasus penipuan pada seorang 
wanita yang berujung pemerkosaan yang terjadi di Surabaya dengan 
berkedok sebagai agensi model, ini adalah kasus yang telah terjadi di 
wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dilansir dari media 
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online Suarasurabaya.net pada tanggal 10  September 2018, jam 17:30 
WIB. 
Permasalahan yang sering kali muncul dalam usaha 
Perlindungan hak-hak terhadap korban pemerkosaan disebabkan 
karena perlindungan terhadap korban pemerkosaan tidak hanya 
berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi 
berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk 
memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan karena ada 
beberapa faktor yang jadi penghambat. Partisipasi atau keikutsertaan 
Korban merupakan salah satu faktor yang sangat penting supaya bisa 
mengatasi atau menyelesaikan kasus pemerkosaan  yang dialaminya,  
ketika menyelesaikan ataupun mengatasi masalah ini keberanian 
korban sangat diperlukan untuk bisa melaporkan kejadian 
pemerkosaan yang telah dialaminya pada pihak yang berwenang 
(polisi), karena pada umumnya seseorang yang menjadi korban 
pemerkosaan merasa ketakutan karena korban pemerkosaan tersebut 
sering kali mendapatkan ancaman-ancaman dari pelaku yang 
membuat korban merasa ketakutan untuk melaporkan kejadian  yang 
dialaminya pada pihak yang berwenang menangani kasus tersebut. 
Pada pembahasan sebelumnya juga telah dibahas tentang 
penderitaan yang dialami oleh korban akibat pemerkosaan tersebut 
terutama beban terberat yang harus ditanggung oleh korban yang 
hamil akibat pemerkosaan yang dialaminya. Korban yang hamil 
akibat pemerkosaan tersebut pasti akan mengalami penderitaan yang 
berat dan sangat menakutkan. Apabila kandungan tersebut tetap 
dipertahankan maka saat anak itu lahir penderitaan korban juga akan 
bertambah bahkan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. 
Aturan mengenai aborsi di negara kita harus dilihat dari 
tujuannya apakah tujuan tersebut sangat baik atau tidak karena 
selama ini sebagian besar kalangan masyarakat di Negara kita 
menganggap perbuatan aborsi tersebut merupakan kejahatan pidana. 
Padahal, dalam hukum yang berlaku dalam negara kita ada beberapa 
aborsi yang diperbolehkan  karena alasan tertentu sesuai yang tertera 
dalam peraturan perundang-undangan di negara kita, aborsi yang 
diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan kita yang 
pertama yaitu karena adanya keda ruratan medis (abortus provocatus 
medicinalis) dan yang kedua yaitu aborsi yang diperbolehkan untuk 
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para korban pemerkosaan yang hamil akibat pemerkosaan tersebut 
(abortus provocatus criminalis).  
Dalam Undang-Undang Hak Asasi manusia juga menjelaskan 
tentang Bentuk-bentuk mengenai aborsi sesuai Pasal 53 ayat (1) 
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa aborsi 
termasuk dalam pelanggaran HAM, karena dalam pasal tersebut juga 
menyebutkan bahwa anak sejak dalam kandungan berhak dilindungi 
sampai lahir dan anak dalam kandungan tersebut juga memiliki hak 
untuk hidup. Dengan banyaknya kejadian yang dialami oleh korban 
pemerkosaan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan 
tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang secara langsung 
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
Legalisasi aborsi dalam PP 61/2014 mengacu pada UU 36/2009 pasal 
75 ayat (1) yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan 
aborsi kecuali karena adanya indikasi kedaruratan medis dan 
kehamilan akibat perkosaan yang bisa merusak masa depan korban. 
Dilegalkannya aborsi bagi korban pemerkosaan semata-mata hanya 
ingin melindungi masa depan korban tersebut. Kehamilan korban 
akibat pemerkosaan juga harus dan perlu dibuktikan terlebih dahulu 
tentang  usia kehamilan korban sesuai dengan kejadian pemerkosaan 
pemerkosaan yang dialaminya yang dinyatakan dengan surat 
keterangan dokter serta keterangan-keterangan dari penyidik beserta 
psikolog atau ahli lainnya terkait dengan adanya dugaan tentang 
terjadinya pemerkosaan tersebut.Dalam Pasal 35 PP tersebut juga 
disebutkan, bahwa pada saat perempuan yang menjadi korban 
pemerkosaan tidak dapat memberikan persetujuannya tentang aborsi 
tersebut, maka persetujuan mengenai tindakan aborsi yang akan 
dilaksanakan dapat diberikan oleh keluarga yang akan melakukan 
tindakan aborsi tersebut (bersangkutan) selaku wakil dari korban. 
B. Pembahasan 
Perempuan sering kali menjadi korban tindak pidana karena 
ketidakberdayaan dan kelemahan perempuan itu sendiri, salah satu 
tindak pidana yang sering kali banyak mendapatkan perhatian 
ditengah kalangan masyarakat yaitu Kasus pemerkosaan, karena  
tindak pidana tersebut menimbulkan banyak kerugian terhadap 
korban baik fisik maupun psikis yang berkepanjangan. Banyak yang 
telah menjadi korban pemerkosaan mulai dari perempuan dewasa, 
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remaja hingga anak-anak sekalipun juga jadi korban pemerkosaan. 
Dan yang menjadi permasalahan yaitu keengganan korban pemer-
kosaan dan ketakutan dari korban itu sendiri untuk melaporkan 
kejadian yang menimpanya kepada pihak yang berwajib (Polisi). 
Keengganan korban pemerkosaan untuk mengadukannya atau 
melaporkan kejadian yang menimpanya  dipengaruhi oleh dua faktor 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal karena 
korban takut kalau identitasnya terbongkar kepada publik, 
sedangkan faktor eksternal misalnya dipengaruhi oleh kecemasan 
terhadap proses peradilan yang diduga tidak menjembatani dan 
melindungi hak-haknya, kecemasan tersebut sangat membebani 
korban pemerkosaan karena korban pemerkosaaan pada saat proses 
peradilan seringkali harus “menerima” penderitaan atau kenyataan 
yang sangat menyakitkan. 
Pemerkosaan merupakan tindak pidana berwatak seksual 
yang sering kali terjadi saat seorang manusia memaksakan 
kehendaknya kepada manusia lain untuk melakukan hubungan 
seksual atau bersetubuh dengannya menggunakan cara paksa 
maupun cara kekerasan. Didalam kamus besar bahasa Indonesia, 
pemerkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi 
atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan 
diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar 
dengan kekerasan.5 Adapun definisi pemerkosaan menurut beberapa 
ahli sebagai berikut: 
Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa pemerkosaan adalah 
suatu usaha maupun tindakan yang dilakukan untuk melampiaskan 
nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan 
dengan cara yang secara moral sangat salah dan atau melanggar 
hukum yang berlaku. 
Wirdjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pemerkosaan adalah 
ketika seorang laki-laki yang memaksakan kehendaknya terhadap 
seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan 
dia, sehingga sedemikian rupa pseorang perempuan tersebut tidak 
dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan perse-
tubuhan tersebut. 
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R. Sugandhi, mengatakan bahwa pemerkosaan adalah ketika seorang 
pria memaksakan kehendaknya terhadap  seorang wanita yang 
bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan 
menggunakan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan 
pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang 
kemudian mengeluarkan air mani. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana (KUHP) dalam 
Pasal 285 juga telah menjelaskan tentang pemerkosaan bahwa 
seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memak-
sakan kehendaknya kepada seorang perempuan agar bersetubuh 
dengannya di luar pernikahan, maka orang tersebut diancam karena 
telah melakukan tindakan pemerkosaan dan diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun. Didalam Pasal ini juga terdapat 
beberapa unsur yang membuktikan telah terjadi tindak pemerkosaan 
atau tidak, unsurunsur yang dimaksud yaitu adanya tindak 
kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku 
terhadap korban, adanya unsur paksaan terhadap wanita agar wanita 
tersebut bersetubuh dengan dia dan unsur yang terakhir yaitu 
tentang bersetubuh diluar perkawinan. 
Jenis–jenis pemerkosaan dapat ditinjau dari motif pelaku 
melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dapat digolongkan 
menjadi beberapa motif diantaranya:6 
a. Seductive rape, pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa 
terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya pemer-
kosaan seperti ini terjadi pada orang yang saling mengenal satu 
sama lain. Dan yang sering kali menjadi pelaku dalam pemer-
kosaan seductive rape ini adalah pacar, anggota keluarga maupun 
teman.  
b. Sadistic rape, permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Pelaku 
akan merasa mendapat kepuasan seksual apabila melakukan 
kekerasan terhadap korban.  
c. Anger rape, pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah 
pelaku. Jadi pemerkosaan anger rape ini merupakan pemerkosaan 
yang melampiaskan rasa amarahnya. 
d. Domination rape, dalam hal ini dari pihak pelaku ingin 
menunjukan sisi dominasinya terhadap korban sehingga korban 
                                                          
6 Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, Jakarta: In Hill, 1997, hlm. 92-93. 
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ditempatkan dalam pihak atau sisi submisive. Pelaku ingin 
menguasai korban secara exploitasion rape, pemerkosaan semacam 
ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, 
baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa 
menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa 
keinginanya terhadap korban. 
Hak-hak korban pemerkosaan: 
1. Korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan perlin-
dungan hukum. 
2. Korban pemerkosaan berhak untuk mendapat bantuan dari tenaga 
medis dan juga bantuan rehabilitasi dari psiko-sosial. 
3. Korban pemerkosaan juga memiliki hak untuk melakukan aborsi 
apabila dari tindakan pemerkosaan yang dialaminya tersebut 
mengakibatkan kehamilan. 
4. Korban pemerkosaan juga berhak untuk dilindungi identitasnya. 
5. Restitusi dimaksudkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
korban terkait dengan akibat yang akan ditimbulkan oleh 
kejahatan yang dilakukannya, sehingga sasaran utamanya adalah 
menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.7  
Aborsi  
Pengertian aborsi Secara medis adalah gugurnya kandungan. 
Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus 
(janin) dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kehamilan 
28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram.8 
Menurut ilmu hukum pengertian aborsi adalah lahirnya buah 
kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan atau tindakan 
yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bersifat dan 
termasuk  dalam tindak kejahatan pidana. Dalam pengertian aborsi 
menurut ilmu hukum ini perhatiannya dititik beratkan pada kalimat 
“oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai suatu 
pebuatan pidana kejahatan termasuk”, sehingga tidak termasuk 
aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari 
luar, yang disebut abortus sontanues. Bambang Poernomo 
menjelaskan dalam literaturnya yaitu “literatur ilmu hukum bahwa 
                                                          
7 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana-Perspektif, Teoritis,dan 
Praktik, Alumni, Bandung, hlm. 253-254. 
8 Abdul Mun’in Idries. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Binarupa Aksara, 
cet. 1. Jakarta, 1997, hlm. 224. 
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terdapat kesatuan pendapat sebagai doktrin bahwa pengertian aborsi 
mempunyai pengertian yang umum tanpa mempersoalkan usia janin 
yang mengakhiri kandungannya sebelum waktunya yang dengan 
sengaja digugurkan”9 
Adapun pengertian aborsi menurut definisi para ulama secara 
terminologis yang menyatakan bahwa aborsi disebut (isqath al-haml) 
yang berarti digugurkannya janin yang dikandung oleh seorang 
wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu sebelum 
masa kehamilannya sempurna, baik dalam keadaan hidup maupun 
mati sebelum si janin bisa hidup diluar kandungan, namun sebagian 
anggota tubuhnya telah terbentuk.10 
Istilah abortus yang berarti terpecahnya embrio yang tidak 
mungkin bisa untuk hidup lagi (sebelum habis bulan keempat dari 
usia kehamilan). Sedangkan abortus provocatus diartikan sebagai 
keguguran yang memang disengaja dilakukan oleh seseorang untuk 
menggugurkan kandungannya. Aborsi menurut ilmu kesehatan dan 
kedokteran dapat dikategorikan jadi  dua jenis, yang pertama yaitu 
aborsi dengan unsur kesengajaan dan yang kedua yaitu aborsi yang 
terjadi secara alamiah atau terjadi dengan sendirinya Yang 
disebabkan oleh hal-hal seperti adanya kelainan indung telur atas 
suatu penyakit yang diderita si ibu. Sedangkan aborsi yang disengaja 
dibedakan menjadi dua yaitu abortus provocatus criminalis dan abortus 
therapeuticus.11 
Dari pengertian-pengertian aborsi yang telah disebutkan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah tindakan yang 
dilakukan secara sengaja untuk menggugurkan kandungan yang 
belum cukup waktu untuk hidup diluar rahim. 
Kemungkinan dampak yang dapat timbul pada korban 
pemerkosaan yakni korban pemerkosaan tersebut bisa saja 
mengalami stres paska pemerkosaan yang dialaminya yang dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan juga 
stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi 
                                                          
9 Bambang Poernomo,  Abortus Hukum Pidana: kumpulan karangan Ilmiah. P.T. 
Bina Aksara, Jakarta. 1982, hal. 138. 
10 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud RI, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 2. 
11 Musa Perdanakusuma, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, (Jakarta: Gha-
lia Indonesia, 1984), hlm. 191.  
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awal pasca perkosaan baik seperti kesakitan secara fisik, takut, malu, 
cemas, marah, rasa bersalah dan tidak berdaya. Stres jangka panjang 
merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai 
suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang 
percaya diri, pandangan hidup lebih ke arah negatif, menutup diri 
dari pergaulan, dan rasa takut yang berlebihan. 
Cedera yang sering dialami oleh korban pemerkosaan adalah 
cedera fisik maupun psikis, karena luka yang dapat terjadi pada 
korban pemerkosaan bisa mengenai bagian kepala, bagian dada, 
bahkan bagian punggung hingga bagian intern wanita yang 
diakibatkan oleh pukulan oleh pelaku terhadap dirinya, benturan, 
dan cekikan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan terhadap 
korban. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan hal terburuk 
yang sering dialami oleh korban pemerkosaan adalah, dimana 
kehamilan yang dialaminya tersebut akan menjadi beban yang berat 
baik bagi korban maupun keluarganya dalam menghadapi dan 
menjalani kehidupan selanjutnya, karena jika korban tidak 
melakukan tindakan aborsi akibat kehamilan dari tindakan 
pemerkosaan tersebut maka korban harus mempertahankan 
kehamilan akibat kejadian tersebut dan harus membesarkan serta 
merawat anak hasil pemerkosaan itu tanpa sosok seorang ayah. 
Mungkin penderitaan tersebut akan berlanjut terhadap anak yang 
akan dilahirkan oleh korban pemerkosaan tersebut. Karena anak 
tersebut pasti akan dikucilkan oleh tetangga bahkan oleh teman-
temannya, karena dia merupakan anak hasil dari pemerkosaan. 
Dampak lain yang dapat terjadi adalah stres akut atau depresi berat 
yang sering kali bisa menyebabkan korban menjadi gila karena 
merasa dirinya tidak normal lagi, kotor, berdosa, tidak berguna dan 
mempermalukan keluarga. Selain itu pemerkosaan juga dapat 
mengakibatkan kematian, atau tertular penyakit seksual yang tidak 
dapat disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa korban perkosaan 
menanggung penderitaan fisik dan psikologis yang berat karena 
kekerasan yang dialaminya. 
Efek terhadap fisik korban 
Korban pemerkosaan menanggung beban dan penderitaan 
yang sangat berat Selain luka psikologis, korban pemerkosaan juga 
mengalami kekerasan fisik seperti mendapat luka pada bagian 
tubuhnya seperti luka pada kepala akibat benturan, cekikan, maupun 
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luka pada dada akibat pukulan oleh pelaku. Sebagian luka yang 
dialami oleh korban pemerkosaan bisa langsung terlihat, namun ada 
juga sebagian luka lain yang baru dideteksi atau diketahui beberapa 
waktu kemudian setelah kejadian tersebut. Hal yang sering dialami 
oleh korban pemerkosaan yaitu perubahan pola makan atau 
gangguan pola makan seperti tidak nafsu untuk makan.  
Kehamilan merupakan risiko yang sangat tidak diinginkan 
oleh korban pemerkosaan. Karena hal tersebut merupakan 
konsekuensi terberat yang dapat dialami oleh korban pemerkosaan 
tersebut. Biasanya dokter akan memberikan pil kontrasepsi darurat 
untuk mencegah kehamilan pada korban pemerkosaan. Tetapi pada 
kenyataannya banyak korban pemerkosaan yang mengalami 
kehamilan akibat tindakan pemerkosaan tersebut. 
Mungkin Dampak fisik seperti luka-luka yang ada pada 
tubuh korban bisa saja sembuh dalam waktu yang lebih singkat. 
Namun yang tidak bisa diperkirakan yaitu dampak psikologis karena 
biasanya dampak psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan 
sangat sulit untuk disembuhkan bahkan mungkin dampak psikologis 
tersebut bisa berkepanjangan yang dapat mengakibatkan stres. Peran 
keluarga dan peran dokter sangat penting bagi kesembuhan korban 
pemerkosaan terutama untuk bisa membantu korban agar sembuh 
lebih cepat. Dan mengembalikan korban yang seperti sediakala. 
Proses aborsi secara ilegal yang sering kali terjadi dapat 
dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Salah satu 
cara untuk melakukan aborsi dapat dilakukan sendiri dengan cara 
meminum obat maupun dengan sengaja melakukan tindakan yang 
dapat menggugurkan janinnya. Dan dengan cara melalui bantuin 
orang lain contohnya seperti bantuan tabib, bidan maupun dokter. 
Selaras dengan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, maka dikenal dua macam bentuk aborsi, yakni: 
1. Abortus Spontaneousn, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya. 
kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya merupakan abortus 
spontan yaitu abortus yang terjadi dengan sendiri dan tanpa 
disengaja. Kategori abortus spontan sesuai dengan cara penge-
luaran janin. kalsifikasi abortus spontan yaitu: 
a. Abortus imminiens, adalah proses terjadinya perdarahan uterus 
pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, janin 
masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks.  
43 
b. Abortus insipiens adalah peristiwa peradangan uterus pada 
kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan adanya 
dilatasi serviks, diagnosisnya rasa mulas menjadi lebih sering 
dan kuat, perdarahan.  
c. Abortus inkompletus, adalah pengeluaran sebagian janin pada 
kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa 
tertinggal dalam uterus.  
d. Missed abortion, adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati 
atau terhenti  pada usia kehamilan kurang dari 20 hari dan 
tidak dapat dihindari.  
e. Abortus infeksious dan abortus septic, adalah abortus yang 
disertai infeksi genital. 
2. Abortus Provocatus atau abortus arteficiallis, yaitu aborsi yang 
dilakukan dengan sengaja. Tindakan semacam ini dibagi menjadi 
dua: 
a. Abortus provocatus thorapeuticus, yaitu aborsi yang dilakukan 
atas dasar pertimbangan medis yang sungguh-sungguh dan 
pada umumnya untuk menyelamatkan nyawa si ibu.  
b. Abortus provocatus criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa 
indikasi medis apapun, dan dianggap sebagai tidak pidana.12 
Di Indonesia aborsi bagi korban pemerkosaan sudah 
dilegalkan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi yang sebelumnya juga sudah dilegalkan dalam peraturan 
yang termuat pada Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan.  
Tetapi ada satu persyaratan yang sangat rumit dan sulit untuk 
dipenuhi dalam ketentuan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tent-
ang Kesehatan yang tertera pada Pasal 76 huruf a yang menyatakan 
bahwa aborsi pada korban pemerkosaan hanya dapat dilakukan 
sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari 
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Akibat 
aturan tersebut korban kerap kali menjadi tersangka karena pada 
kenyataannya banyak korban pemerkosaan yang tidak tahu 
mengenai kehamilannya akibat tindakan pemerkosaan tersebut. 
                                                          
12 Sayyid Agil Al-Munawar, Aborsi dan Hak-hak Reproduksi Dalam Islam, Lkis 
Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2012, hal. 21. 
44 
Apalagi jika korban tersebut merupakan anak dibawah umur yang 
tidak tahu tentang kehamilan apalagi tentang kesehatan reproduksi 
maka itu akan sangat berbahaya. Hal ini wajar terjadi terhadap anak-
anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaana yang tidak 
mengetahui tentang kehamilan dan tentang kesehatan reproduksi hal 
ini dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut, 
karena anak-anak belum cukup umur untuk mengetahui hal tersebut. 
Kehamilan korban pemerkosaan biasanya diketahui oleh 
orang-orang terdekatnya seperti orang  tuanya maupun orang-orang 
yang biasa berada disekitarnya yang dengan melihat perubahan 
bentuk badan yang cukup signifikan sudah bisa menyadari kalau 
korban tersebut sedang hamil, biasanya kehamilan tersebut baru 
dapat kelihatan saat memasuki bulan ke-empat atau usia kehamilan 
12 minggu masa kehamilan. Dan hal ini  Jauh dari batas peraturan  
yang ditetapkan UU tentang dilegalkannya aborsi bagi korban 
pemerkosaan yaitu sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu 
dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal 
kedaruratan medis. Hal ini  yang kerap kali menjadikan anak-anak 
yang menjadi korban pemerkosaan dipenjara, karena telah  
melakukan aborsi pada umur kehamilan yang melampaui dari batas 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang 
berlaku dan hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Menurut 
saya sangat disayangkan karena peraturan tersebut relevan, karena 
korban pemerkosaan itu sendiri sering kali tidak menyadari kalau dia 
sedang hamil akibat pemerkosaan yang telah dialaminya, bahkan 
korban baru tahu ketika orang terdekatnya yang mulai merasa curiga 
dengan perubahan bentuk badannya yang cukup signifikan dan itu 
baru disadari ketika usia kehamilan memasuki bulan ke 4 (empat) 
atau memasuki usia 12 minggu masa kehamilan. 
C. Penutup 
Dengan banyaknya tindakan pemerkosaan yang akhir-akhir 
ini marak terjadi di Negara kita dan menimbulkan banyaknya korban 
yang mengalami kehamilan akibat perbuatan pemerkosaan. Adapun 
hak-hak dari korban pemerkosaan yaitu hak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum, bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-
sosial, korban pemerkosaan juga berhak untuk dilindungi 
identitasnya, korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan 
bantuan dari psikolog, bagi korban pemerkosaaan juga memilik hak 
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untuk melakukan aborsi apabila dari perkosaan tersebut 
mengakibatkan kehamilan.  
Aborsi bagi korban pemerkosaan dilegalkan sesuai dengan 
peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 61 
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang secara langsung 
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
Legalisasi aborsi dalam PP PP 61/2014 mengacu pada UU 36/2009 
Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan bahwa semua orang dilarang 
untuk melakukan tindakan aborsi kecuali ada indikasi kedaruratan 
medis dan kehamilan akibat perkosaan yang bisa merusak masa 
depan korban. Tetapi walaupun ada aborsi yang dilegalkan karena 
beberapa alasan dalam undang-undang tersebut, untuk melakukan 
aborsi tersebut juga harus memenuhi persyaratan atau mengikuti 
aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang bisa 
dilakukan aborsi apabila sebelum usia kehamilan berumur 6 (enam) 
minggu yaitu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam 
hal kedaruratan medis, hal tersebut harus dilakukan oleh tenaga 
yang berkompetensi serta berwenang dan memenuhi syarat-syarat 
yang lainnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 76 UU No. 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun seharusnya dalam 
peraturan tersebut jangka waktu yang diberikan harusnya lebih 
lama, karena banyak korban pemerkosaan yang tidak menyadari 
tentang kehamilannya akibat beban psikologis yang sangat berat dan 
ini kerap kali menjadi permasalahan yang sering dialami oleh korban 
pemerkosaan yang mengalami kehamilan. Dan sering kali korban 
pemerkosaan baru menyadari kehamilannya setelah diberitahu oleh 
keluarga maupun orang terdekat tentang perubahan fisiknya dan hal 
itu biasanya baru terlihat saat usia kehamilan mulai menginjak bulan 
ke-3 (90 hari). Hal ini  yang kerap kali menjadikan anak-anak yang 
melakukan aborsi akibat kehamilan dari pemerkosaan tersebut 
dipenjara, karena telah  melakukan aborsi pada umur kehamilan 
yang melebihi dari batas ketentuan yang telah ditetapksan dalam 
perundang-undangan dan itu dianggap sebagai tindak pidana. 
Dalam konvensi kesehatan juga sudah ada aturan yang 
mengatur tentang dilegalkannya tindakan aborsi bagi korban 
pemerkosaan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan 
tersebut yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang dilarang untuk 
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melakukan tindakan aborsi. Tetapi ada aturan dalam Undang ini juga 
yang menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk melakukan 
tindakan aborsi apabila sesuai dengan aturan yang sudah termuat 
dalam Pasal 75 ayat (2) yang menjelaskan bahwa seseorang 
diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi apabila ada indikasi 
kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik 
yang mengancam nyawa ibu maupun nyawa janin yang ada dalam 
kandungan tersebut, yang menderita penyakit genetik berat 
dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki 
sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau 
kehamilan yang diakibatkan karena  pemerkosaan karena kehamilan 
tesrebut bisa saja  yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban 
perkosaan. Akan tetapi tindakan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (2) tersebut hanya dapat dilakukan apabila sudah memenuhi 
ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang 
tersebut  tentang aturan melakukan aborsi atau tahapannya yang 
harus dipenuhi. Contohnya aborsi yang dilegalkan sesuai dengan 
aturan yang termuat dalam Pasal 75 ayat (2) diatas aborsi hanya 
dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra 
tindakan serta diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Dalam 
Pasal 76 juga memuat tentang Aborsi seperti yang telah dijelaskan 
pada Pasal 75 bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila 
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  
• Aborsi dapat dilakukan sebelum usia kehamilan berumur 6 
(enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali 
dalam hal kedaruratan medis;  
• Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri;  
• Mendapat persetujuan dari wanita yang akan melakukan aborsi  
• Persetujuan atau izin dari suami yang akan melakukan aborsi 
tersebut, kecuali korban pemerkosaan.  
• Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
Dengan adanya aturan seperti yang telah disebutkan diatas 
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi serta mence-
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gah perempuan agar tidak melakukan tindakan aborsi sebagaimana 
telah dijelaskan pada Pasal 75 ayat (2) tentang dilegalkan aborsi 
karena adanya indikasi kedaruratan medis atau aborsi bagi korban 
pemerkosaan dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak 
bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah 
dijelaskan bahwa Pemerkosaan itu sendiri merupakan tindak pidana 
yang termuat dalam Pasal 285 yang menerangkan bahwa Barang 
siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan 
kehendaknya kepada seorang perempuan untuk bersetubuh de-
ngannya di luar pernikahan, maka orang tersebut diancam karena 
telah  melakukan tindakan pemerkosaan dan diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan, yang menjadi 
korban pemerkosaan tersebut harus mendapatkan perlindungan 
hukum. Salah satu cara untuk melindungi korban pemerkosaan ialah 
dengan mengembalikan kondisi jiwanya karena korban pemerkosaan 
pasti akan mengalami tekanan psikologis akibat tekanan daya paksa 
dari pihak lain. 
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HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK  
DALAM KONFLIK BERSENJATA 
Dandy Chris Ananta13 
 
Abstrak 
Ternyata di berbagai belahan dunia konflik bersenjata telah memberikan 
dampak yang sangat buruk terhadap anak-anak. Berbagai macam dalam 
pelanggaran konflik bersenjata seringkali membawa korban bagi penduduk 
sipil, khususnya bagi anak-anak akan mendapatkan akibat-akibat yang 
serius. Sejak Perang Dunia II telah melibatkan banyak anak-anak dalam 
partisipasi aktif, dengan memasukkan mereka kedalam angkatan bersenjata 
reguler. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik 
perhatian masyarakat internasional. Dalam hal ini maka yang menjadi 
sorotan dalam penelitian ini adalah apa sajakah perlindungan hukum yang 
dapat diberikan kepada anak dalam situasi konflik bersenjata serta 
peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang mengatur tentang 
perlindungan terhadap anak apakah telah memadai atau belum. Artikel ini 
memiliki tujuan untuk menambah wawasan tentang hukum humanit. 
Hukum Internasional sudah cukup mengatur tentang konflik bersenjata 
terhadap perlindungan anak, baik yang menyangkut keterlibatan anak 
secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga 
perlindungan anak sebagai korban konflik bersenjata. Hanya saja, jika 
ketentuan hukum internasional itu dapat efektif berlaku maka masing-
masung negara harus memasukannya kedalam pengaturan hukum nasional. 
Hasil yang selanjutnya dapat diketahui bahwa peraturan perundang-
undangan nasional kita belum mengatur secara komprehensif tentang 
perlindungan anak pada saat konflik bersenjata. Sebagian besar mengatur 
perlindungan hukum terhadap anak, situasi yang norma atau situasi damai. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saja 
yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Dari hasil 
penelitian tersebut maka terdapat 2 (dua) butir saran yang diajukan oleh 
penulis yaitu Protokol Tambahan 1977 dan 2000 harus segera diratifikasi 
dan segera menyesuaikan hukum internasional dengan peraturan nasional 
yang telah diratifikasi tersebut. Dan juga agar pengaturan perlindungan 
terhadap anak dalam konflik bersenjata, baik meliputi perlibatan secara 
langsung maupuin tidak langsung dapat diatur dalam satu peraturan 
perundang-undangan tersendiri atau dijadikan satu dengan pengaturan 
hukum humaniter lainnya.  
Kata kunci: hak anak, perlindungan anak, dalam konflik bersenjata 
A. Pendahuluan 
Hukum Humaniter Internasional atau yang sering disebut 
dengan hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata mempunyai 
sejarah yang sama tuanya dengan perang itu sendiri. Orang mulai 
                                                          
13 ananta.dendy@gmail.com. 
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mengadakan pembatasan-pembatasan karena naluri untuk 
mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara 
berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat 
manusia, mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan perang 
antara bangsabangsa. Pada umumnya aturan tingkah laku itu dimuat 
dalam aturan tentang perang, agama dan moral. Dihampir semua 
negara dapat ditelusuri mengenai hukum untuk perlindungan bagi 
kelompok tertentu selama sengketa bersenjata. Perlindungan hukum 
bagi orang-orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi ikut serta 
secara langsung dalam permusuhan (yaitu korban luka, korban sakit, 
koban karam, orang yang ditahan sehubungan dengan konflik 
bersentaja, dan orang sipil) itu disediakan dalam keempat Konvensi 
Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977. Pandangan 
umu yang ada adalah bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap 
Hukum Humaniter Internasional tidak disebabkan oleh kurang 
memadainya aturan-aturan yang termasuk dalam hukum itu, tetapi 
lebih diakibatkan oleh ketidak mauan untuk menghormatinya, 
kurang memadainya sarana yang tersedia untuk menegakannya, 
ketidak pastiannya terkait pemakaian hukum tersebut didalam 
situasi-situasi tertentu, dan juga kurangnya pengetahuan para 
pemimpin, kombatan, komandan, politik dan masyarakat umum 
tentang hukum itu. Cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran 
HHI Konferensi Internasional tentang Perlindungan Korban Perang 
yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan Agustus-September 1993 
dibahas secara khusus tetapi mengadopsi sebuah perjanjian Inter-
nasional baru tidak diusulkan.  
B. Pembahasan 
Untuk disebut seorang anak tentu saja tidak akan lepas dari 
pembahasan tentang batas usia. Penting untuk diketahui, bilamana 
seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya atau 
diancam dengan pidana jika membahas usia anak ini. Dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak 
ketidaksamaan pendapat baik dari beberapa pakar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maupun dari beberapa pakar jika 
membahas mengenai batas umur dan istilah seorang anak. 
Berdasarkan penegertian umum anak merupakan keturunan atau 
orang yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis 
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antara lakilaki dan perempuan.14 Pengertian tentang anak ini juga 
dapat diamati berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan 
baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Anak adalah seseorang yang 
belum cukup umur atau usianya masih muda dan belum dapat 
mengurusi kepentingannya sendiri. Menurut hukum adat, 
selanjutnya dapat diartikan anak sebagai seorang yang belum 
mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Pasal 1 Konveksi Hak Anak secara umum menjelaskan anak 
adalah orang yang belum genap berusia 18 tahun, namun dalam 
kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas 
usia kedewasaan juga diakui dalam peraturan perundangan dari 
berbagai macam Negara Peserta. Misalnya untuk untuk ikut 
pemilihan umum, bekerja, untuk bertanggungjawab secara pidana 
atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati, untuk mengkonsumsi minu-
man berakhohol, dan lain sebagainya. 
Selain definisi anak yang tertuang dalam Pasal 1 Konveksi 
Hak Anak, dalam konteksi hukum nasional yaitu Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan 
sebagai berikut: 
 “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak-anak yang masih dalam kandungan.” 
Sedangkan berdasarkan fungsi dan kedudukannya, menurut 
Undang-Undang No. 23-2002 anak adalah: 
 “amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa 
harus kita jaga karena dalam dirinya  melekat harkat, martabat, dan 
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi 
Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konveksi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berban-
gsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus 
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tum-
buh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan 
                                                          
14 Riza Nizarli, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Makalah Disam-
paikan pada Acara Penjaringan Aspirasi Publik dalam Rangka Pembuatan 
Qanun Perlindungan Anak, Kerjasama Biro PP, UNICEF dan Plan Inter-
national, Jantho, 26 Maret 2007.  
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dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 
kebebasan”. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, anak merupakan potensi serta penerus cita-cita 
bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi 
sebelumnya berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Berdasarkan 
kedudukan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, anak didefinisikan sebagai berikut: 
 bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia 
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khu-
sus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menj-
amin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial seca-
ra utuh, selaras, serasi, dan seimbang.              
Terkait dengan hal tersebut, Nizarli menyatakan bahwa perbedaan 
jasmani maupun rohani tentunya akan berbeda dalam hukum, 
dengan adanya perbedaan antara orang dewasa dan anak. Diketahui 
pada umumnya bahwa dalam perkembangan , anak masih labil, 
dimana anak selalu disebut sebagai fase yang sangat penting dalam 
proses pertumbuhan jiwa dan fisiknya, karena pada saat mereka 
dewasa, fase ini sangat berpengaruh. Masa anak membutuhkan 
bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, kasih sayang yang utuh, 
hal tersebut berdasarkan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia 
(HAM). Apabila orang tua anak sudah tidak mampu dan tidak ada 
untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, maka pihak 
lain karena karena ketentuan hukum atau kehendak sendiri, diserahi 
kewajiban tersebut dan jika pihak lain tidak bersedia maka negara 
akan menanggungnya. Idealnya yang terdapat dalam perundang-
undangan nasional agar sesuai dengan standar Konveksi Hak Anak 
negara peserta harus memperlakukan standar terendah dan sedikit 
demi sedikit untuk mulai menyesuaikan batasan umur anak. 
Namun di dalam kenyataannya masih dapat disaksikan 
banyaknya peristiwa pelanggaran hak yang menimpa anak sehingga 
merenggut masa kecilnya dan bahkan masa depannya yang dapat 
disaksikan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut biasanya 
terdapat di kota-kota besar dengan adanya praktek eksploitasi 
terhadap anak yang dijadikan pengamen jalanan, pengemis,  pekerja 
seks komersial, pekerja anak dan sebagainya. Menurut Bagong 
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Suyatno sebagaimana dikutip kembali oleh Riza Nizarli, dalam 
berbagai kasus, anak yang diperdagangkan seringkali mereka 
dipekerjakan di sektor yang berbahaya, dijadikan kurir narkoba, 
pekerjaan terlarang,  dijadikan pembantu rumah tangga,  untuk kerja 
paksa, dijadikan korban eksploitasi seksual dalam pornografi, 
prostitusi dan tidak jarang anak dijadikan alat untuk kepentingan 
adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis 
bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan.15                                                                                                                                                                                                                                                                               
Konflik bersenjata masih terus menjadikan anak sebagai 
korban utama. Beragam bentuk penderitaan mereka, mulai dari anak 
dibunuh, dibuat cacat, diculik, kehilangan orangtua karena mereka 
tewas, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan menderita 
luka, trauma batin dan emosi yang sangat dalam. Anak-anak yang 
dipaksa untuk mengungsi, meninggalkan rumahnya, dan terusir dari 
tempat tinggalnya sendiri, sangatkah rentan khususnya terhadap 
pengerahan, kekerasan, penyakit, kurang gizi, eksploitasi seksual,  
dan kematian. Di dalam skala yang besar, anak dikerahkan dan 
digunakan sebagai tentara. Khususnya pada kekerasan seksual, 
status gadis/anak perempuan memberikan resiko tambahan. Pe-
langgaran yang menyolok terjadi suasana impunitas yang begitu 
merusak terhadap hak-hak anak. 
Secara umum, penghormatan dan perlindungan khusus dari 
segala bentuk penyerangan yang kejam, anak-anak berhak 
mendapatkannya. Dalam pasal 4 ayat (3), Protokol Tambahan II 
mengartikan bahwa  hak-hak anak atas bantuan dan perawatan yang 
dibutuhkan oleh mereka, apakah karena usianya atau alasan lain, 
anak  yatim piatu dan  anak yang  terpisah  dari  orangtuanya harus 
disediakan  pendidikan  dan perawatan,  para pihak yang berkonflik 
harus segera mengambil langkah langkah untuk memfasilitasi 
penyatuan kembali keluarga yang terpisahkan oleh konflik, dan 
khususnya, untuk menjaga identitas anak. 
Gabungan rinci tentang perlakuan pengungsi anak–anak, 
pencari perlindungan anak-anak dan menawarkan bantuan teknis 
dan  materi dalam berurusan dengan masalah tersebut telah diadopsi 
oleh Pengungsi (UNHCR). Sebagian dari hak yang mendasar dari 
pencari perlindungan dan pengungsi anak-anak adala : 
                                                          
15 Ibid. 
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• Dengan mempertimbangkan keadaan dan usianya serta hak atas 
bantuan khusus untuk mengemukakan permohonannya adalah 
hak pencari suaka anak-anak untuk hearing. 
• Hak untuk tidak ditahan sementara permohonannya sedang 
dipertimbangkan, kecuali bila penahanan dipandang sangat perlu, 
dan dalam hal apapun, hak untuk tidak ditahan dalam jangka 
waktu yang lama 
• Hak anak-anak yang tidak terdampingi untuk dilindungi iden-
titasnya dan untuk disatukan kembali dengan keluarganya, bila 
memungkinkan. 
• Hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual, kekerasan fisik dan 
eksploitasi seksual, khususnya ketika tinggal di kamp pengu-
ngsian besar. 
Ketentuan-ketentuan yang rinci mengenai hak-hak warga 
negara di wilayah pendudukan dimuat dalam Konvensi  Jenewa  IV. 
Berikut adalah yang paling relevan bagi haak-hak anak-anak: 
• Pelarangan secara paksa pemndahan masal warga sipil.  
• Harus adanya kerjasama dengan penguasa setempat dan nasional 
agar pasukan pendudukan mengambil langkah-langkah untuk 
menjaga atau mempertahankan identitas dan hubungan keluarga 
anak-anak dan “memfasilitasi beroperasinya semua lembaga yang 
mengabdikan dirinya di bidang pendidikan dan perawatan anak”. 
• Kelurga atau sahabat selayaknya merawat anak yang menjadi 
yatim piatu dan anak yang terpisah dari orangtuanya, kapanpun 
jika memungkinkan. 
• Anak tidak diwajibkan untuk melakukan kerja dalam bentuk 
apapun dan tidak boleh dilibatkan dalam pembentukan 
organisasi-organisasi yang berada dibawah penguasa pendu-
dukan. 
• Anak-anak, ibu-ibu yang mau melahirkan, ibu-ibu yang 
menyusui, dan kasus-kasus maternitas harus diberi prioritas 
dalam pendistribusian bantuan. 
Siapa saja yang di kelompokkan sebagai anak tidak terdapat di dalam 
Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Persoalan pemberian perlindungan 
terhadap anak dari akibat pertempuran hanya diatur dalam Konvensi 
ini. Hal ini dapat dikatakan bahwa di dalam pertempuran, anak tidak 
dilarang untuk ikut serta berdasarkan Konvensi Jenewa. Konvensi 
Jenewa III yang mengatur tentang persoalan yang berkaitan dengan 
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anak hanya ada dalam 2 (dua) pasal saja, yakni pasal 16 dan 49. 
Ketetapan pasal 16 ini berasosiasi dengan pasal 4A dari Konvensi 
yang sama, yang memerintah tentang siapa saja yang berwenang 
untuk memperoleh status dan bisa diperlakukan sebagai tahanan 
perang. Dan jika orangorang yang disebutkan dalam pasal 4A 
tersebut berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan pasal 16 berlaku 
terhadapnya. Pada Konvensi III Jenewa Pasal 49 menjelaskan jika 
Negara Penahan ingin menggunakan tenaga kerja tawanan perang, 
maka yang harus digunakan adalah yang sehat jasmaninya, dengan 
memperhatikan, jenis kelamin, umur, pembawaan jasmani dan 
pangkat mereka serta untuk tujuan utama memelihara dalam 
keadaan baik jasmani maupun rohani mereka. Negara tidak boleh 
membebani tanggungjawab kepada anak-anak yang berpartspasi 
dslam prmusuhan. Pertimbangan dalam hukuman disiplin yang 
sekalipun bisa diterapkan oleh orangorang yang diinternir juga harus 
melihat, jenis kelamin, kondisi kesehatan dan umur mereka. 
Oenerapan hukuman disiplin ini tidak boleh ganas, berbahaya bagi 
kesehatan orang-orang yang diinternir atau melanggar 
perikemanusiaan. 
Perubahan pengertian dari sengketa bersenjata, cara 
berperang dan antisipasi mengenai perkembangan terhadap alat 
perang, serta pentingnya perlindungan yang lengkap bagi mereka 
yang sakit, luka dan korrban karam pada saat berperan ini adalah 
penyesuaian dari Protokol Tambahan 1 tahun 1997 yang merupakan 
sumber hukm humaniter utma. Konvensi Janewa yang isinya 
disempurnakan dan ditambah oleh Protokol Tambahan ini, tidak 
menghilangkan atau menghapus konflik bersenjata yang diatur 
dalam Konvensi. Sebagian ketentuan keterlibatan tentang anak secara 
langsung dalam suatu konflik bersenjata dimuat dalam Protokol 
Tambahan I, yang merupakan salah satu sumber hukum utama. 
Anak-anak yang belum genap mencapai usia 15 tahun tidak boleh 
diikutsertakan langsung kedalam permusuhan merupakan kewajiban 
negara peserta berdasarkan Pasal 77 ayat (2). Pihak-pihak wajib 
memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua jika ingin melatih 
anak yang sudah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum genap 
berusia 18 tahun. Dapat disimpulkan dari ketentuan diatas, Protokol 
Tambahan I ini sebenarnya yang berusia di atas 18 tahun sangat 
diutamakan, serta jika dalam hubungannya dengan permusuhan 
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tersebut mereka melakukan pelanggaran, maka mereka sajalah yang 
berusia 18 tahun yang dapat dijatuhi hukuman mati pada saat 
peraturan itu dilanggar. Mereka yang belum mencapai usia 15 tahun 
(dalam pengecualian), dalam permusuhan wajib ikut terlibat secara 
langsung, dan jika ternyata anak-anak ini nantinya jatuh ke pihak 
lawan, maka Protokol Tambahan ini memberikan manfaat yaitu 
mendapatkan perlindungan yang istimewa, apakah mereka menjadi 
tahanan perang atau tidak. Pada Pasal 45 ayat (3), memberkan 
perlindungan secara umum seperti diatur dalam pasal 75 bagi anak-
anak yang tidak mendapatkan status khusus tetapi ikut serta dalam 
permusuhan ini. Protokol Tambahan II tahun 1977 adalah gabungan 
dari Protokol Tambahan I tahun 1977, hanya saja berlakunya 
Protokol ini jika situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat 
internasional atau non-internasional. Pada Pasal pasal 4 ayat (3) c, d 
dan juga dalam pasal 6 ayat (4) diatur juga Perlindungan terhadap 
konflik bersenjata yang melibatkan anak-anak secara langsung. 
Ketentuan secara tegas dalam melibatkan anak di konlik bersenjata 
sudah diberikan secara jelas pada Pasal 4 ayat (3) huruf c, yakni 
dengan terciptanya larangan mutlak yang melingkupi keikutsertaan 
secara langsung maupun tak langsung dalam sebuah permusuhan. 
Tapi ,Protokol Tambahan II tahun 1977 ini memberikan pengaturan 
yang lebih longgar yaitu batasan usia bagi mereka yang 
diperbolehkan untuk terlibat dalam suatu permusuhan jika 
dibandingkan dengan Protokol Tambahan I Pasal 77 ayat (2) yang 
memberikan pengutamaan mereka yang berusia dibawah 18 tahun. 
Untuk anak-anak yang belum genap mencapai usia 15 tahun tapi 
mereka ikut secara langsung dalam suatu permusuhan dan apabila 
mereka tertangkap, kemudian menjadi tawanan perang, maka 
mendapatkan perlindungan istiwewa dari Pasal 4 ayat (3) huruf d. 
Larangan penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak-
anak yang belum berusia 18 tahun diatur dalam Pasal 6 ayat (4) pada 
saat pelanggaran dilakukan, dan juga larangan itu berlaku bagi ibu-
ibu yang masih memiliki anak kecil atau perempuan yang sedang 
hamil. 
Dalam International Convention on the Right of the Child 
(Konvensi Hak Anak) yang ditandangani pada 20 Nopember 1989 
mengatur tentang perekrutan tentara anak, dan sejak 2 September 
1990 mulai berlaku. Pada Pasal 38 ini hanya mengatur tentang 
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keterlibatan anak dalam konflik bersenjata saja, yang memberikan 
perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata 
serta memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak 
di bawah usia 15 tahun. Dalam hal pelibatan anak dalam konflik 
bersenjata tidak diberikan pengaturan yang baru di Pasal ini, tetapi 
hanya merupakan pengulangan dari Protokol Tambahan I tahun 1977 
Pasal 77 ayat (2). Bagi anak di bawah 15 tahun hanya dilarang oleh 
Konvensi ini untuk berpartisipasi langsung dalam suatu permu-
suhan. Jika dibandingkan dengan hukum humaniter pengaturan ini 
lebih longgar, yang mengatur tentang konflik bersenjata non 
internasional, yang dengan tegas melarang partisipasi anak baik 
langsung maupun tidak langsung dalam permusuhan. Tapi, bila 
terdapat keraguan-keraguan hukum yang mana akan diterapkan 
dalam suatu kondisi dan situasi, maka berdasarkan asas lex specialis 
yang berlaku adalah hukum humaniter internasional jika merujuk 
pada Pasal 38 ayat (1) tentang hukum humaniter internasional yang 
relevan tentang perlindungan kepada anak-anak. 
Pada tanggal 25 Mei Tahun 2000 telah ditandatangani 
Konvnsi Hak Anak 1989 yang dilengkapi dengan Protokol Tambahan 
tahun 2000 atau disebut dengan Optional Protocol on the Involvement in 
Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child. Sesuai dengan 
namanya, Protokol ini berisi 13 pasal, konflik bersenjata yang 
melibatkan anak-anak dikhususkan bagi Protokol ini. Norma yang 
melibatkan tentang pengaturan konflik bersenjata terhadap anak juga 
di jelaskan dan di lengkapi dalam Protokol ini. Pasal-pasal 1, 2, 3, 4 
dan 6 adakah yang akan dibicarakan dari ketiga belas pasal tersebut. 
Pasal-pasal itu mengatur bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun 
tidak terlibatan secara langsung dalam suatu permusuhan itu 
merupakan kewajiban negara untuk memastikannya. Berdasarkan 
Protokol ini juga, tidak diwajibkannya negara peserta untuk 
merekrut anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun ke dalam 
angkatan bersenjata mereka. Yang dapat direkrut haruslah anak yang 
berusia minimum 15 tahun berlandaskan Ketentuan perbaikan dari 
Konvensi Hak Anak 1989. Usia minimum ini juga mengikat negara 
peserta untuk rekruitmen anak secara sukarela. Ketetapan 
selanjutnya menjelaskan bahwa rekruitmen itu telah memperoleh 
perizinan dari orang tua atau walinya. Tetapi, disini yang harus 
diperhatikan adalah kalangan akademi militer tidak diberlakukan 
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oleh pengaturan tentang rekruitmen sukarela. Perlakuan larangan 
ini, tidak hanya untuk angkatan bersenjata negara peserta saja, 
melainkan juga untuk kelompok-kelompok bersenjata yang lain dan 
juga berlaku dalam semua situasi. Dalam Pasal 6 juga mengatur 
tentang kepastian kewajiban negara peserta dalam menjalankan 
ketentuan-ketentuan Protokol ini, secara efektif dan mempunyai 
kekuatan mengikat di bawah yurisdiksinya. Diharuskan juga bagi 
semua Negara untuk memberikan semua bantuan yang tepat untuk 
pemulihan Psikologis dan Fisik serta penyatuan kembali kehidupan 
sosial anak anak yang telah direkrut dan terlibat dalam permusuhan. 
Di dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b [xxvi] tentang war crimes diatur 
mengenai Statuta dari International Criminal Court (ICC), yang 
diadopsi di Roma pada 17 Juli 1998. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) huruf 
e [vii] mengatur tentang keterlibatan anak dalam situasi konflik 
bersenjata yang bersifat noninternasional. 
Konvensi Jenewa 1949 ini disempurnakan oleh Protokol 
Tambahan I tahun 1977 yang berlaku pada situasi konflik bersenjata 
yang bersifat internasional. Konvensi Jenewa 1949 adalah dasar yang 
diacu oleh Pengaturan mengenai konflikbersenjata terhadap perlin-
dungan anak sebagai korban, tetapi di dalam Protokol Tambahan I 
lebih diperluas lagi. Dari pasal-pasal 8, 52, 70, 74, 75, 76, 94, 119, 127, 
132, 136, 140 yang ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 
memberikan aturan-aturan yang lebih spesiffik tentang perlindungan 
anak terhadap konflik bersenjata. Adapun pertikaian bersenjata yang 
tidak bersifat internasional diatur dalam Protokol Tambahan II ini. 
Protokol ini memberikan jaminan fundamental kepada anak-anak di 
dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Jaminan-
jaminan ini meliputi hak atas bantuan dan perawatan, jaminan dalam 
bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan, 
penyatuan kembali keluarga yang terpisah. 
Di dalam macam instrumen hukum banyak peraturan 
perundang-undangan nasional tentang anak yang diatur didalam-
nya. Di dalam peraturan tersebut banyak dijumpai batasan tentang 
pengertian anak yang tidak sering kita dapat temui, beberapa hanya 
memberikan batasan usia minimum bagi mereka yang dapat 
dilibatkan dalam suatu kegiatan. sebagian usia minimum ini pun 
juga bermacam-macam dalam beragam peraturan perundangan yang 
ada. Salah satu syarat bahwa jika menjadi anggota Rakyat Terlatih 
58 
ialah mereka yang memiliki usia 18-45 tahun hal ini ditetapkan oleh 
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Jadi 
disini dikatakan 18 tahun adalah batas usia bagi mereka dan 
pelibatan menjadi anggota Rakyat Terlatih tidak boleh orang yang 
belum berusia 18 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menjelaskan jika 
mereka yang bisa dikenai tindakan mobilisasi adalah mereka yang 
berusia antara 18 – 50 tahun. Mereka yang belum mencapai usia 15 
tahun merupakan kriteria anak, itu berdasarkan Keppres 36 tahun 
1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Batasan usia 15 tahun ini 
karena mengacu pada Konvensi Hak Anak. Tetapi dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan 
hal yang berbeda dengan Keppres 36 tahun 1990. Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
mengatakan bahwa “Anak adalah orang yang perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menetapkan batas usia minimum anak adalah 18 tahun sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1). Dari beragam ketetnuan diatas 
dapat dipahami jika tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak, 
khususnya mengenai batas minimum mereka yang dikategorikan 
sebagai anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak ini yang dioakai sebagai acuan karena penulisan 
ini berkaitan dengan masalah anak dalam konflik. Mengenai 
perlindungan, sebagian terbesar mengatur perlindungan anak dalam 
situasi yang normal. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 sedikit kita jumpai mengenai  Perlindungan Anak dalam konflik 
bersenjata. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berparti-
sipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanu-
siaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimi-
nasi.” Perlindungan terhadap anak meliputi beberapa bidang a) 
perlindungan dalam bidang agama; b) perindungan dalam bidang 
kesehatan; c) perlindungan dalam bidang pendidikan; dan d) 
perlindungan dalam bidang sosial. Disamping perlindungan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), ada jenis 
perlindungan lain, yaitu perlindungan khusus sebagaimana diatur 
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dalam Pasal 1 ayat (15): “Perlindungan khusus adalah perlindungan 
yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dalam ke;lompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-
gunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya 
(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak kor-
ban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” 
Kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus sebagaimana 
tercantum dalam pasal di atas adalah pmerintah beserta lembaga 
negara lainnya, hal ini sesuai dengan pasal 59. Pengertian lebih lanjut 
mengenai anak dalam situasi darurat dijumpai dalam pasal 60 yang 
meliputi a) anak yang menjadi pengungsi, b) anak korban kerusuhan; 
dan c) anak dalam stuasi konflik bersenjata. Pasal 62 menyatakan 
“Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana 
alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata dapat dilaksanakan 
melalui a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, 
pemukiman, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan belajar, 
jaminan keamanan, persamaan perlakua,; b. pemenuhan kebutuhan 
khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami 
gangguan psikososial.” Selanjutnya pasal Pasal 63 mengatakan 
bahwa “Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk 
kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa 
perlindungan jiwa.” Apabila dilihat berbagai peraturan yang 
mengatur tentang perlindungan anak maka hanya terdapat beberapa 
pasal yang menyangkut tentang pelibatan anak dalam konflik 
bersenjata, baik mengenai rekrutmen anak dalam angkatan bersenjata 
atau bentuk partisipasi lain dalam konflik bersenjata maupun 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat adanya konflik 
bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang tidak 
bersifat internasional. Perlindungan yang ada sebagian besar 
meliputi perlindungan yang terjadi pada situasi yang normal. 
Disamping itu juga, pelanggaran pasal-pasal tentang perlindungan 
anak dalam konflik bersenjata menurut UU 23/2002 belum 
dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pengaturan perundangan nasional kita belum 
cukup memadai dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam 
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hukum internasional, khususnya dalam hukum humaniter 
internasional. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tahun 2000 
tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata belum juga di 
ratifikasi oleh pemerintah sampai sekarang. 
C. Penutup 
Maka dari penjabaran dalam penjelasan diatas maka dapat 
disimpulkan, perlindungan anak dalam konflik bersenjata sudah 
banyak diatur dalam Hukum Internasional, mulai dari perlindungan 
anak sebagai korban bersenjata sampai yang menyangkut keiku-
tsertaan anak secara langsung dalam suatu permusuhan. Hanya saja, 
masing-masing negara harus memasukkan ketentuan hukum 
internasional itu agar dapat berlaku efektif. Perlindungan konflik 
bersenjata terhadap anak belum diatur didalam peraturan perun-
dangan di negara kita secara. Beberapa peraturan hanya mengatur 
tentang perlindungan terhadap anak dalam kondisi damai. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini yang 
hanya mengatur tentang perlibatan anak dalam konflik bersenjata. 
Daftar Pustaka 
Majelis Umum, dalam resolusi 50/155 tanggal 21 Desember 1995, me-
nyetujui amandemen pasal 43, ayat 2, KHA menggantikan 
jumlah “sepuluh” orang anggota komite menjadi “delapan 
belas: anggota. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tang-
gal 18 November 2002 ketika telah diterima oleh mayoritas 
dua-pertiga dari Negara Pihak (128 dari 191). 
R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak Konsitusional Warga 
Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan 
Dinamika Implementasi, Konsorsium Reformasi Hukum 
Nasional, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, no. 1 Desember 
2007. 
Riza Nizarli, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Makalah 
Disampaikan pada Acara Penjaringan Aspirasi Publik dalam 
Rangka Pembuatan Qanun Perlindungan Anak, Kerjasama Biro 
PP, UNICEF dan Plan International, Jantho, 26 Maret 2007. 
Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengurus Utamaan Hak Anak Dalam Anggaran 





HAK-HAK NARAPIDANA  
BERDASARKAN KONVENSI HAK SIPIL DAN POLITIK 
Kemal Itsnakaafi Difitra16 
 
Abstrak 
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 
lembaga permasyarakatan. Seseorang yang di pidana berdasarkan suatu 
putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap 
itu disebut dengan Terpidana. Hak-hak setiap Warga Negara Indonesia 
berhak didapatkannya. Termasuk ketika seseorang yang telah diputuskan 
bersalah oleh Majelis hakim dan harus menjalankan hukumannya di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Seseorang Seperti yang telah diru-
muskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun. 1995 
tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut terdiri dari 13 hak 
yang berhak terpidana dapatkan ketika di dalam Lapas. Dalam makalah ini 
akan menjelaskan dan menjaga agar Hak-hak narapidana yang seharusnya 
di dapat dalam lembaga pemasyarakatan yang selama ini ternyata masih 
jauh dengan perlindungan hukumnya dan juga ditinjau juga dari konvensi 
international agar tetap terjaminnya hak-hak tersebut 
Kata kunci: narapidana, hak-hak narapidana, lapas . 
A. Pendahuluan 
Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah anugerah 
dari tuhan yang telah melekat kepada setiap manusia sejak berada 
dalam kandungan sampai meninggal dunia, dimana dalam anugerah 
tersebut memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan 
apapun yang ingin di lakukan, namun hal tersebut tetap dibatasi oleh 
norma-norma yang berlaku, Menurut Plato bahwa hukum muncul 
sebagai pelindung bagi hak setiap manusia, dimana hukum baru 
akan muncul setelah hak sudah terlahir lebih dahulu, dan hukum 
dikatakan sebagai pemisah antara hak individu yang satu dengan 
individu atau kumpulan individu yang lain. Indonesia berdasarkan 
pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan 
bahwa.“Negara Indonesia adalah negara hukum. dalam pasal 
tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara 
hukum”. 
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di 
Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam (UU RI No. 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7). Tempat untuk 
melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 
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pemasyarakatan disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan sesuai 
(UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 
).17 
Sebagai hukum publik yang doaminnya membuat 
perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah 
masyarakat. Beberapa contoh kecil yang dapat kita lihat adalah 
bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap wacana 
penegasan ancaman pidana mati terhadap terhadap para terpidana 
koruptor. 
Menurut Hegel Negara adalah realitas “roh” atau kesadaran, 
yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara 
pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak  dapat 
diselesaikan.18 Maka dalam menyikapi permasalahan dan 
pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, 
Negaralah yang harus dapat mengambil kebijakan untuk mencegah 
terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya menda-
tangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tak kunjung 
selesai. 
Dalam hukum pidana masih terdapat pro dan kontra atau 
pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung sebagaimana 
hal tersebut ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik 
dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya 
pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). 
Bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar 
hukum yang pernah mereka lakukan adalah kehidupan narapidana 
di Lapas. Berbagai macam masalah dialami oleh narapidana dalam 
menjalani kehidupan di Lapas, antara lain yaitu perubahan hidup, 
hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga 
mendapatkan cap panjahat dari masyarakat yang melekat pada 
dirinya, serta kehidupan di Lapas membuat mereka harus terpisah 
dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain. 
Klasifikasi Penghuni Rutan/Lembaga Pemasyarakatan bisa 
narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa 
juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih 
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berada dalam proses peradilan dan belum mendapatkan keputusan 
hukum yang tetap oleh hakim. Sesuai dengan Undang Undang 
Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani 
pidana hilang kemerdekaan di Rutan/Lapas. Penghuni suatu 
Rutan/Lapas atau orang-orang tahanan itu terdiri dari: 
a) Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan; 
b) Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara; 
c) Orang-orang yang disandera. 
d) Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau 
pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke 
dalam Rutan / Lembaga Pemasyarakatan.          
B. Pembahasan 
Dalam penegakan hukum yang telah diatur dalam good legal 
system pada era globalisasi ini, maka suatu negara apabila melakukan 
penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya 
disebut HAM) pasti akan mendapatkan kritik dan bahkan diisolasi 
oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang  
mempunyai komitmen terhadap HAM.19 Berdsarkan fakta tersebut, 
maka aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sudah seharusnya 
menyadari kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam 
kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang 
adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. The Founding Fathers 
kita ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang 
berdasar atas hukum (rechstaat) bukanlah berlandaskan pada kekua-
saan belaka (machstaat).  
Oleh sebab itu setiap tindakan negara harus dilandaskan 
kepada aturan hukum yang berlaku (hukum positif). Maka untuk 
mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan 
roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hukum 
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hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan.20 Negara hukum 
merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat 
substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan 
cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan 
terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi 
terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya adalah melanggar 
HAM.21 Badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional 
dewasa ini bangsa-bangsa di dunia juga mengakui masalah hak asasi 
seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana 
penjara telah diakui sebagai masalah international.  
Dalam prakteknya, adakalanya petugas penegak hukum 
karena dihinggapi penyakit, egoisme dan sektoral bertindak asal 
aman dan asal memenuhi syarat formalitas malahan sangat berbau 
ritualisme untuk melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat 
apakah tindakan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak. 
Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap, salah tahan dan kadang 
bahkan sampai salah menghukum, yang muncul dalam pemberitaan 
media massa. Di samping itu tindakan institusionalisasi (pemasukan 
pelanggar hukum di dalam Lapas atau Rutan) juga berpotensi 
menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.22 
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “pidana penjara tidak 
hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga 
menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan 
dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri”. Terlebih pidana 
penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang 
akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi 
melakukan kejahatan.  
Akibat yang juga sering mendapat sorotan ialah bahwa 
pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau 
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penurunan derajat dan harga diri manusia tersebut.23 Dari uraian di 
atas dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum, walaupun 
tujuannya sangat mulia, namun sangat intens dengan keadaan-
keadaan yang kontradiktif. Yang mana dalam keadaan tersebut dapat 
menyebabkan dampak kearah dehumanisasi hukum yang sangat 
kontra produktif dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya 
yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Perlunya 
pemahaman terhadap ketentuan hukum merupakan syarat mutlak 
bagi para penegak hukum.24 Namun dalam kaitannya dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 
76) menyiratkan agar untuk mencapai ketertiban dan kepastian 
hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan 
adalah bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa 
sehingga pemerkosaan terhadap harkat martabat manusia sejauh 
mungkin dapat dihindarkan.25 Eksistensi pemasyarakatan sebagai 
instansi penegak hukum yang telah diatur secara tegas dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat fungsional yang 
melaksa-nakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan 
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan tugas dari 
petugas pemasyarakatan dan agar dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi perlindungan HAM dapat direalisasikan harus dilandaskan 
pada aturan hukum yang berlaku.  
Menjadi persoalan yang dilematis dalam menentukan tujuan 
pemidanaan, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan 
ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang 
terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai 
pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu 
dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, 
memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan 
                                                          
23 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, (Semarang: 
Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 44. 
24 Made Darma Weda, Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta: Guna 
Widya, 1999), hlm. 23. 
25 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Bina Cip-
ta, 1983), hlm. 2. 
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dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberpa tujuan yang 
bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. 
Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami 
pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang 
bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada 
keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Maka dari 
itu pada tahun 1970 telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment 
terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta tidak diberikan dengan tepat 
tanpa garis-garis pedoman.26 
Sekitar tahun 1963 Sistem pemasyarakatan mulai dikenal di 
Indonesia. Yang dimaksud dengan Pemasyarakatan ialah proses 
pembinaan terhadap terpidana yang telah diputus oleh pengadilan. 
Sebelum sistem pemasyarakatan ialah sistem penjara. Perspektif 
buruk dari dunia international pada sistem ini akhirnya sekitar tahun 
1960-an sistem ini mulai ditinggalkan. Sistem kepenjaraan ini 
cenderung sebagai tempat balas dendam oleh sipir dan pemenang 
Perang Dunia ke II. Dimana didalamnya terdapat penyiksaan dan 
kekerasan untuk memaksa terpidana tunduk menjadi sasaran 
kekejaman sipir dan juga penguasa.  
Dalam sistem pemasyarakatan diarahkan pembinaan supaya 
narapidana dapat sadar dalam arti tidak mengulangi lagi tindakan 
yang menyebabkan pemidanaan. Sehingga dalam melaksanakan 
ketertiban hukum mereka juga ikut bertanggungjawab. Sehingga 
perjuangan untuk memperbaiki perilaku dan tindakan yang salah 
menurut hukum dapat terlaksana dengan benar. Konsep Pemasyara-
katan di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo, pada 5 
Juli 1963 yang disampaikan saat pidato dengan tema ”Pohon 
Beringin Pengayoman”. Sehingga dimaknakan bahwa konsep hukum 
nasional seperti pohon beringin yang melambangkan pengayoman. 
Kemudian sistem pemasyarakatan secara formal dilaksanakan pada 
27 April 1964. Pada hakekatnya pemasyarakatan dan pemenjaraan 
memiliki arti yang sama tetapi tujuannya berbeda. Pemasyarakatan 
sebagai alat untuk interaksi, rehabilitasi seorang warga negara agar 
berlaku baik dan taat hukum sedangkan kepenjaraan cenderung 
menjadikan orang semakin kriminal setelah masuk penjara. 
                                                          
26 Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double 
Track System dan Implementasinya. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 61. 
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Tetapi apabila dilihat dari lamanya masa penahanan 
tersangka yang dijalani tersangka sampai yang diputus pengadilan 
yang terkadang putusan pengadilan tersebut waktunya cukup lama 
dikirim kepada pihak Lapas yang mengakibatkan tahanan tersebut 
tetap berstatus tahanan, wajar apabila kemudian timbul persoalan 
tentang apakah yang sebaiknya dilakukan oleh tahanan selama masa 
penahanan dan bagaimana sebaiknya memperlakukan tahanan itu. 
Apakah tahanan dibiarkan duduk termenung sepanjang hari dalam 
kegelisahan dan ketidakpastian? Atau apakah ia diberi kebebasan 
berinteraksi dengan para tahanan dari berbagai jenis kejahatan dan 
jenis watak manusia yang melakukan tindak pidana? Menurut 
pengakuan mereka mendapat pengetahuan dan sebenarnya pemiki-
ran mengenai perlunya pembinaan terhadap tahanan bukan hal baru.  
Dalam perumusan naskah akademik Undang-Undang 
Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM telah merumuskan 
masalah ini dengan menyatakan bahwa mengingat telah lama 
pembinaan terhadap orang tahanan ini dikehendaki dan melihat 
kenyataannya banyak para tahanan yang ada dalam lembaga 
pemasyarakatan telah dilaksanakan pembinaannya, maka penyusun 
naskah akademik Pemasyarakatan ini mengharapkan agar kepada 
orang tahanan diberikan pembinaan.27 Sedangkan konsepsi pembi-
naan pemasyarakatan yang diusulkan mencakup bidang yang luas 
dibawah spektrum pencegahan kejahatan. Dari pernyatan tersebut 
nampak bahwa kehendak untuk membina mereka yang berstatus 
tahanan bukanlah merupakan hal baru. Apalagi melihat kenyataan 
yang ada di samping narapidana sebagai penghuni lembaga 
pemasyarakatan, juga masih terdapat para tahanan.28 
Pembinaan terhadap para tahanan adalah suatu perma-
salahan yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan 
kebijakan kriminal dengan tetap mengingat bahwa upaya paksa 
penahanan dalam Rutan adalah salah satu sarana politik kriminal 
dalam keterampilan tentang berbagai modus operandi maupun 
                                                          
27 Tim Pengkajian Pemasyarakatan, Hasil Pengkajian Naskah Akademis Pe-
raturan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan, (Jakarta: Proyek Pu-
sat Perencanaan dan Kodifikasi BPHN Departemen Kehakiman RI, 1979-
1980), hlm. 5. 
28 R.P. Bahrudin Soerjobroto, .Posisi dan Sistem Pemasyarakatan., Prasaran 
dalam workshop Pemasyarakatan, Bandung, 1971. 
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keberanian tukar pengalaman dengan sesama teman satu sel. 
mencapai tujuan pemidanaan. Sesuai pula dengan filsafat pembinaan 
yang dikemukakan Sudarto bahwa mereka yang dipidana penjara 
singkat tetap berhak mendapat pembinaan. Yang tidak kalah pen-
tingnya adalah agar para aparat penegak hukum harus selektif dalam 
melakukan penahanan sehingga penahanan rumah tahanan negara 
hanya dikenakan terhadap tersangka bila diperlukan dengan didu-
kung bukti yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan 
(4) KUHAP tentang pengurangan pidana dengan masa penahanan, 
maka dapat dikatakan bahwa masa penahanan yang dijalani 
tersangka merupakan pidana. 
Sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam 
perundang-undangan pidana selama ini adalah pidana penjara29. 
Dalam penjatuhan pidana terhdap sesorang yang terbukti melakukan 
tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan 
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, namun membuat jera 
si pelaku ataupun menakuti orang lain  agar tidak melakukan hal 
yang sama adalah tujuan utamanya. Tujuan yang lebih penting dari 
pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali 
perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat 
yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang ada di 
Indonesia ini. 
Inti dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasya-
rakatan adalah “untuk membentuk warga binaan dapat menyadari 
kesalahannya dan dapat memperbaiki diri agar dapat diterima 
kembali oleh masyarakat umum.” 
Seberat apapun kejahatan yang telah mereka perbuat 
narapidana tetaplah manusia yang memiliki hak asasi. Hak asasi 
narapidana yang bisa direbut adalah hak untuk berkumpul dengan 
keluarga, berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kebebasan fisik, 
namun dalam kenyataan banyak terjadi banyak segala hak mereka 
yang di renggut, mulai dari penyiksaan bahkan sampai terjadi 
pembunuhan di dalam penjara, dan itu bukanlah hal baru lagi. Hak-
hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, maupun ekonomi, 
sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah juga mencatat bawha 
                                                          
29 Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif  Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 
Pidana Penjara, (Semarang:  Genta Publishing, 2010), hlm. 71. 
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narapidana juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak 
manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 
pada tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-bangsa member-
lakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau 
hukuman lain yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. 
Konvensi ini lazim disingkat dengan Konvensi Anti Penyiksaan ini 
juga diratifikasi Indonesia pada tahun 1998.  
Pengaturan hak asasi narapidana ini juga harus mengacu 
pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap Negara 
diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa 
terkecuali. Secara hukum internasional, standar perlakuan narapida-
na ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang 
untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya 
jelas termaktub dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. 
 Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari 
martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan 
dihormati keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas menikma-
ti hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan poltik. 
 Pasal 10, Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan: 
1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan 
secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang 
melekat pada diri manusia.  
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, 
harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperla-
kukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang 
belum dipidana. 
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa 
dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.  
4. Sistem Pemasyarakatan harus memiiiki tujuan utama memperbai-
ki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. 
Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa. 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lem-
baga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana 
berhak: 
a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
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d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e) menyampaikan keluhan; 
f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; 
g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya; 
i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunju-
ngi keluarga; 
k) mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. 
Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap 
adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. 
Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu 
ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang 
baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan 
mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan 
HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut 
adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 
KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 
pembinaan warga binaan pemasyarakatan30 
C. Penutup 
Sebagai petugas pemsayarakatan yang merupakan pejabat 
fungsional penegak hukum untuk melaksanakan tugas pada bidang 
pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga pembinaan 
pemasyaratakatan atau Lapas sudah seharusnya mereka 
menjalankan tugas yang mengutamakan dalam penegakan integritas 
profesinya, tidak lagi menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai 
tempat untuk balas dendam. 
                                                          
30 Naning Ramdlon, HAM Di Indonesia, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI. 
Makalah 1983, hlm. 8. 
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Usaha yang dilakukan dalam tingkat nasional sebenarnya 
dapat lebih efekif apabila semua undang undang terintegrasi dalam 
system pidana. UU tersebut harus tertulis dengan jelas hak-hak asasi 
narapidana yang harus dilindungi. Pejabat yang berwenang lebih 
dapat mnegutamakan kemanusiaan, dan perbaikan kondisi sel 
pemasyarakatan bisa dijadikan pijakan utama dalam pemenuhan hak 
asasi napi. 
Selain hal itu, aparat Lapas dan juga pihak-pihak yang terkait 
didalmnya juga harus mendapatkan sosialisai tentang per-UUan 
yang berlaku. Caranya dengan tiada putus asa untuk mengadakan 
pelatihan-pelatihan berkualitas serta sosialisasi kepada aparat Lapas 
tentang mengapa dan bagaimana hak-hak Napi dapat terpenuhi 
penikmatannya 
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PELAYANAN KESEHATAN BAGI RAKYAT MISKIN 
R. Bima Avriliano Dody B.A.P31 
 
Abstrak 
Kesehatan bukan hanya dipandang sebagai instrumen yang fungsional bagi 
kehidupan individu, melainkan sebagai hak setiap individu yang harus 
didapatkan melalui pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam 
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mencakup 
pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diusahakan 
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Hak atas 
pelayanan kesehatan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa “setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. 
Pemerintah sebagai representasi dari negara berkewajiban untuk memenuhi 
hak kesehatan seluruh warganyaa secara tersedia, menyeluruh, 
berkesinambungan, terpadu, layak, dapat diterima, bermutu, tercapai, serta 
terjangkau. Masalah tersebut antara lain adanya disparitas status kesehatan, 
beban ganda penyakit, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan 
kesehatan, perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan, serta 
perilaku hidup bersihdan sehat. Masalah penting lainnya adalah akses 
penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi 
buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di 
daerah bencana dan kurangnya pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga 
kesehatan. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang harus 
dilayani masih rendah. Fasilitas kesehatan belum tersebar merata dan hanya 
menjangkau masyarakat di pusat-pusat kota. Masalah aksesibilitas pendu-
duk miskin terhadap pelayanan kesehatan menjadipersoalan serius yang 
belum terselesaikan. Aksesibilitas yang dimaksud mencakup akses fasilitas 
kesehatan, akses biaya kesehatan dan akses informasi terkait kesehatan. 
Selain itu, menurut Prasetyo, ada biaya akses lainnya yang harus dipenuhi 
yaitu transportasi, penginapan dan makanan termasuk biaya yang timbul 
akibat tidak bekerja untuk memperoleh jasa kesehatan. Karakteristik 
masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan menurut 
Prasetyo bukan hanya diukur dari besaran penghasilan saja, melainkan juga 
diukur dari jarak tempuh ke pelayanan kesehatan, akses informasi terkait 
kesehatan, tingkat pendidikan dan rutinitas (jam kerja) yang padat. 
Kata kunci: hukum, kesehatan, hak asasi manusia 
A. Pendahulua 
Kesehatan merupakan kebutuhan individu yang penting dan 
mendesak. Kesehatan bukan hanya dipandang sebagai instrumen 
yang fungsional bagi kehidupan individu, melainkan sebagai hak 
setiap individu yang harus didapatkan melalui pelayanan kesehatan. 
Pelayanan kesehatan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 
tentang kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif 
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dan rehabilitatif yang diusahakan oleh pemerintah pusat, pemerintah 
daerah dan/atau masyarakat. Hak atas pelayanan kesehatan dijamin 
oleh UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ setiap 
penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. Pemerintah sebagai 
representasi dari negara berkewajiban untuk memenuhi hak 
kesehatan seluruh warganya secara tersedia, menyeluruh, 
berkesinambungan, terpadu, layak, dapat diterima, bermutu, 
tercapai, serta terjangkau. Namun, pada praktiknya tidak mudah 
untuk merealisasikannya bahkan seringkali menemui masalah baik 
sistemik maupun teknis. Masalah sistemik bersumber pada 
paradigma pembangunan kesehatan sebagai acuan perumusan, 
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan, sedangkan masalah 
teknis berkutat pada proses pelaksanaan kebijakann mencakup 
bagaimana prosedurnya, mekanismenya dan siapa saja aktor serta 
sasarannya. Masalah tersebut antara lain adanya disparitas status 
kesehatan, beban ganda penyakit, kualitas, pemerataan dan 
keterjangkauan pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat di 
bidang obat dan makanan, serta perilaku hidup bersihdan sehat. 
Masalah penting lainnya adalah akses penduduk miskin terhadap 
pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggu-
langan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah 
bencana dan kurangnya pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga 
kesehatan. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang 
harus dilayani masih rendah. Fasilitas kesehatan belum tersebar 
merata dan hanya menjangkau masyarakat di pusat-pusat kota. 
Banyaknya permasalahan tersebut menghambat tercapainya agenda 
health for all yang diupayakan pemerintah. Masalah aksesibilitas 
penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan menjadipersoalan 
serius yang belum terselesaikan. Aksesibilitas yang dimaksud 
mencakup akses fasilitas kesehatan, akses biaya kesehatan dan akses 
informasi terkait kesehatan. Selain itu, menurut Prasetyo, ada biaya 
akses lainnya yang harus dipenuhi yaitu transportasi, penginapan 
dan makanan termasuk opportunity cost (biaya yang timbul akibat 
tidak bekerja untuk memperoleh jasa kesehatan). Karakteristik 
masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan menurut 
Prasetyo bukan hanya diukur dari besaran penghasilan saja, 
melainkan juga diukur dari jarak tempuh ke pelayanan kesehatan, 
akses informasi terkait kesehatan, tingkat pendidikan dan rutinitas 
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(jam kerja) yang padat. Pada hakikatnya, pemerintah sudah 
mengupayakan pelayanan kesehatan yang accesable bagi masyarakat 
miskin melalui berbagai program dan kebijakannya seperti Jamkesos, 
ASKESKIN, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-
GAKIN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan masih banyak 
lagi. Dengan banyaknya program jaminan kesehatan diharapkan 
meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin pada pelayanan 
kesehatan. Langkah pemerintah tersebut memang sudah seharusnya 
dilakukan sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyat-
nya. Namun, Pemerintah terkesan mendominasi program pembang-
unan kesehatan dan kurang memperhatikan variasi dan potensi lokal 
masyarakat untuk membangun pelayanan kesehatan yang baik, tepat 
sasaran dan merata. Pelaksanaan pembangunan kesehatan masih 
bersifat sentralistis (topdown) dan mengandalkan pola seragam (blue-
print approach).  
Sistem pelayanan kesehatan dituntut mengikuti petunjuk 
teknis pemerintah tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat 
yang variatif. Padahal, pendekatan pembangunan yang sentralistis 
dan bersifat seragam sulit menyentuh berbagai kebutuhan lokal yang 
sangat bervariasi. Masyarakat dengan segala potensinya hanya 
dipandang sebagai obyek pembangunan kesehatan. Akibatnya, 
segala konsekuensi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya 
seringkali terjadi di luar diprediksi. Masalah-masalah seperti 
kesenjangan akses, diskriminasi, dan kurangnya efisiensi program 
menjadi hambatan serius yang luput dari perhatian. Bahkan 
parahnya dominasi pemerintah akan memicu ketergantungan 
masyarakat pada program-program kesehatan bentukan pemerintah. 
Sehingga masyarakat berpikir instan dan kurang mengembangkan 
potensi mereka untuk membangun pelayanan kesehatan yang efektif 
dan merata. Institusi lokal, sebagai bagian potensi masyarakat dalam 
tulisan ini dipandang mampu mengupayakan pelayanan kesehatan 
yang merata. Tentu saja hal tersebut terwujud bila dioptimalkan dan 
mendapat dukungan dari berbagai pihak. Institusi lokal mempunyai 
kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki institusi bentukan 
pemerintah. Institusi lokal merupakan endapan dari nilai-nilai dan 
aktivitas lokal yang telah terinstitusionalisasi dan dapat diarahkan 
untuk mengupayakan kepentingan bersama termasuk juga 
pelayanan kesehatan. Hal itu sangat disayangkan jika diabaikan dan 
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justru malah dimarginalisasi program-program kesehatan bentukan 
pemerintah. Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini ingin 
mengutarakan gagasan tentang perlunya pengembangan institusi 
lokal untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat pada umumnya 
dan masyarakat miskin pada khususnya terhadap pelayanan 
kesehatan. Tulisan ini bertujuan menawarkan wacana tentang mindset 
pembangunan yang topdown, sentralistis dan blue-printed oriented 
tidak selalu efektif dan tepat sasaran justru berpotensi menciptakan 
ketergantungan (patron-klien) dalam pelayanan kesehatan. Tujuan 
penting lainnya adalah mengarustamakan institusi lokal dalam 
pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan.  
B. Pembahasan 
Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis”, 
melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam 
program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan 
deklarasi “health for all” dan perlindungan secara khusus terhadap 
pasien “receiver” untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan 
sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban 
masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, 
baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat. 
Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran 
dasarnya menyatakan “Hukum kesehatan adalah semua ketentuan 
hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pela-
yanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik 
perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima 
pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan 
kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana pedoman medis 
nasional/internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi 
serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang 
dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan 
yang menyangkut pelayanan medis”. Hukum kesehatan menurut 
H.J.J. Lennen adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang 
berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan 
kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, dan 
hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut. Hal yang sama 
juga disampaikan oleh Van Der Mijn, hukum kesehatan dapat 
dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan 
pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum 
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perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh 
kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan pelayanan kesehatan. Sumber hukum kesehatan tidak hanya 
bertumpu pada hukum tertulis (undang-undang), namun juga pada 
jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli 
kedokteran (termasuk doktrin). Hukum kesehatan dilihat dari 
objeknya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliha-
raan kesehatan (zorg voor de gezondheid)32. Dengan demikian dapat 
dibayangkan bahwa sumber hukum kesehatan cukup luas dan 
kompleks. Bentuk hukum tertulis atau undang-undang mengenai 
hukum kesehatan diatur dalam: 
a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjut-
nya disebut UU No. 36 Tahun 2009). 
b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 2009).  
c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(selanjutnya disebut UU No. 29 Tahun 2004).  
Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum 
positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari 
aturan-aturan yang lebih umum. Sedangkan menurut Eikema 
Hommes asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum 
yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar hukum atau 
petunjuk bagi hukum yang berlaku.Ada beberapa asas hukum di 
dalam ilmu kesehatan, yaitu:  
a. “Sa science et sa conscience” artinya ya ilmunya dan ya hati 
nuraninya. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian 
seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati 
nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada penga-
turan hak-hak dokter, dimana dokter berhak menolak dilakukan-
nya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya. 
b. “Agroti Salus Lex Suprema” artinya keselamatan pasien adalah 
hukum yang tertinggi.  
c. “Deminimis noncurat lex” artinya hukum tidak mencampuri hal-
hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang 
                                                          
32 Restiyani, Ibid. 2013. 
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dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak 
berdampak merugikan pasien maka hukum tidak akan menuntut.  
d. “Res Ipsa liquitur” artinya faktanya telah berbicara. Digunakan di 
dalam kasus-kasus malpraktek dimana kelalaian yang terjadi 
tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas. 
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang tenaga 
kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus 
menggunakan ilmu dan hati nurani, serta keselamatan pasien 
harus selalu diperhatikan dan dilindungi. Tidak hanya itu pasien 
berhak menuntut ganti kerugian apabila tenaga kesehatan 
melakukan tindakan yang merugikan dirinya.33 
Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan untuk mengobati 
penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam mengobati penyakit itu 
ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Pihak-pihak yang 
terlibat di dalam pelayanan kesehatan tersebut, yaitu: a. Rumah Sakit 
Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang 
bergerak dalam bidang kesehatan. Banyak pengertian mengenai arti 
rumah sakit itu. Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2009 menyatakan 
mengenai pengertian rumah sakit yaitu “instutusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan, dan gawat darurat”. Menurut American Hospital Association, 
rumah sakit adalah suatu institusi yang fungsi utamanya adalah 
memberikan pelayanan kepada pasien.34 Pelayanan tersebut 
merupakan diagnostik dan terapeutik untuk berbagai penyakit dan 
masalah kesehatan baik yang bersifat bedah maupun non bedah. 
Muninjaya mengatakan bahwa rumah sakit merupakan bagian dari 
sistem pelayanan publik kesehatan yang harus memenuhi kriteria 
availability, appropriateness, continuity sustainability, acceptability, 
affordable, dan quality, sedangkan menurut Siregar rumah sakit adalah 
                                                          
33 Soetomo. Persoalan Pengembangan Institusi Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial 
dan Politik. Vol. 10, Nomor 1Juli. 2006. hlm. 51. 
34 Uphoff (1986) dalam bukunya Local Institutional Development: An Analytical 
Sourcebook, hlm. 80-109 sudah menjelaskan secara teoretik beserta contoh 
kasusnya tentang bagaimana pengembangan institusi lokal untuk pelayanan 
kesehatan dasar. Institusi lokal mampu mengemban isu-isu pelayanan 
kesehatan dasar seperti akses, biaya, program preventif dan kuratif, persepsi 
terhadap biaya dan manfaat serta pelayanan dan kebutuhan privat dan 
publik. 
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suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah 
khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil 
terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah 
medik modern, yang semuanya terkait bersama-sama dalam maksud 
yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan 
yang memberikan pengobatan secara menyeluruh kepada semua 
masyarakat yang membutuhkan, dan mempunyai tenaga medis yang 
profesional dibidangnya masing-masing. Rumah sakit sebagai pihak 
yang melakukan pelayanan kesehatan memiliki tugas dan fungsi 
secara jelas diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 44 Tahun 2009.  
Dengan demikian diharapkan akan tercipta hubungan yang 
baik antara rumah sakit dan pasien, dan juga dapat mencegah segala 
tindakan yang dapat merugikan rumah sakit maupun pasien. Rumah 
sakit memiliki beberapa jenis dan klasifikasi. Berdasarkan Pasal 18 
UU No. 44 Tahun 2009, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis 
pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang 
diberikan dalam pada Pasal 19 dijelaskan rumah sakit dikategorikan 
dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit 
umum yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan 
pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit 
khusus yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada 
satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin 
ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan 
lainnya. Pada Pasal 20 UU No. 44 Tahun 2009, pengelolaannya rumah 
sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit 
privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dapat dikelola 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang 
bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat dalam Pasal 21 
dijelaskan sebagai rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum 
dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau 
Persero. Pasal 24 UU No. 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam 
rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan 
fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus 
diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan 
rumah sakit. Klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas rumah sakit 
umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas 
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C, dan rumah sakit umum kelas D. 18 Sedangkan klasifikasi rumah 
sakit khusus terdiri atas rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit 
khusus kelas B, dan rumah sakit khusus kelas C. Berdasarkan 
ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
No.340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit 
(selanjutnya disebut Permenkes No. 340 Tahun 2010), mengatur 
secara jelas bahwa klasifikasi rumah sakit tersebut ditetapkan 
berdasarkan pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana dan 
prasarana, serta administrasi manajemen. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa tidak semua rumah sakit memilki kemampuan 
pengobatan serta peralatan medis yang lengkap dan memadai. Jadi 
rumah sakit yang tidak mempunyai peralatan medis yang lengkap 
mempunyai kewajiban untuk merujuk pasien ke rumah sakit yang 
lebih baik, apabila rumah sakit merasa sudah tidak mampu lagi 
memberikan pengobatan yang maksimal kepada pasien. Rumah sakit 
secara garis besar dibagi dua, yaitu rumah sakit swasta dan rumah 
sakit pemerintah. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang 
didirikan oleh pihak swasta atau non pemerintah, yaitu beberapa 
orang sepakat untuk mendirikan badan hukum dan badan hukum ini 
melakukan kegiatan dalam bidang pendirian dalam menjalankan 
rumah sakit. Rumah sakit pemerintah memiliki arti yaitu rumah sakit 
yang didirikan oleh pemerintah yang peraturannya sudah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk badan 
hukum rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta lazimnya 
digunakan oleh yayasan. Pemberian pelayanan kesehatan di rumah 
sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta tidaklah berbeda. 
Kedua jenis rumah sakit ini juga mempunyai kewajiban untuk 
merujuk pasien, apabila mereka sudah tidak mampu memberikan 
pengobatan kepada pasien. Perbedaan antara ke dua jenis rumah 
sakit ini hanyalah pendirinya saja, rumah sakit pemerintah didirikan 
oleh pemerintah sedangkan rumah sakit swasta didirikan oleh 
beberapa orang atau pengusaha. b. Pasien Pasien adalah seseorang 
yang memerlukan suatu pengobatan baik di rumah sakit maupun 
balai pengobatan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 44 
Tahun 2009, pasien memiliki pengertian yaitu setiap orang yang 
melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung di rumah sakit. Pasien di rumah sakit dalam 
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praktiknya menurut Pasal 1 angka 1 dikelompokkan ke dalam 
berikut ini:  
a) Pasien opname yaitu pasien yang memperoleh pelayanan kese-
hatan dengan cara menginap atau dirawat di rumah sakit atau di-
sebut juga pasien rawat inap.  
b) Pasien rawat jalan yaitu pasien yang memperoleh pelayanan 
kesehatan tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap 
Pasien adalah subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil 
akhir layanan bukan hanya sekadar objek. Hak-hak pasien harus 
dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu baro-
meter mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat men-
jadi pangkal tuntutan hukum.  
Menurut Fuadi kewajiban hukum yang utama dari seorang 
dokter terdapat empat hal, yaitu: 
a. Kewajiban melakukan diagnosis penyakit.  
b. Kewajiban mengobati penyakit. 
c. Kewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pasien 
dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta atau ti-
dak.  
d. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien terhadap 
tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter setelah dokter 
memberikan informasi yang cukup dan dimengerti oleh pasien. 
Dengan demikian dokter dalam menjalankan profesinya harus 
besikap profesional dan lebih mementingkan penyembuhan 
penyakit yang diderita oleh pasien. Kewajiban seorang dokter 
dalam memberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis 
harus dijalankan sebagaimanamestinya, karena hal ini menyang-
kut keselamatan serta kesembuhan pasien tersebut.35 Perawat 
Pengertian perawat diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan 
Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang 
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (selanjutnya disebut 
Permenkes No. HK.02.02 Tahun 2010) yang menyatakan bahwa, 
“perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat 
baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan”. Perawat juga dapat diartikan suatu 
                                                          
35 Palutturi, Sukri. (2010). Kesehatan itu Politik. E-media Solusindo: Sema-
rang. 
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profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang 
menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi 
serta saling memengaruhi dan dapat memberikan dampak 
terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan. Pasal 12 ayat (1) 
Permenkes No. HK.02.02 Tahun 2010 menjelaskan tentang kewaji-
ban perawat, yaitu:  
a. Menghormati hak pasien. 
b. Melakukan rujukan.  
c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.  
e. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien 
dan pelayanan yang dibutuhkan.  
f. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dila-
kukan.  
g. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis.  
h. Mematuhi standar.  
Dengan demikian dapat dijelaskan perawat merupakan suatu profesi 
di dalam pelayanan kesehatan dan berada dalam situasi yang 
menyangkut hubungan antara dirinya dengan pasien. Pada proses 
hubungan antara perawat dengan pasien, pasien mengutarakan 
masalahnya dalam rangka mendapatkan pertolongan yang artinya 
pasien me3. Tujuan dan Langkah Menuju Keselamatan Pasien sudah 
merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki beberapa 
tujuan, yaitu trciptanya budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit, 
meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masya-
rakat, menurunnya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di Rumah 
Sakit, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak 
terjadi pengulangan KTD.  
Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban 
yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan 
perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami 
kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak 
tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Menurut 
Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum adalah kewajiban 
menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku 
dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang 
tanggung jawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma 
hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban 
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sesuai dengan norma hukum yang dilanggar. Ridwan Halim 
mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih 
lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak 
dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab 
hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau 
berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan 
yang telah ada. Dengan demikian tanggung jawab hukum diartikan 
sebagai suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala 
akibat dari tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang 
diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang 
melanggar tersebut wajib bertanggung jawab dan mengganti 
kerugian yang telah diperbuatnya.  
Apabila kesalahan dilakukan oleh dokter, maka rumah sakit 
yang bertanggung jawab secara umumnya dan dokter sebagai 
pelaksana tindakan medis dapat dikenakan sanksi Dengan demikian 
pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan merupakan 
pertanggungjawaban yang terjadi karena adanya unsur kesalahan 
atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merugikan 
pasien. Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga 
kesehatannya harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatannya tersebut. 2. Upaya Hukum 
Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perdata Upaya hukum 
penyelesaian sengketa dalam hukum perdata selain melalui 
pengadilan (litigasi), dapat juga dilakukan di luar pengadilan (non 
litigasi). Menurut Rachmadi Usman, bahwa selain melalui 
pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan 
di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan 
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Penyelesaian sengketa dalam pelayanan kesehatan pun 
dibagi dua, yaitu mediasi (non litigasi) dan pengajuan gugatan 
melalui pengadilan (litigasi) a. Mediasi (Non Litigasi) Para ahli 
mengungkapkan pengertian mediasi yaitu suatu proses penyelesaian 
sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara 
mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki 
kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator 
dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. 
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk mendapatkan keadilan, 
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kemanfaatan dan kepastian hukum, disamping proses ini akan 
mengurangi penumpukan perkara perdata di pengadilan. Langkah-
langkah yang diambil dalam mediasi mengutamakan winwin 
solution dan berfikir ke masa depan yang lebih baik. Penyelesaian 
sengketa dalam pelayanan kesehatan diharuskan terlebih dahulu 
melalui proses mediasi. Hal tersebut ditekankan dalam Pasal 29 UU 
No. 36 Tahun 2009 yang berisi, “dalam hal tenaga kesehatan diduga 
melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian 
tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. 
Beberapa alasan penting memilih mediasi dibandingkan penyele-
saian sengketa melalui pengadilan antara lain (1) Mediasi sebagai 
jalan untuk menyelesaikan perbedaan maupun pengertian serta 
tuntutan yang dipersoalkan oleh para pihak, dengan alasan bahwa 
mediasi membutuhkan waktu jauh lebih sedikit dibandingkan 
melalui jalur secara hukum yang umum. (2) Proses mediasi bersifat 
rahasia, artinya bahwa pasien dan keluarganya serta tenaga 
kesehatan dijaga kerahasiannya, apapun yang terjadi dalam proses 
mediasi tetap rahasia. (3) Dalam sengketa medis, mediasi 
menawarkan beberapa kemungkinan dan fleksibilitas untuk 
menyelesaikan sengketa dan sebagai kontrol para pihak 
menyelesaikan lebih baik. (4) Alasan lain dalam memilih mediasi 
sebagai penyelesaian sengketa medis, merupakan usaha yang 
dilakukan atas usaha bersama para pihak. Dengan demikian mediasi 
melalui jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan 
kesehatan merupakan penyelesaian yang wajib dilakukan terlebih 
dahulu. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi akan lebih 
cepat ditemukan solusinya dan solusi yang tercapai pun akan saling 
menguntungkan kedua belah pihak. b. Pengajuan Gugatan melalui 
Pengadilan (Litigasi) Pasien yang merasa dirugikan akibat perbuatan 
tenaga kesehatan dapat menyelesaikannya melalui peradilan secara 
perdata dengan cara mengajukan gugatan. Pada umumnya tata cara 
penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui peradilan 
perdata diatur dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. 
Pengajuan gugatan ini dilakukan apabila pihak terkait tidak 
mencapai kata sepakat dalam proses mediasi yang dilakukan antara 
pasien dengan rumah sakit ataupun tenaga kesehatannya. 41 Dasar 
hukum seorang pasien boleh melalui jalur peradilan perdata terdapat 
dalam Pasal 32 huruf q UU No. 44 Tahun 2009 menyatakan, “setiap 
85 
pasien mempunyai hak menggugat dan/atau menuntut rumah sakit 
apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai 
dengan standar baik secara perdata ataupun pidana”. Tidak hanya 
itu di dalam Pasal 66 Ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 menjelaskan 
“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan 
tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat 
kerugian perdata ke pengadilan”. Berdasarkan hal tersebut 
pengajuan gugatan melalui pengadilan diperbolehkan dan menjadi 
hak pasien apabila merasa dirugikan oleh tindakan medis yang 
diberikan, akan tetapi pengajuan gugatan ini dilakukan apabila 
proses mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan 
yang diinginkan.mpercayakan dirinya terhadap asuhan keperawatan 
yang diberikan.  
Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara 
kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu 
memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat 
dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa 
memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa 
menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta 
mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan 
demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati 
sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan 
sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan 
untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasioal. 
Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan 
pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, 
dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan: Setiap 
orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan 
dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak 
atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan 
sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat 
menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, 
atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf 
kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya. Ibu dan anak berhak 
mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang 
dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati 
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perlindungan sosial yang sama. Jaminan hak atas kesehatan juga 
terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum 
PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara 
peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk 
menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan 
fisik dan mental. Perlindungan terhadap hak-hak Ibu dan anak juga 
mendapat perhatian terutama dalam Konvensi Hak Anak. Instrumen 
internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada 
Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan ayat 1 Deklarasi 
Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan kekurangan Gizi. 
Pada lingkup nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan 
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 9 UU Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap 
orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup 
tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap 
orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan 
atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat 
dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. 
Kewajiban Pemerintah Landasan utama bahwa perlindungan HAM 
merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa 
sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk 
melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep 
negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah 
memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk 
bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan 
mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi 
hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar 
haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. 
Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban 
pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk 
memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki 
landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 
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menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan 
dalam Pasal 8 UU HAM. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan 
menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya 
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU 
Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan hak 
atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang 
meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi 
penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin 
ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan 
lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan 
dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan 
kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana 
kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan 
pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.  
C. Penutup  
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas 
adalah Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak 
asasi manusia. Hal itu terbukti dari perlindungan, pemajuan, 
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tang-
gung jawab Pemerintah dan sangat diperhatikan oleh Pemerintah 
sehingga masyarakat juga semakin sadar akan hak-hak asasi orang 
lain yang harus dihormati dan dihargai. Selain itu, Pemerintah juga 
meningkatkan dan mengatur hak-hak asasi manusia dalam bidanng 
kesehatan, yang dibuktikan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan sehingga hak-hak pasien sebagai penerima 
pelayanan kesehatan dapat terlindungi. 
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HAK PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT TERPENCIL 
Iqbal Maulana Rahman36 
 
Abstrak 
Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan 
memperoleh pendidikan merupakan hak warga negara sebagaimana 
undang-undang telah mengaturnya. Sentuhan yang diberikan dalam 
pendidikan alternatif yang diberikan bagi masyarakat penduduk pulau 
terpencil adalah sentuhan yang tulus dan khas karena keikhlasan dalam 
mendidik masyarakat pulau terpencil adalah hal utama yang harus dimiliki 
oleh para pendidik yang akan terjun ke sana. Akses, biaya, sumber daya 
manusia merupakan point terpenting yang harus benar-benar diperhatikan 
untuk memberikan hak pendidikan kepada masyarakat terpencil. Dalam 
memenuhi hak-hak pada masyarakat terpencil telah diatur oleh undang-
undang yang telah mengaturnya. Dari ke tiga point tersebut disinilah bisa 
mengawali jalannya pemerataan terhadap suatu hak pendidikan bagi 
masyarakat terpencil. Selain itu peranan dari pemerintah sangat berpe-
ngaruh dalam mewujudkan penegakan hak asasi manusia di bidang 
pendidikan pada masyarakat terpencil. Tidak sampai disitu masyarakat 
sekitar juga bisa membantu di dalamnya antara lain dengan membuat suatu 
komunitas atau sebuah organisasi yang di dalamnya juga ikut serta dalam 
menegakkan hak asasi manusia di bidang pendidikan pada masyarakat 
terpencil. Mengingat hal itu semua pendidikan merupakan salah satu pilar 
utama dalam memajukan sebuah bangsa.  
Kata kunci: pendidikan, masyrakat terpencil 
A. Pendahuluan 
Berbicara tentang pendidikan kita semua pasti sudah tahu 
bahwa betapa pentingnya pendidikan tersebut. Pendidikan, 
kemampuan, pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita 
miliki untuk hidup di masa sekarang serta yang akan datang. Tentu 
saja pendidikan, kemampuan, wawasan dan pengetahuanlah yang 
kita butuhkan. Di dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang 
kita dapatkan. Tetapi entah mengapa banyak sekali warga di Indo-
nesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana 
mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah 
Indonesia ini. Sepertinya kesadaran mereka tentang pentingnya 
pendidikan perlu ditingkatkan. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar 
wilayahnya berupa wilayah perairan kemudian disebut dengan 
negara maritim. Kondisi ini membawa keuntungan tersendiri bagi 
Indonesia. Wilayah pantai selalu menjadi daya tarik tersendiri dan 
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digunakan sebagai kawasan wisata bahari. Selain itu, banyak sumber 
daya alam yang dihasilkan dari laut. Jika dilihat dari kacamata ini, 
Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terutama bagi masyarakat 
yang tinggal diwilayah pesisir pantai. 
Pandangan ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Masyarakat 
pesisir pantai, sebagian besar justru masih hidup dibawah garis 
kemiskinan. Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan 
yang rendah. Kondisi ini turut memperparah kondisi sosial ekonomi 
masyarakat pesisir. Hal ini adalah sebuah ironi. Banyak investor yang 
datang untuk mengembangkan kawasan pesisir pantai, namun 
masyrakat setempat tidak mengalami banyak perubahan, bahkan 
kondisi mereka semakin terpuruk. Pengembangan kawasan wisata 
sering sekali bersifat tidak ramah lingkungan. Kondisi ini diperparah 
dengan kerusakan lingkungan di wilayah pantai yang notabene 
menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir. 
Masyarakat pesisir juga selalu hidup dalam ketidakpastian. 
Kenyamanan mereka sangat tergantung pada kondisi air laut, tidak 
jarang banjir rob menggenangi tempat tinggal mereka di kala air laut 
pasang. Akhir - akhir ini, ancaman tsunami juga sering menghantui 
mereka. Laut adalah sahabat sekaligus ancaman bagi mereka. 
Singkatnya, keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir berada 
di ujung tanduk. 
Upaya memperdayakan masyarakat pesisir dapat ditempuh 
melalui pendidikan alternatif yang mampu membawa pada proses 
kemandirian, tidak bergantung pada penentu kebijakan. Melalui 
pendidikan alternatif ini, mereka tidak selalu menjadi objek berbagai 
proyek pembangunan wilayah pantai. 
Pendidikan alternatif menjadi salah satu mekanisme sosial 
untuk mengangkat derajat sosial ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini 
disebabkan pertama, melalui pendidikan masyarakat akan dibawa 
menuju pemikiran baru yang nantinya akan membantu mereka 
mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik. Kedua, pendidikan 
adalah aset jangka panjang yang tidak ternilai harganya. Produk 
pendidikan tidak dapat dinikmati seketika, namun memerlukan 
waktu yang sangat panjang. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat 
pesisir memiliki kemungkinan kecil untuk mengenyam pendidikan 
di sekolah formal. Selain biaya yang cukup mahal, jeratan ekonomi 
keluarga tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti berbagai 
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“aturan main” dalam sekolah formal, misalnya anak usia sekolah 
harus membantu orang tuanya, sehingga mereka tidak memiliki 
waktu belajar yang maksimal. Keempat, pendidikan alteranatif lebih 
fleksibel dalam arti waktu dan materi pembelajaran, tidak seperti 
pendidikan formal. 
Pendidikan alternatif adalah sebuah sistem pendidikan yang 
berakar pada kebutuhan komunitas, misalnya komunitas (masya-
rakat) pesisir. Melalui pendidikan alternatif ini, masyarakat pesisir 
akan dibawa menuju pada proses pembebasan dan kemndirian. 
Secara garis besar, ada dua sasaran utama dalam pendidikan 
alternatif bagi masyarakat pesisir ini, yaitu perempuan dan anak. 
Perempuan adalah subjek pendidikan alternatif dikarenakan 
secara umum, mata pencarian utama masyarakat pesisir adalah 
nelayan. Sebagian besar nelayan adalah suami atau pemuda, dalam 
hal ini, posisi perempuan hampir selalu bergantung pada laki - laki 
(suami). Posisi perempuan lebih sebagai pihak yang pasif yang 
kurang memiliki inisiatif. Di saat suami mereka melaut, mereka 
mempunyai banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk 
“memberdayakan” mereka. 
Anak menjadi subjek kedua dikarenakan anak merupakan 
generasi penerus keluarga. Pada keluarga nelayan, sebagai besar 
akan menjadi mekanisme reproduksi sosial sebagaimana dijelaskan 
Bordieu (2004). mekanisme ini akan menyebabkan anak nelayan pada 
akhirnya akan menjadi nelayan pula. Dengan kata lain, keluarga 
nelayan tidak akan mengalami perubahan yang cukup berarti, 
misalnya perubahan dari sisi ekonomis. Masyarakat nelayan sela-
manya akan tetap “dimiskinkan” secara struktural. Apabila kondisi 
ini dibiarkan terus menerus tentu saja akan membawa kerugian bagi 
masyarakat pesisir.    
Ada beberapa materi dasar yang perlu disampaikan dalam 
pendidikan alternatif bagi masyarakat pesisir. Pendidikan alternatif 
ini tidak dapat berlangsung tanpa dukungan semua pihak. Ketika 
masyarakat memperoleh berbagai pengetahuan serta keterampilan 
tambahan , mereka juga masih memerlukan dukungan finansial, 
misalnya modal usaha, sering kali program pengentasan kemiskinan 
hanya sebatas pemenuhan kebutuhan finansial, namun tidak 
didukung dengan penguatan modal sosial mereka. Untuk itu, selain 
menambah keterampilan, juga perlu diupayakan untuk meningkat-
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kan modal sosial masyarakat pesisir, terutama untuk memperluas 
jaringan sosial mereka.37  
Pentingnnya peranan pendidikan yang mesti diberikan pada 
mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian. Pendidikan 
bakal membawa kemajuan bagi masyarakat, kemampuan untuk 
mengembangkan hasil pendidikan dan latihan yang mereka pernah 
peroleh untuk meningkatkan pembangunan masyarakat desa. 
Dengan mengutip dari pemerintah Nyrere (Afrika) tentang rencana 
dan pengeterapan pembangunan msyarakat desa dapat ditarik garis 
pemikirannya, bahwa antara pembangunan masyarakat desa dan 
pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.38 
Mungkin sedikit demi sedikit Indonesia juga sadar akan 
pentingnya pendidikan. Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang 
jatuh pada tanggal 2 Mei menitikberatkan atau mengambil tema 
pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa dan 
seperti yang diberitakan bahwa Kementrian Pendidikan Nasional 
telah menyediakan infrastruktur terkait akses informasi bekerja sama 
dengan MNC Group, melalui TV berbayarnya, Indovision 
menyiarkan siaran televisi untuk pendidikan.Dan juga penyediaan 
taman bacaan di pusat perbelanjaan. Namun apakah pendidikan 
karakter ini bisa mengubah masalah-masalah yang sering kita hadapi 
dalam dunia pendidikan? 
Bagaimana cara untuk menyelasaikan permasalah diatas 
yakni dengan mengutamakan dengan memperhatikan masalah anak 
muda. Didesa pandangan masyarakat tentang pertanian masih 
sempit dan kuno, serta cara hidup mereka yang keras, sekolah pada 
umumnya tidak banya berarti. Oleh karena itu hal sangat 
memprihatinkan pemerintah harus bersikap tegas dalam menangani 
permasalahan tersebut khusunya di bidang pendidikan. 
B. Pembahasan 
Pengaturan Hak Masyarakat Terpencil 
Pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak 
masyarakat hukum adat baik daerah pedalaman hingga terpencil 
telah tertuang di dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana 
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yang dinyatakan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan 
tentang hak-hak masyarakat. 
Dengan adanya pengakuan oleh negara, sudah seharusnya 
pemerintah sebagai representasi dari negara yang memberikan 
perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum 
adat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yaitu negara lahir untuk 
melindungi warga negaranya namun pelanggaran hak-hak masya-
rakat hukum adat terhadap tanah dan sumber daya alamnya masih 
saja terjadi, justru didalam perkembangan negara ini masyarakat 
hukum adat selalu menjadi korban dari kebijakan-kebijakan 
pemerintah. 
Kalau kita lihat hukum di indonesia mendefinisikan 
masyarakat adat di dalam berbagai peraturan ditemukan beragam 
istilah untuk menyebut masyarakat hukum adat. Istilah tersebut 
dimulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat 
hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat 
tradisional. Perbedaan istilah itu menunjukkan pluralime masyarakat 
hukum adat.39 
Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidu-
pan bangsa, untuk memajukan Hak Asasi Mnusia di Indonesia, 
pendidikan juga menjadi alat penting untuk memajukan 
pengetahuan, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain 
pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, 
pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara 
kepada rakyatnya. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang 
dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di 
Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam UUD 1945. Tanggung 
jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal 
dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah 
“….mencerdaskan kehidupan bangsa….” Sebagaimana yang tertu-
ang di dalam pembukaan UUD 1945. 
Berangkat dari hal tersebut, sudah sepantasnya seluruh warga 
negara Indonesia mengupayakan kemajuan pendidikan di Indonesia. 
Hal sentral yang perlu diperhatikan adalah upaya memajukan 
                                                          
39 https://guruppkn.com/peraturan-perundang-undangan-otonomi-daerah 
diakses pada tanggal 23 oktober 2018, pukul 01.26 WIB. 
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pendidikan sangat erat kaitanya dengan pemenuhan hak atas 
pendidikan.40 
Akses pendidikan dasar di daerah perbatasan hingga saat ini 
masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Pemerintah masih 
mencari formula untuk membuat pemerataan pendidikan bagi anak-
anak di daerah-daerah terpencil. Staf Ahli Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah James 
Modouw mengatakan, persoalan akses masih menjadi poin utama 
tidak meratanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi 
anak-anak di daerah terpencil. Menurut James, anak-anak yang ingin 
merasakan dunia pendidikan harus menempuh jarak yang jauh 
untuk sampai ke sekolah. Kondisi jalannya pun berat. Akses 
(masalah) terutama. Persebaran anak-anak sekolah jumlahnya 
terbatas. Jumlahnya sedikit-sedikit dengan jarak yang jauh-jauh. 
Tidak hanya itu, jumlah guru yang mengajar di perbatasan 
dan daerah terpencil juga sedikit. Kondisi itu semakin mempersulit 
pendirian sekolah baru di perbatasan dan daerah terpencil. 
Sebetulnya, kondisi itu bisa diselesaikan dengan cara membuat 
asrama untuk para anak didik. Namun, untuk melakukan hal itu 
dibutuhkan dana yang tidak sedikit.  
Saat ini, ada dua program yang sedang dilakukan pemerintah 
untuk melakukan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan. 
Salah satunya adalah mengawal pendidikan anak didik yang 
berprestasi untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Selain itu juga membangun sekolah terbuka, seperti SMP 
terbuka, SMA terbuka, dan sekolah paket. Hal itu memungkinkan 
bagi anak didik untuk belajar di mana saja. Untuk dari pihak 
gurupun kadang - kadang sulit untuk menemukan tranportasi dari 
lokasi yang satu dengan yang lain melainkan juga harus 
mengeluarkan biaya yang besar untuk transportasinya. Dengan 
kondisi yang seperti itu, ia berharap pemerintah daerah ikut andil 
dalam memecahkan masalah tersebut. Apalagi, kewenangan 
pengelolaan sekolah dasar ada di pemerintah daerah masing-masing. 
                                                          
40 https://orinaru.wordpress.com/2012/10/08/penegakan-hak-asasi-manu-
sia-ham-di-dunia-pendidikan-indonesia/ diakses pada tanggal 07Oktober 
2018, pukul : 18.40 WIB. 
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Pemerintah daerah harus melakukan upaya intervensi ke 
daerah-daerah terpencil. Karena mereka warga negara Indonesia, 
orang-orang yang punya hak yang sama. Pendidikan dasar sangat 
berperan dalam membangun kualitas manusia. jika dasarnya sudah 
bagus, selanjutnya juga akan bagus.41  
Peran dari pemerintah itu sendiri dalam memenuhi 
pendidikan masyarakat terpencil. Hal itu bisa dilakukannya dengan 
menerapkan kegiatan-kegiatan inovasi pendidikan.. Berbagai proyek 
inovasi, meliputi semua jenis dan tingkat pendidikan, baik di sekolah 
maupun di luar sekolah yaitu: 
a) Proyek (PAMONG) 
Proyek Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru 
ini bekerja sama antara BP3K Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan SEAMEO Regional INNOTECH Center. 
Perkataan PAMONG sendiri adalah singkatan dari Pendidikan 
Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru  dan dipergunakan 
sejak kegiatan pencarian alternatif atau pelengkap bagi pendi-
dikan dasar pada umumnya. Proyek PAMONG itu sendiri 
meliputi tingkat SD. Prinsip ini merupakan upaya peningkatan 
pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di 
tingkat desa. 
Sistem SD PAMONG berusaha untuk menempatkan anak didik 
sebagai subjek pendidikan, melibatkan anggota masyarakat dan 
orang tua untuk berperan secara lebih aktif dalam pendidikan 
dan mengubah peranan guru agar dapat bekerja efisien dan 
efektif. 
b) Pendidikan Pramuka untuk Transmigrasi. 
Tujuan dari proyek ini adalah menjadikan pendududk desa agar 
menaruh minat terhadap pembangunan dan mengurangi 
penduduk untuk pindah ke kota. Mereka yang mendapatkan 
pendidikan ke pramukaan biasanya adalah para pemuda putus 
sekolah yang berumur antara 6 - 25 tahun. Para pramuka 
mengikuti latihan keterampilan di bidang peternakan, pertanian, 
bercocok tanam, irigasi, panen padi serta mengolah dan menjual 
                                                          
41 https://regional.kompas.com/read/2016/11/04/07093351/akses.pendid-
ikan.di.daerah.terpencil.jadi.tantangan.berat.pemerintah diakses pada tang-
gal 07 Oktrober 2018, pukul : 19.25 WIB. 
96 
beras. Bila mereka kembali kedesa atau datang di daerah 
transmigrasi akan menjadi penyuluh bagi saudara mereka atau 
penduduk yang kurang pengetahuannya. Kegiatan proyek 
dilaksanakan dibawah pengawasan Badan Pengembangan Pen-
didikan.42 
c) Pemerintah menyediakan tempat belajar (pada daearah terpencil 
khususnya) yakni lembaga pendidikan negeri dan swasta, 
kebutuhan anak yang bersekolah seperti alat belajar, pakaian, 
makan dan kesehatan.43  
Dari peran pemerintah diatas dengan menerapkan kegiatan-kegiatan 
inovasi pendidikan sebagaimana yang dimaksud diatas kurang lebih 
pemerintah telah memenuhi dan membantu pendidikan pada 
masyarakat terpencil. 
Pendidikan dan pelatihan masyarakat adalah unsur-unsur 
penting dalam setiap program pembangunan masyarakat. Oleh 
karena itu harus diakui bahwa melek huruf diperlukan untuk dapat 
memperoleh keterampilan di semua bidang pekerjaan dan bidang 
pertanian tentu bukan pengecualian. Pendidikan masyarakat 
sebaiknya sekaligus berusaha mengurangi tuna aksara dan menutup 
kekurangan - kekurangan lainnya di bidang pendidikan kiranya akan 
bergua jika berbagai bantuan jasa yang selayaknya dapat diberikan 
oleh pemerintah kepada para petani dan keluarganya sebagai 
keistimewaan yang penting dalam pembangunan pedesaan. 
1) Sekolah pedesan secara ideal harus menjadi pusat masyarakat 
denga guru sebagai anggota tim pembangunan masyarakat yang 
penting. Jika di luar jam pelajaran sekolahnya ia membantu 
penyelenggaraan kelas pemberantasan tuna akasara untuk orang 
dewasa, maka ia harus memperoleh penghargaan yang sesuai 
dan ini dapat menjadi intensif tambahan yang dapat menahan 
dia tetap tinggal di daerah yang terpencil. 
2) Para petani harus dapat memperoleh manfaat jasa berkala dari 
pekerja penyuluh pertanian yang kompeten dan yang berhasil 
menanamkan rasa kepercayaan dalam masyarakat petani 
                                                          
42 Ary H. Gunawan, Kebijakan Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Bina 
Aksara, Jakarta 1986, hlm. 66. 
43 Ary H. Gunawan, Kebijakan Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Bina 
Aksara, Jakarta 1986, hlm. 66. 
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setempat. Hal ini juga berlaku juga bagi petugas urusan 
permukiman dan pejabat pemerintahan lainnya yang 
bersangkutan dengan proyek-proyek pembangunan masyarakat. 
Kegiatan-kegiatan lain khusus bertujuan memberi pelayanan 
kepada para petani perlu disebut juga, karena kesejateraan 
kehidupan daerah pedesaan tidak akan lengkap tanpa kegiatan 
para ahli mesin, ahli listrik, dan ahli -ahli di bidang lainnya; 
mereka yang membangun rumah, gedung sekolah dan pusat 
kesehatan; dan mereka yang bersangkutan dengan pengembang-
an niaga dan industri lokal. 
3) Sekalipun terhambat oleh tradisi, peranan wanita di desa tidak 
dapat dilupakan . kepandaian mereka memilik dalam hal gizi, 
kesehatan, kebersihan, perumahan, pemeliharaan anak dan 
aspek-aspek lain kerajian rumah tangga di samping 
sumbangannya dalam produksi bahan pangan. Untuk itu perlu 
diadakan pengaturan yang khusus dari pemerintah agar 
kebutuhan kaum wanita di desa pada semua tingkat pendidikan 
dan latihan dapat terpenuhi, karena mereka mempunyai peranan 
yang mutlak diperlukan dalam usaha pembangunan rakyat 
dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, perkumpulan ibu - 
ibu dapat membawa manfaat yang berarti bagi kehidupan 
masyarakat desa, dengan ketentuan bahwa pengalaman dan 
keahlian yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan proyek - 
proyek yang bersangkutan.44  
Pendidikan adalah kunci perubahan bangsa. Tolak ukur kemajuan 
suatu negara dapat dilihat dari perkembangan dunia pendidikan. 
Bahkan negara-negara di dunia menegaskan dalam konstitusi 
tentang implementasi pendidikan sebagai tujuan nasional.  
Berdasarkan rembuk hasil RPJMN 2015-2019, dihasilkan studi 
yang sangat pokok yakni ulasan pencapaian pendidikan terkendala 
akibat kesenjangan antar wilayah dalam hal akses. Kondisi ini sangat 
miris karena Indonesia telah merdeka selama 70 tahun namun akses 
pendidikan belum merata. 
Wilayah pedalaman adalah fokus dan harus mendapat 
perhatian serius dari pemerintah. Hal ini disebabkan masih terdapat 
                                                          
44 G.M Coverdale, Merencanakan Pendidikan Sehubungan Dengan Pembangunan 
Daerah Pedesaan, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 26. 
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banyak wilayah terpencil dan terisolir yang menjulang dari Sabang 
sampai Merauke. Lima pulau besar dimulai dari barat, tengah hingga 
timur Indonesia masih memiliki daerah yang masih belum 
berkembang dan terpencil. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa lima pulau besar tersebut 
memiliki ketimpangan yang berbeda satu sama lain. Contohnya, 
akses pendidikan di Pulau Jawa sudah berkembang pesat dan 
menjadi pusat berdirinya universitas terkemuka di Indonesia. 
Sebagai Pulau yang menjadi tempat ibukota berada, menempatkan 
posisi pendidikan di Pulau Jawa cepat berkembang. 
Berbeda jauh dengan akses pendidikan yang berada di luar 
Jawa. Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi saat ini sudah 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan, meski masih 
ditemui daerah terpencil. Pulau Sumatera masih memiliki wilayah 
yang akses pendidikannya rendah seperti di pedalaman Aceh, 
Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Wilayah pedalaman Kalimantan dan 
Sulawesi juga masih memiliki daerah yang belum berkembang dalam 
akses pendidikan. 
Pulau yang paling disoroti di Indonesia karena keterting-
galannya adalah Papua. Pulau paling timur Indonesia ini merupakan 
pulau yang memiliki mayoritas daerah tertinggal dibandingkan 
dengan pulau besar lainnya di Indonesia. Bahkan untuk mengejar 
ketertinggalan di pulau ini, pemerintah memberikan Otonomi Khu-
sus (Otsus). Namun, akses pendidikan tetap saja masih sulit dipe-
roleh.  
Papua di bagi menjadi dua provinsi yakni Provinsi Papua dan 
Papua Barat. Bagian selatan dari Papua adalah daerah yang 
didominasi daerah tertinggal yakni Kabupaten Asmat, Merauke, 
Boven Digoel dan Mappi. Wilayah ini masih memiliki desa-desa 
terpencil dan akses untuk menjangkau daerah ini sangat minim. 
Bahkan Kabupaten Asmat adalah daerah yang mendapatkan 
Tunjangan Daerah Pedalaman (TDP) dari pemerintah lima tahun 
berturut-turut karena memiliki banyak desa terpencil dan belum 
berkembang. 
Ketertinggalan suatu daerah biasanya diakibatkan karena 
letak secara geografis relatif terpencil, kuantitas sumber daya 
manusia relatif sedikit dengan kualitas yang relatif rendah, dan 
kondisi infrastruktur sosial ekonomi kurang. 
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Dekade ini pemerintahan semakin menunjukkan kinerjanya. 
Presiden Jokowi dengan motto “kerja dan kerja” akhirnya membuat 
kebijakan yang benar menyentuh masyarakat luas. Membuka akses 
di daerah pinggiran dan pedesaan adalah aspek yang terlihat nyata. 
Tak tanggung-tanggung ratusan kilometer jalan telah 
dibangun hingga ke pelosok negeri. Buka akses hingga daerah 
terpencil ini memiliki dampak yang sangat strategis terhadap 
kemajuan bangsa. Kita dapat melihat bahwa deaerah pedesaan mulai 
dapat mengepakkan sayap. 
Contoh kecilnya adalah masyarakat pedesaan dan pedalaman 
dapat menjual bahan hasil pertanian maupun laut, mudah 
mendapatkan kebutuhan yang tidak ditemui di desa, fasilitas di desa 
mulai bertambah dan berkembang. 
Pembangunan besar-besaran dari Presiden Jokowi yang 
menimbulkan pengaruh yang positif untuk setiap aspek kehidupan. 
Jalan adalah akses yang sangat prioritas dalam roda kehidupan. 
Pemerintah dapat membantu masyarakat pinggiran yang jauh dari 
akses perkotaan dengan adanya pembangunan jalan. 
Hal utama yang terkena impak adalah akses pendidikan yang 
semakin merata. Hal ini terbukti saat penulis menjadi guru di daerah 
terpencil yakni Desa Amborep di Kabupaten Asmat. Akses sarana 
dan prasarana transportasi sangat minim. Dari Ibukota Kabupaten 
Asmat, Papua, yakni Kota Agats dapat menempuh 3 jam perjalanan 
menggunakan fiber. Namun dengan munculnya fasilitas speed, 
perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 1 jam 15 menit. 
Pembangunan jalan-jembatan di Asmat semakin berkembang. 
Sehingga kampung-kampung dapat mudah dijalani. Jalan rusak 
diperbaiki sehingga jalan-jembatan berlubang semakin berkurang. 
Kabupaten Asmat yang terkenal dengan daerah rawa dan 
dipengaruhi arus pasang-surut air tidak dapat di bangun jalan 
beraspal. Namun pemerintah telah mendisain jalanan seperti jalan di 
daratan yakni jalan di cor. Pembangunan jalanan cor dan peng-
gantian jalan-jembatan rusak telah membantu masyarakat meng-
gunakan kereta listrik. Karena jalanan cor dan jembatan yang kuat 
dapat menahan beban berat diatasnya. 
Selain pemerataan akses dari sarana dan prasarana 
transportasi, buka akses untuk fasilitas lainnya juga telah di lakukan 
oleh Presiden Joko Widodo yakni akses pendidikan yang adil. 
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Negara menjamin keluwesan berdasarkan Undang-Undang 
dalam akses pendidikan yang dikontrol dengan kejujuran. Tidak 
hanya sebagai pencitraan dalam tugas dan sepengal-pengal. Perlu 
diketahui permasalahan utama ketidakluwesan akses pendidikan 
selama ini menurut hemat penulis selama mengajar di Papua adalah 
karena akses pendidikan tidak sampai ke pedalaman dan tidak tepat 
sasaran serta hanya berpusat di birokrasi. Pemerintah dapat 
menyediakaan akses yang paling utama di daerah terpencil dalam 
menjangkau pendidikan yakni teknologi tepat guna seperti televisi 
gratis per kepala keluarga hingga kepedalaman, meski hanya 
menggunakan genset. Perbaikan infrastruktur yang cepat dan tidak 
proyek abal-abal. Transportasi yang mendukung akan mempercepat 
akses pendidikan hingga ke pelosok negeri. Seluruh manusia baik tua 
maupun muda membutuhkan pendidikan baik formal dan informal. 
Pemerintah sebaiknya memperhatikan kekurangan di daerah yang 
membutuhkan. Contoh, di daerah perairan dibangun pelabuhan 
sebagai sarana pengembang daerah. Tidak menyamakan persepsi 
bahwa semua daerah pedalaman kekurangannya sama. Namun, 
pemerintah harus meriset secara langsung kebutuhan dari 
masyarakat. 
Salah satu program pemerintah yang menerjunkan sejumlah 
guru ke daerah pelosok pedalaman yaitu Guru Garis Depan (GGD). 
mengajak semua lapisan masyrakat untuk ikut terjun dan ambil 
bagian dalam perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Sebut saja 
Komunitas Jendela terbentuk pada tanggal 12 Maret 2011 di 
Yogyakarta, berfokus pada pengadaan perpustakaan bagi adik-adik 
di daerah pedalam. 1000 guru program ini mengajak anak muda 
berusia 17 - 35 tahun untuk ikut terjun dan mengajar langsung adik-
adik kita dari Sabang - Merauke. Program dari Indonesia mengajar 
yang berfokus pada pengadaan perpustakaan untuk anak-anak yang 
berada di pelosok. 
Partisipasi masyarakat dalam membuat komunitas ini 
merupakan hak dalam menegakkan hak asasi manusia dimana telah 
diatur pada pasal 100 dan 103 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. Dimana pada pasal 100 UU No. 39 tahun 1999 
berbunyi “setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, atau 
lembaga kemasyarakatan lainya, berhak berpartisipasi dalam 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dan 
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Pasal 103 UU No. 39 tahun 1999 berbunyi “setiap orang, kelompok, 
organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi lembaga 
studi, atau kelembagaan kemasyarakat lainnya, baik secara sendiri - 
sendiri maupun bekerjasama dengan KOMNAS HAM dapat 
melakukan penelitian pendidikan, dan penyebarluasan informasi 
mengenai hak asasi manusia.45 
C. Penutup 
Hak warga negara tentang Pendidikan sudah diatur didalam 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pasal 28C serta Pasal 
31 UUD 1945 tentang Hak memperoleh Pendidikan. Saat ini yang 
sangat diprioritaskan yaitu Pendidikan di desa terpencil, ada 
beberapa faktor yang membuat penghambat jalannya pendidikan di 
desa terpencil antara lain: 
1. Faktor biaya 
2. Faktor tranportas 
3. Akses jalan 
4. Sumber daya manusia (guru) 
Peran pemerintah dalam dunia pendidikan yang telah di 
jalankan antara lain sudah terlaksanakan dengan baik, baik dari segi 
biaya pemerintah itu sendiri telah membuat salah satu program yang 
dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dibuat oleh 
pemerintah kita sendiri atau Presiden kita saat ini bapak Joko 
widodo. dari segi akses jalan juga telah dilakukan khususnya di 
daerah terpencil guna mempermudah masyarakat untuk melakukan 
aktifitasnya dalam pendidikan yang semulanya dari tempat asalnya 
ke tempat dimana dia menggali ilmu di sekolah susah di karenakan 
akses jalan yang tidak memumpuni atau jauh serta susah untuk 
ditempuh karena medan yang susah untuk dilalui. Untuk dari 
sumber daya manusianya yakni pengajar atau guru Presiden Joko 
Widodo telah mengirimkan guru ke daerah khusus yakni daerah 
terpencil. Selain itu juga ada dari beberapa komunitas sebagai aksi 
relawan dalam menegakkan hak pendidikan juga turut serta 
didalamnya. Adanya peran yang dikeluarkan oleh Presiden ke - 7 RI 
serta dibantu oleh kalangan komunitas kurang lebih keempat faktor 
bisa teratasi semua. Dengan peran aktif dari pemerintah serta 
                                                          
45 A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM), 
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komunitas tersebut Hak Pendidikan pada Masyarakat Terpencil telah 
berjalan sebagaimana semestinya. 
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PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
Ima Miftakhul Jannah46 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bahwa pembangunan 
infrastruktur merupakan bagian dari pemenuhan HAM, sehingga dalam 
pelaksanaanya tidak lepas dari pertimbangan mengenai hak hak manusia 
dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Adapun yang menjadi latar 
belakang penulisan ini karena Indonesia merupakan salah satu negara yang 
mengenal adanya sistem yang disebut otonomi daerah sehingga 
memberikan peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menentukan 
proses pembangunan sehingga dalam mewujudkan pembangunan di 
daerah, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu pembangunan 
manusia seutuhnya melalui penghormatan terhadap norma-norma HAM 
dalam semua kebijakan di daerah. Hasil penelitian yang didapat berupa 
Potensi adanya bentrokan dan konflik akibat pembangunan proyek 
infrastruktur sangat besar jika koridor HAM tidak diperhatikan oleh 
pemerintah dan investor. HAM yang diterapkan di Indonesia harus 
disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya dan juga 
mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Pembangunan 
yang dilakukan di Indonesia pun seharusnya dimulai dari pembangunan 
SDM terlebih dahulu 
Kata kunci: kebijakan, pembangunan infrastruktur, kearifan lokal;  
A. Pendahuluan 
Negara Indonesia mengenal adanya sistem yang disebut 
otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan peluang yang luas 
bagi pemerintah daerah untuk menentukan proses pembangunan. 
Tetapi dalam praktiknya, banyak aktivitas yang mengatasnamakan 
“pembangunan” sering kali salah arah, bahkan kontraproduktif 
karena menafikan aspek hak asasi manusia (HAM).  
Pemerintah daerah seringkali terpaku pada formalitas dan 
sikap-sikap pramatis, sekedar untuk mengembalikan, 
mempertahankan dan mengakumulasi modal ekonomi, sosial, 
kultural dan simbolisme. Semangat desentralisasi yang dikemas 
dalam promosi good governance pertamanya memang bertujuan 
mulia, yaitu untuk mendekatkan masyarakat kepada pengambilan 
keputusan daerah.  
Tetapi dalam praktiknya, promosi good governance secara 
empiris belum bisa dikatakan ideal karena seringkali di monopoli 
                                                          
46 imamiftakhul19@gmail.com. 
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oleh elite di daerah tersebut. Akhirnya masyarakatlah yang menjadi 
korban meluasnya jumlah pelanggaran HAM dikarenakan kebijakan-
kebijakan pembangunan yang tidak melihat dari sudut pandang 
HAM.    
Dalam mewujudkan pembangunan di daerah, ada satu hal 
yang tidak boleh dilupakan, yaitu pembangunan manusia seutuhnya 
melalui penghormatan terhadap norma-norma HAM dalam semua 
kebijakan di daerah. Jika norma-norma tadi tidak menjadi 
pertimbangan, maka keinginan untuk menghadirkan kesejahteraan 
rakyat hanya akan menjadi ilusi semata. Sekarang kesejahteraan 
rakyat memang menjadi isu sentral dalam tujuan bernegara. Tetapi 
hingga kini hak kesejahteraan yang di inginkan masih belum 
sepenuhnya hadir dan dapat dirasakan oleh masyarakat.47 
Ironisnya, dengan mengatasnamakan pembangunan, program 
pemerintah tidak memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan 
masyarakat, tetapi justru menurunkan kemampuan swadaya lokal. 
Contohnya adalah pembangunan-pembangunan yang dilakukan di 
Papua. Pelanggaran HAM di Papua adalah salah satu masalah 
terbesar yang mereka hadapi. 
Dari sini dapat dilihat jika sebenarnya yang paling 
dibutuhkan oleh Papua bukanlah pembangunan infrastruktur yang 
maju dalam bidang bisnis dan ekonomi, melainkan penyelesaian 
terhadap permasalahan yang selalu ada dan tak kunjung usai, yaitu 
pelanggaran HAM.  
Pengertian dari pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 
No. 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi 
manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 
termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau 
kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi 
dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok 
orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum 
yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
                                                          
47 Stefanus Wijaya, Pembangunan Infratruktur Papua atau Penyelesaian Permas-
alahan HAM?, https://www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 20 Ok-
tober 2018 pukul 07.07. 
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Pelanggaran HAM dapat dikategorikan  dalam dua jenis, 
yaitu pembunuhan massal (genosida), dan kejahatan kemanusiaan. 
Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud 
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian 
kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan 
tindakan kekerasan (UUD No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM). 
Dan Kejahatan Kemanusiaan, suatu perbuatan yang dilakukan 
berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, 
penyiiksaan, perbudakkan, dan lain-lain. 
Hak merupakan unsur normatif melekat pada setiap diri 
manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak 
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya 
antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan suatu 
yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah suatu hal yang sering 
kali dibicarakan dan sering dibahas terutama dalam era reformasi 
dari pada era sebelum reformasi.48 
Selama ini berbagai rencana pembangunan kurang maksimal 
untuk meminta persetujuan warga di mana lokasi pembangunan 
berada karena anggapan membangun adalah hak pemerintah. 
Sepanjang  aturan hukum dan syarat administrasi dipenuhi, tak 
penting ada persetujuan warga atau tidak. Penegasian ini juga 
didasari sikap pemerintah yang acap bertindak sepihak dengan dalih 
kepentingan umum, berdampak positif bagi kesejahteraan dan 
kemajuan masyarakat. 
Di samping itu, orientasi pembangunan yang semata 
bertujuan peningkatan ekonomi cenderung melihat persetujuan 
warga menyita waktu dan membutuhkan biaya. Dengan kata lain, 
tak produktif dan efisien. Cukup melalui wakil rakyat baik di 
parlemen maupun tokoh masyarakat. 
Kalaupun ada mekanisme meminta persetujuan  atas sebuah 
proyek melalui sosialisasi, acap kali prosesnya berlangsung artifisial 
dan hasilnya tak jarang manipulasi dan koersi akibat ada kontrol dan 
hambatan saat warga menentukan pilihannya. Tak ayal ketika 
pembangunan dimulai ada protes atau penolakan. 
                                                          
48 Djarot, Eros & Haas, Robert, Hak-Hak Asasi Manusia dan Manusia 
(Human rightsand The Media), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, h. 2. 
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Menghargai hak setiap warga menentukan sendiri setiap 
rencana pembangunan sangat penting agar dapat dukungan warga 
dan tak menimbulkan konflik.  Warga perlu diberi kesempatan tanpa 
paksaan untuk menilai bahwa pembangunan yang direncanakan 




Manusia adalah mahluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Salah satu 
kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepada manusia “adalah akal 
dan pikiran” yang membedakannya dengan mahluk lain sejak 
diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugrahi hak-hak yang 
melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia lain. Hak 
tersebut juga disebut dengan hak asasi manusia (HAM). 
Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang 
melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugrah 
Tuhan YME. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki 
manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya 
bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau 
berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan 
martabatnya sebagai manusi.49 Hak yang dimiliki setiap orang 
tentunya tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya, karena ia 
berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki 
orang lain. HAM terdiri dari dua hal yang paling fundamental, yaitu 
hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini 
maka sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. 
Pada dasarnya pemikiran tentang HAM ini merupakan 
landasan dari ideologi liberalisme. Karena liberalism menekankan 
hak individu dan dijamin oleh Negara.50 Pengakuan terhadap hak 
asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap 
segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. 
                                                          
49 Rhina K.M Smith, Nijal Hostmaelingan, Christian Ranhein, Satya Arnanto, 
Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman 
Marzuki, Fadlilah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjarmoko, 
Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddono dan Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi 
Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, h. 11. 
50 Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan, Robertus Robet, Hal. 53 - 76 
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Walaupun demikian, hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak 
untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat 
kodrati itupun terkandung kewajban pada diri manusia tersebut, 
Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban 
membina dan menyempurnakannya. 
Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku 
sistem pemerintahan Indonesia tahun 2012 karangan Trubus 
Rahardiansyah menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-
hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta 
sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan 
apapun didunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat 
mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak 
kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia. 
Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang 
memberikan batasan tentang hak asasi manusia. Beliau adalah 
Prof.Mr.Koentjoro Poerbapratono, dalam buku Sistem Pemerintahan 
Indonesia (2012) karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan 
hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak 
yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat 
dipisahkan dari hakikatnya sehungga sifatnya suci. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 menyebutkan bahwa 
“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 
pada manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia”. 
Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut 
diatas, dapat disimpulkan bahwa HAM tersebut merupakan hak 
yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan 
fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan YME yang harus 
dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, 
atau negara. 
Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan 
terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara 
utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara 
hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan 
perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati 
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melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan 
tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur 
pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara. Jadi, dalam 
memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan 
kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi 
kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh meru-
sak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). 
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). 
Dalam perspektif HAM, pembangunan, sebagaimana 
dinyatakan dalam pembukaan Deklarasi PBB Tahun 1986 tentang 
Hak atas Pembangunan, dimaknai sebagai sebuah proses ekonomi, 
sosial, budaya, dan politik yang komprehensif, bertujuan pada 
peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi semua individu 
maupun seluruh masyarakat atas dasar partisipasi aktif, bebas dan 
bermakna dalam pembangunan termasuk memperoleh pemerataan 
manfaat atau hasil dari proses tersebut. 
Deklarasi Hak atas Pembangunan juga menyatakan bahwa 
pembangunan adalah HAM. Pasal 1 menyatakan bahwa hak atas 
pembangunan adalah HAM yang tidak dapat dicabut karena melekat 
pada setiap pribadi manusia dan semua orang berhak untuk 
berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan 
ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua HAM dan 
kebebasan fundamental dapat direalisasikan sepenuhnya (OHCHR, 
2002). 
Pembangunan berbasis HAM merupakan pembangunan yang 
menjadikan nilai-nilai HAM sebagai aspek yang dikedepankan 
dalam pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau 
pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan 
pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi 
pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan 
penegakkan hak atas pembangunan. 
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Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dari 
program yang dikerjakan kabinet Jokowi demi menggenjot investasi. 
Pemerintah telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden 
No. 2 Tahun 2015. RPJMN akan menjadi acuan utama pemerintahan 
Jokowi-JK dalam lima tahun ke depan, untuk merealisasikan seluruh 
agenda prioritas, khususnya yang menjadi janji-janji politiknya. Salah 
satu komitmen utama pemerintahan adalah memastikan negara 
hadir dalam seluruh kehidupan masyarakat, terutama dalam hal 
pemenuhan layanan dasar dan perlindungan hak asasi manusia. 
Oleh karena itu, seluruh agenda pembangunan, harus diintegrasikan 
dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam hak asasi 
manusia, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, 
dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan 
budaya. 
Hal tersebut merupakan penerapan dari pendekatan berbasis 
HAM dalam pembangunan. Aspek terpenting dari relasi 
pembangunan berbasis HAM adalah ditempatkannya manusia 
sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan 
berbasis HAM dapat didefinisikan sebagai konsep pembangunan 
yang berfokus kepada martabat kemanusiaan hingga ke tingkat 
individu. Pembangunan berbasis HAM memandang perluasan 
kebebasan manusia sebagai tujuan pembangunan. Pembangunan 
berbasis HAM bertujuan menguatkan kapabilitas masyarakat dalam 
memperjuangkan hak-haknya dan mempengaruhi kebijakan dan 
praktik pembangunan yang akan berdampak pada kualitas 
kehidupan mereka. Di sisi lain, pembangunan berbasis HAM juga 
mendorong peningkatan kapasitas aktor Negara dan non Negara 
dalam mewujudkan tanggung jawab mereka terkait penghormatan, 
perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Implikasinya, 
partisipasi dalam pembangunan harus berlandaskan pada HAM dan 
setiap orang harus bisa mendapatkan manfaat dari proses 
pembangunan. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah 
menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam 
pemerintahannya, dengan tujuan mencapai pendapatan per kapita 
14.000 USD, pengangguran di bawah 5 persen dan penduduk miskin 
di bawah 5 persen. Menurut pemerintah, pembangunan infrastruktur 
yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci bagi 
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tercapainya target pembangunan tersebut. Merespon hal itu, Komnas 
HAM telah membentuk Tim dengan tugas melakukan pengamatan 
dan kajian atas potensi dampak proyek-proyek infrastruktur tersebut 
terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan berbagai pengaduan 
masyarakat yang terkait dengan proyek infrastruktur yang diterima 
oleh Komnas HAM, diperlukan adanya jaminan kebijakan dan 
regulasi supaya dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur 
tersebut tetap dalam koridor menghormati, melindungi, dan 
memenuhi hak asasi manusia. 
Sayangnya, kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut di 
berbagai wilayah cukup menimbulkan kontroversi dan polemik. 
Pada awal tahun ini tepatnya 8 Januari 2018, Indonesia kembali 
dikejutkan dengan pemberitaan berkenaan dengan tindak kekerasan 
dan penggusuran terhadap lahan pemukiman dan wilayah usaha 
pertanian masyarakat Kulon Progo, Yogyakarta. Peristiwa ini 
merupakan peristiwa lanjutan berkenaan dengan rencana pemba-
ngunan bandara internasional baru Yogyakarta. 
Selain aspek positif pembangunan, secara umum konflik yang 
terjadi menjadi perhatian nasional dan bahkan beberapa menjadi isu 
internasional yang mendapat sentimen negatif terkait dengan HAM. 
Bahkan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai 
pembangunan proyek infrastruktur skala besar selama ini justru 
menciptakan kemiskinan baru dengan lajunya perampasan tanah 
untuk memfasilitasi produksi di tingkat global. Seperti dikutip dari 
media massa, Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin mengatakan 
proyek infrastruktur yang diprioritaskan justru hanya 
menghubungkan produsen dan konsumen di tingkat global. Hal itu, 
sambungnya, justru memperkecil kue ekonomi masyarakat lokal 
yang menyebabkan ketimpangan. 
Indentifikiasi terhadap ketentuan hukum yang mendasari 
pelaksanaan hak asasi manusia yang sudah di akui secara inter-
nasional menjadi awalan dalam melakukan pembangunan berbasis 
HAM. ini sangat penting mengingat akan ada 2 kubu yang akan di 
buat untuk mengerti apa itu HAM. Kubu pertama kubu pemangku 
tanggung jawab hak asasi atas pembangunan yang harus mene-
rapkan HAM dalam pembangunan serta menjalankan kewajibannya 
selaku pemangku tanggung jawab selain itu ada kubu pemegang hak 
yang harus menerima dan menikmati pembangunan yang dilakukan 
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oleh pemangku tanggung jawab negara wajib mengakui, 
menghormati, melindungan dan menegakan hak asasi manusia hal 
ini karena negara menjadi  pihak yang terikat secara hukum dalam 
pelaksanaa hak asasi manusia menurut instrumen hak asasi manusi 
internasional.  
C. Penutup 
HAM terdiri dari dua hal yang paling fundamental, yaitu hak 
persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka 
sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. HAM adalah hak-
hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. 
Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi 
satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau 
menindas HAM orang lain. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mencantumkan 
hak-hak yang termasuk ke dalam hak asasi manusia sejak awal 
kemerdekaan, namun tidak mencantumkan istilah “Hak Asasi 
Manusia” dan hanya terbatas pada hak-hak sebagai warga negara 
saja. Kemudian seiring berjalannya waktu hak-hak tersebut 
dikembangkan lagi dan dapatlah dimasukkan istilah Hak Asasi 
Manusia ke dalam konstitusi Indonesia. Hak tersebut diperkirakan 
karena pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa Hak Asasi 
Manusia sangat penting untuk dijamin dan dilindungi. Kebijakan 
pembangunan infrastruktur memang harus dilakukan oleh penguasa. 
Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dari program yang 
dikerjakan kabinet Jokowi demi menggenjot investasi.Potensi adanya 
bentrokan dan konflik akibat pembangunan proyek infrastruktur 
sangat besar jika koridor HAM tidak diperhatikan oleh pemerintah 
dan investor. HAM yang diterapkan di Indonesia harus disesuaikan 
dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya dan juga 
mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Pemba-
ngunan yang dilakukan di Indonesia pun seharusnya dimulai dari 
pembangunan SDM terlebih dahulu 
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PERLINDUNGAN HAM DISABILITAS 
Danang Ardiansyah Zulfi51 
 
Abstrak 
Penyandang Disabilitas di indonesia memerlukan peraturan perundang-
undangan yang dapat menjamin hak-haknya seperti hak pendidikan dan 
kesejahteraan. Beberapa Undang-undang yang mengatur tentang 
penyandang disabilitas seperti Undang-Undang 39 Tahun 1999 pasal 41, 42, 
dan 54 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. ternyata upaya 
perlindungan belum memadai masih banyak sikap diskriminasi terhadap 
penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat, apalagi prediksi 
terjadinya peningkatan jumlah penyandang disabilitas dimasa yang akan 
mendatang. Berdasarkan hal tersebut. Penulis memaparkan bagaimana 
penegakkan hak asasi manusia dan bagaimana peraturan perundang-
undangan mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Kesimpulan yang 
penulis dapat peraturan perundang-undangan saja tidak cukup untuk 
menjamin hak-ha penyandang disabilitas, diperlukan partisipasi dari 
masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan 
penyandang disabilitas. Seperti membentuk kelompok organisasi masya-
rakat dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan kemandirian 
penyandang disabilitas. Dengan menyelenggarakan pembinaan, pendi-
dikan, penelitian, pelatihan, maupun advokasi bagi penyandang disabilitas 
organisasi seperti ini diharapkan dapat menjembatani para penyandang 
disabilitas.  
Kata kunci: hak, penyandang disabilitas 
A. Pendahuluan 
Penyandang Disabilitas di indonesia memerlukan peraturan 
perundang-undangan yang dapat menjamin hak-haknya seperti hak 
pendidikan dan kesejahteraan. Beberapa Undang-undang yang 
mengatur tentang penyandang disabilitas seperti undang-undang 39 
tahun 1999 pasal 41, 42, dan 54  serta undang-undang nomor 4 tahun 
1997. ternyata upaya perlindungan belum memadai masih banyak 
sikap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan 
masyarakat, apalagi prediksi terjadinya peningkatan jumlah penyan-
dang disabilitas dimasa yang akan mendatang.  
Penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang 
paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun 
secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan 
pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum 
kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya. 
Sebagian besar mereka masih tergantungpada bantuan dan rasa hiba 
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orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untukmemperoleh 
kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai 
dengan kondisi mereka. 
Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, 
menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap 
warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas 
atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali 
dikenal dengan istilah “difable” atau sekarang dikenal sebagai 
“disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan 
perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik 
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 
sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap 
kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu 
ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 
20, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945. 
Perlindungan HAM Disabilitas 
Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, 
berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera, dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia 
indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 
cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang 
tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut 
memerlukan dukungan segenap masyarakat  dan pemerintah. Setiap 
anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
untuk turut serta dalam pembngunan. Sebagai warga negara 
indonesia, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan 
kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. 
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai 
kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau 
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 
kegiatan secara layaknya.  
Pemberian aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di 
Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud. Sebagaimana dikemu-
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kakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 
tentang penyandang disabilitas, bahwa upaya perlindungan belum 
memadai, apalagi ada prediksi terjadinya peningkatan jumlah 
penyandang disabilitas di masa mendatang. 
Pada kenyataannya betapa sulit seorang penyandang 
disabilitas untuk mendapatkan hak akses fasilitas-fasilitas publik, 
peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses 
pendidikan, akses informasi dan komunikasi, serta layanan 
kesehatan. Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di 
indonesia tidak mudah di akses oleh penyandang disabilitas dan 
orang-orang berkebutuhan khusus lainnya (wanita hamil dan lansia). 
Seorang penyandang disabilitas netra akan merasa kesulitan untuk 
menyimak marka-marka jalan dan papan informasi umum.52 
Aksesibilitas di bidang pendidikan bagi para penyandang 
disabilitas di Indonesia masih sangat kurang. Kemampuan 
pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk menjangkau semua 
anak disabilitas minim, karena 80% tempat pendidikan dikelola 
swasta sementara pemerintah hanya 20%. Dari 1,3 juta anak 
penyandang cacat usia sekolah di indonesia, baru 3,7 persen atau 
sebanyak 48.022 anak yang bisa menikmati bangku pendidikan. 
Sementara yang 96,3 persen, masuk dalam pendidikan non formal, 
tetapi jumlahnya diperkirakan tidak lebih dari 2 persen. Saat ini 
terdapat 1.338 sekolah luar biasa (SLB) untuk berbagai jenis dan 
jenjang ketunaan. Sementara jumlah siswa yang terdaftar di 
Direktorat Pendidikan Luar Biasa sebanyak 12.408 anak. Kesulitan 
dalam mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan, mengakibatkan 
akses untuk memperoleh pendidikan juga tidak mudah. Selanjutnya 
hal itu berimplikasi pada penghasilan dan berantai pada gizi dan 
kesehatan generasi penerusnya. 
Setiap perundang-undangan tertulis di dalamnya terkandung 
suatu misi atau tujuan tertentu yang hendak dicapai. Lahirnya suatu 
perundang-undangan tertulis baru merupakan suatu titik awal untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berdasarkan pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan 
kemandirian dari kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. 
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Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 
untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, 
dalam hal ini adalah hak-hak para penyandang disabilitas. Kewajiban 
pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan formulatif 
(pembuatan peraturan perundang-undangan) saja, namun juga pada 
kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif. Aspek substansi hukum 
yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dari segi 
jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup 
memadai. Namun perumusannya lebih banyak yang bersifat negatif, 
yaitu memberikan hak bagi para penyandang disabilitas. Perumusan 
negatif ini antara lain jaminan hak penyandang disabilitas di bidang 
kesejahteraan sosial, perkeretaapian, lalu lintas jalan, penerbangan, 
pelayaran, kesehatan, dan pendidikan. Perumusan positif, yaitu 
kewajiban untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang 
disabilitas antara lain ada pada ketentuan tentang perlindungan 
anak, bangunan gedung, dan ketenagakerjaan. Pelanggaran atas 
kewajiban tersebut diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana mau-
pun sanksi administrasi. 
Pemberdayaan masyarakat dalam mengupayakan aksesibili-
tas dapat menunjang upaya mewujudkan aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas di Indonesia. Pemberdayaan dalam hal ini 
dimaksudkan sebagai usaha  yang memungkinkan masyarakat bisa 
ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan ke-
pentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian 
dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara yang menentukan 
nasib mereka. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari 
oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, 
agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan 
masalah dan mengubah kondisi dan posisinya. Pemberdayaan dalam 
pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, 
yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang 
bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan 
di semua tingkatan. Pemberdayaan dalam arti ini berarti usaha men-
dorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi 
baru yang adil dan setara.53 
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Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas 
Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 
Ada banyak konvensi yang merupakan instrumen HAM 
seperti CEDAW, Children Rights, Migrant Workers, dan lain-lain. 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya 
disingkat CRPD) merupakan konvensi yang menjadi mainstreaming 
dalam berbagai konvensi tersebut. 
CRPD yaitu  konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang 
Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 
(selanjutnya disingkat UU No. 19/2011) tentang Pengesahan CRPD. 
CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam 
upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di 
Indonesia. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindu-
ngi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar 
bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap 
martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpi-
sahkan.54 
Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional 
yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya  adalah 
luasnya tujuan, makna  dan ruang lingkup perlindungan bagi 
disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk 
memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas 
untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental 
yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih 
jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan 
tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi 
ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap 
harkat dan martabat insani yang melekat pada  setiap  diri  manusia  
tanpa pandang bulu.55  Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa 
konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang 
disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat 
dinimatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan 
pada disabilitas. 
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Menurut Wilhelm Lundsted, aliran realisme mengatakan 
bahwa hukum itu bukan apa-apa. Ia mengartikan hukum seperti 
penganut paham konvesional yang memaknakan hukum sebagai 
aturan bertingkah laku manusia yang apabila tidak ditaati akan 
memberikan sanksi terhadap si pelaku. Pendapat itu mungkin cukup 
masuk akal bagi Indonesia karena terbukti dengan banyaknya aturan 
juga makin banyak tuntutan. Oleh sebab itu Lunsted menambahkan 
lagi bahwa hukum itu baru akan bermakna setelah ditegakkan. 
Tanpa penegakan hukum bukan apa-apa. Yang memberi makna 
pada hukum itu adalah aparat penegak hukum serta masyarakat. 
Bahkan tanpa substansi hukum pun sebenarnya hukum dapat 
dihasilkan, karena mengenai hal ini menjadi tugas para hakim untuk 
menciptakan hukum (lihat pasal 14 dan 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman). Hal ini 
seirama dengan ungkapan profesor Taverne, “Berilah aku hakim 
yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik maka dengan 
hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih 
baik”. 
Sifat baik dari aparatur tersebut mencakup integritas moral 
serta profesionalisme intelektual. Kualitas intelektual tanpa 
diimbangi integritas akan dapat mengarah kepada rekayasa yang 
tidak dilandasi moral. Sementara integritas saja tanpa profe-
sionalisme bisa menyimpang ke luar dari jalur-jalur hukum. Aspek 
lain yang perlu di perhatikan, adalah bahwa penegakan hukum 
merupakan suatu sistem. Artinya penegakan hukum merupakan 
rangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh beberapa 
komponen sebagai sub-sistem. Rangkaian proses tersebut satu sama 
lain saling terkait secara erat dan tidak terpisahkan karena itu disebut 
sebagai integrated criminal justice system.  
C. Penutup 
Pola penyadaran internal para penyandang disabilitas itu 
sendiri sangat penting. Hanya sedikit penyandang disabilitas di 
Indonesia yang mempunyai kesadaran akan hak-haknya dan gigih 
dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Perasaan inferior 
merupakan problem psikologis yang cenderung dimiliki oleh 
kebanyakan penyandang disabilitas.  
Sederetan undang-undang yang menyangkut penyandang 
disabilitas merupakan titik awal dalam rangka mencapai kesamaan 
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kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat 
penyandang disabilitas, guna mewujudkan kemandirian dan kese-
jahteraan penyandang disabilitas. Upaya mewujudkan kemandirian 
dan kesejahteraan penyandang cacat merupakan tanggung jawab 
bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat 
sendiri. Hal ini tidak akan terwujud tanpa ada suatu struktur sosial 
yang mendukung.  
Peraturan perundang-undangan saja tidak cukup untuk 
menjamin hak-hak penyandang disabilitas, diperlukan partisipasi 
dari masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan 
kesejahteraan penyandang disabilitas. Seperti membentuk kelompok 
organisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan mening-
katkan kemandirian penyandang disabilitas. Dengan menyeleng-
garakan pembinaan, pendidikan, penelitian, pelatihan, maupun 
advokasi bagi penyandang disabilitas organisasi seperti ini diharap-
kan dapat menjembatani para penyandang disabilitas. 
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